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SIDANG DIBUKA PUKUL 08.05 WIB

KETUA: ARIEF HIDAYAT [00:00]

Ya, baik kita mulai.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum wr. wb. Selamat pagi,
salam sejahtera bagi kita semua. Sidang dalam Perkara 101, 197, 181,
225, 252, 226, 274, dan 305 Perkara PHPU.BUP/2025 dengan ini dibuka
terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Saya cek kehadirannya. Menyatakan anu saja, hadir gitu, ya. 101
Pemohon?

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 101/PHPU.BUP-
XXIII/2025: RAHMAT TAUFIT [00:55]

Izin, hadir, Yang Mulia.
KETUA: ARIEF HIDAYAT [00:57]
Baik. 1977?

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 197/PHPU.BUP-
XXIII/2025: WALIDI [00:57]

Izin hadir, Yang Mulia.
KETUA: ARIEF HIDAYAT [00:00]
Baik. 1817

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 181/PHPU.BUP-
XXIII/2025: FATIATULO LAZIRA [01:04]

1zin, hadir, Yang Mulia.
KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:05]

1 ... kok, 1. 225? 225, tidak hadir? Baik, 225 tidak hadir.
Kemudian, 226 (...)
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11.

12,

13.

14.

15.

16.

17.

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 225/PHPU.BUP-
XXIII/2025: M. FANDI DENISATRIA [01:21]

Izin, Majelis.
KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:22]
Ha?

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 225/PHPU.BUP-
XXIII/2025: M. FANDI DENISATRIA [01:22]

Hadir, Majelis, 225.
KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:25]
Tadi dipanggil di mana?

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 225/PHPU.BUP-
XXIII/2025: M. FANDI DENISATRIA [01:26]

Saya pikir tadi nomornya 252, Majelis.
KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:29]
Oh.

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 225/PHPU.BUP-
XXIII/2025: M. FANDI DENISATRIA [01:29]

Mohon maaf.
KETUA: ARIEF HIDAYAT [00:00]
Pagi-pagi jangan mabuk. 225, ya? Baik. 226? Tuh, Pemohon!

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 226/PHPU.BUP-
XXIII/2025: PANGERAN [01:46]

Hadir, Yang Mulia.
KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:46]

Ini kalau istilahnya frekuensi ke-splatter mabuk ini. Yang dipanggil
masih Pemohon, kok Pihak Terkait-nya sudah ... 226, Pemohon.
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KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 226/PHPU.BUP-
XXIII/2025: PANGERAN [01:58]

Hadir.
KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:00]
Baik. 274?

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 274/PHPU.BUP-
XXIII/2025: UCOK EDISON MARPAUNG [02:03]

Hadir, Yang Mulia.
KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:03]
Baik. 3057?

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 305/PHPU.BUP-
XXIII/2025: HARDIAN TUASAMU [02:06]

Hadir, Yang Mulia.
KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:08]

Mana? Di belakang? Baik.

Sekarang Termohon, Kabupaten Teluk Bintuni? Hadir. 252, tadi
hadir, kok.

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 252/PHPU.BUP-
XXIII/2025: IWAN K. NIODE [02:21]

Yang Mulia.
KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:21]
Ya, kenapa?

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 252/PHPU.BUP-
XXIII/2025: IWAN K. NIODE [02:22]

Kami Perkara dengan Nomor 252.
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KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:25]
Oh, 252, ya. Sebelahnya tadi 225, ya?

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 252/PHPU.BUP-
XXIII/2025: IWAN K. NIODE [02:31]

Terima kasih, Yang Mulia.
KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:34]
Dua-duanya hadir, jadi ya. Terima kasih.
Kemudian KPU Kabupaten Deiyai?
Ya, kemudian KPU Kabupaten Deiyai yang 181 sama.
Kabupaten Nabire?
KUASA HUKUM TERMOHON: EUGEN EHRLICH ARIE [02:53]
181 Deiyai, hadir, Yang Mulia.
KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:55]
Oke. Yang 25 ... 225, hadir juga?
KUASA HUKUM TERMOHON: ABDUL HARIS [02:56]
Hadir, Yang Mulia.
KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:02]
Sama. Kemudian 252 Kabupaten Nabire juga?
KUASA HUKUM TERMOHON: BUDI RAHMAN [03:07]
Hadir, Yang Mulia.
KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:08]
Baik. Kemudian Keerom?

KUASA HUKUM TERMOHON: UMAR BANYAL [03:13]

Hadir, Yang Mulia.
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KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:14]

Baik. Kemudian Jayapura?

KUASA HUKUM TERMOHON: CHRISTIAN SUGIATNO [03:17]

Izin, hadir, Yang Mulia.

KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:18]

Baik. Kemudian yang terakhir untuk Termohon KPU Puncak Jaya?

KUASA HUKUM TERMOHON: YEMIES WONDA [03:23]
1zin, hadir.

KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:25]
Di mana?

KUASA HUKUM TERMOHON: YEMIES WONDA [03:26]
Di belakang, Pak.

KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:26]
Oke. Kemudian Pihak Terkait. Pihak Terkait 101?

KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA
101/PHPU.BUP-XXIII/2025: ABHAN [03:35]

Hadir, Yang Mulia.
KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:35]
1977?

KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA

NOMOR

NOMOR

197 /PHPU.BUP-XXIII/2025: WILLIAM H SINAGA [03:36]

Hadir, Yang Mulia.
KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:40]

1817
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KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR
181/PHPU.BUP-XXIII/2025: WANDI FAMES BUTAR-BUTAR
[03:41]

Hadir, Yang Mulia
KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:41]

2257

KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR
225/PHPU.BUP-XXIII/2025: AHMAD IRWANDI LUBIS [03:43]

Terima kasih. Hadir, Yang Mulia.
KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:44]
Baik. 2527

KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR
252/PHPU.BUP-XXIII/2025: MELLISA ANGGRAINI [03:47]

Hadir bersama Prinsipal, Yang Mulia.
KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:48]
Baik. 2267

KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR
226/PHPU.BUP-XXIII/2025: RIVAL A MAINUR [03:51]

Hadir, Yang Mulia.
KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:51]
Baik. 274?

KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR
274 /PHPU.BUP-XXIII/2025: NOVIANTO RAHMANTYO [03:56]

Hadir, Yang Mulia
KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:56]

Baik. Kemudian 305?
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KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR
305/PHPU.BUP-XXIII/2025: SUBADRIA A.A. [04:00]

Hadir, Yang Mulia, bersama Prinsipal.
KETUA: ARIEF HIDAYAT [04:02]
Ya, baik. Itu ada Bawaslu Pusat, kok jadi Pihak Terkait? Pak Abhan
kok di situ? Saya kira masih Bawaslu, Pak Abhan. Oh, pensiun, ya.
Bawaslu Bintuni ... Teluk Bintuni?
BAWASLU: SUPIAH TOKOMADORAN [04:27]
Hadir, Yang Mulia.
KETUA: ARIEF HIDAYAT [04:28]

Hadir.
Bawaslu Deiyai?

BAWASLU: DESEPINA TATOGO [04:30]
Hadir, Yang Mulia.

KETUA: ARIEF HIDAYAT [04:34]
Kemudian, Bawaslu Nabire?

BAWASLU: GIAN MARIO KAPISA [04:36]
Hadir, Yang Mulia.

KETUA: ARIEF HIDAYAT [04:37]
Bawaslu Keerom?

BAWASLU: YASER A. RUNGGAMUSI [04:34]
Hadir, Yang Mulia.

KETUA: ARIEF HIDAYAT [04:40]

Kemudian, Bawaslu Jayapura?



68.

69.

70.
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73.

BAWASLU: AUSTEN E. YAKARIMILENA [04:42]
Hadir, Yang Mulia.

KETUA: ARIEF HIDAYAT [04:43]
Dan Bawaslu Puncak Jaya?

BAWASLU PUNCAK JAYA: MARINUS WONDA [04:46]
Hadir, Yang Mulia.

KETUA: ARIEF HIDAYAT [04:47]

Baik, terima kasih, ya.

Jadi, seluruh Permohonan sudah diterima semua Pihak, sudah
dibaca, dan sudah disampaikan lebih awal, ya, pada waktu setelah di-
upload, semuanya sudah tahu, sehingga enggak perlu dibacakan
seluruhnya. Kita hanya meminta untuk disampaikan Permohonannya,
pokok-pokoknya saja, ya, yang berkaitan dengan Permohonannya. Yang
tidak dibacakan, dianggap telah dibacakan. Itu yang pertama.

Kemudian, yang kedua. Kalau untuk Pemohon masih ada bukti
tambahan, bisa disampaikan besok pagi ... paling lambat besok pagi,
pukul 12.00, ya. Besok pagi, pukul 12.00.

Kemudian, untuk Pihak Termohon, Pihak Terkait, atau Bawaslu,
yang pengin inzage, bisa dilakukan sore harinya, pada waktu jam kerja,
tapi harus mengajukan surat permohonan inzage, ya. Jadi, supaya itu
dilakukan dengan baik.

Baik. Kita mulai dengan Perkara 101, Kabupaten Teluk Bintuni.

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 101/PHPU.BUP-
XXIII/2025: RAHMAT TAUFIT [06:06]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia.

Kami mohon izin, ada beberapa hal yang mau kami sampaikan.
Yang pertama, kami berduka, Yang Mulia, bahwa salah satu Prinsipal
kami, yaitu calon bupatinya meninggal dunia, tanggal 28 Desember
2024, Yang Mulia.

KETUA: ARIEF HIDAYAT [06:25]

Innalillahi wa inna ilaihi rojiun.
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79.

80.
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82.
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KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 101/PHPU.BUP-
XXIII/2025: RAHMAT TAUFIT [06:28]

Kemudian, yang kedua (...)
KETUA: ARIEF HIDAYAT [06:28]
Itu Pemohonnya, berarti?

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 101/PHPU.BUP-
XXIII/2025: RAHMAT TAUFIT [06:29]

Pemohon, Yang Mulia. Calon bupatinya (...)
KETUA: ARIEF HIDAYAT [06:30]
Oke, calon bupati.

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 101/PHPU.BUP-
XXIII/2025: RAHMAT TAUFIT [06:31]

Atas nama Daniel Asmorom.
KETUA: ARIEF HIDAYAT [06:36]
Oh, Pak Daniel Asmo ... Asmorom?

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 101/PHPU.BUP-
XXIII/2025: RAHMAT TAUFIT: RAHMAT TAUFIT [06:38]

Betul, Yang Mulia.
KETUA: ARIEF HIDAYAT [06:39]
Oke.

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 101/PHPU.BUP-
XXIII/2025: RAHMAT TAUFIT: RAHMAT TAUFIT [06:40]

Kemudian, yang kedua. Ini terkait dengan prinsip persyaratan
calon.

KETUA: ARIEF HIDAYAT [06:44]

Persyaratan calon.
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91.
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KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 101/PHPU.BUP-
XXIII/2025: RAHMAT TAUFIT [06:45]

He eh. Kami baru menemukan bukti, yaitu terkait dengan utang
piutang, Yang Mulia, terka ... terhadap Paslon Nomor 01, Yang Mulia.

Kemudian, yang ... yang kedua. Terkait dengan biodata yang di-
input olen KPU. Di situ kami mencurigai terkait dengan masuk SMA,

kemudian selesai SMA itu berbeda, Yang Mulia, dengan keterangan
pengganti (...)

KETUA: ARIEF HIDAYAT [07:17]

Ya, sekaligus nanti disampaikan pada waktu menyampaikan ...
apa ... dalil-dalilnya, ya.

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 101/PHPU.BUP-
XXIII/2025: RAHMAT TAUFIT [07:24]

Oh, baik, Yang Mulia. Ini kami sampaikan karena ini prinsip dari
persyaratan pencalonan, Yang Mulia.

KETUA: ARIEF HIDAYAT [07:30]
Ya, nanti saja disampaikan, kan?

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 101/PHPU.BUP-
XXIII/2025: RAHMAT TAUFIT [07:32]

Oke, baik.
KETUA: ARIEF HIDAYAT [07:33]
Berarti persoalannya TSM-nya mulai sejak syarat pencalonan (...)

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 101/PHPU.BUP-
XXIII/2025: RAHMAT TAUFIT [07:38]

Ya.
KETUA: ARIEF HIDAYAT [07:38]

Sampai ke waktu pencoblosan, kan gitu?
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KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 101/PHPU.BUP-
XXIII/2025: RAHMAT TAUFIT [07:40]

Betul, Yang Mulia. Karena ini baru kita dapatkan bukti (...)
KETUA: ARIEF HIDAYAT [07:44]
Ya, nanti bukti tambahan, ya.

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 101/PHPU.BUP-
XXIII/2025: RAHMAT TAUFIT [07:46]

Baik. Untuk pokok perkara (...)
KETUA: ARIEF HIDAYAT [07:54]
Ya, sebentar.

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 101/PHPU.BUP-
XXIII/2025: RAHMAT TAUFIT [07:54]

Saya serahkan ke rekan saya, Yang Mulia. Terima kasih, Yang
Mulia.

KETUA: ARIEF HIDAYAT [07:54]
Saya ... agak saya pandu, biar cepat, efektif, efisien.
Jadi, Pemohon Prinsipal atas nama Pak Daniel Asmorom, baru saja

meninggal?

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 101/PHPU.BUP-
XXIII/2025: ERWINSYAH [08:02]

Betul, Yang Mulia.
KUASA: ARIEF HIDAYAT [08:03]

Oke. Baik, sekarang kita mulai. Untuk kewenangan, yang
dipersoalkan objectum litis-nya apa ini?

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 101/PHPU.BUP-
XXIII/2025: ERWINSYAH [08:17]

Kewenangan (...)
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KUASA: ARIEF HIDAYAT [08:19]
Ya, supaya nanti apa (...)

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 101/PHPU.BUP-
XXIII/2025: ERWINSYAH [08:23]

158, Yang Mulia.
KUASA: ARIEF HIDAYAT [08:23]

Supaya nanti kalau pengalaman untuk tahun 2029, kalau jadi
Kuasa Hukum lagi, supaya lebih cepat anu, ya.

Jadi ini yang menjadi objek adalah Putusan KPU, yang diminta

adalah pembatalan Putusan KPU, nomor berapa?

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 101/PHPU.BUP-
XXIII/2025: ERWINSYAH [08:45]

Nomor 77, Yang Mulia.
KUASA: ARIEF HIDAYAT [08:46]
77. Itu diumumkan atau ditetapkan kapan?

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 101/PHPU.BUP-
XXIII/2025: ERWINSYAH [08:51]

Ditetapkan tanggal 4 Desember (...)
KUASA: ARIEF HIDAYAT [08:53]
4 Desember (...)

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 101/PHPU.BUP-
XXIII/2025: ERWINSYAH [08:53]

2024.
KUASA: ARIEF HIDAYAT [08:54]

2024. Karena objeknya ini, maka Mahkamah ada kewenangan,
ya?
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KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 101/PHPU.BUP-
XXIII/2025: ERWINSYAH [08:59]

Siap, Yang Mulia.
KUASA: ARIEF HIDAYAT [09:00]
Kemudian, yang kedua berkenaan dengan (...)

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 101/PHPU.BUP-
XXIII/2025: ERWINSYAH [09:04]

Tenggang waktu, Yang Mulia.
KUASA: ARIEF HIDAYAT [09:04]
Tenggang waktu, ya. Permohonan ini diajukan, kapan?

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 101/PHPU.BUP-
XXIII/2025: ERWINSYAH [09:10]

Diajukan 10 Desember.
KUASA: ARIEF HIDAYAT [09:19]
Diajukan luring, pada 6 Desember tahun 2024.

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 101/PHPU.BUP-
XXIII/2025: ERWINSYAH [09:24]

24, Yang Mulia.
KUASA: ARIEF HIDAYAT [09:25]
Pukul 22.00. Ya, betul itu?

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 101/PHPU.BUP-
XXIII/2025: ERWINSYAH [09:31]

Betul, Yang Mulia.
KUASA: ARIEF HIDAYAT [09:32]

Terus kemudian, Perbaikan Permohonan pada tanggal 10?
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KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 101/PHPU.BUP-
XXIII/2025: ERWINSYAH [09:36]

10, Yang Mulia.
KUASA: ARIEF HIDAYAT [09:37]

2024 pada pukul 19.37. Oleh karena itu menurut Saudara
kesimpulannya memenuhi tenggang watu atau tidak?

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 101/PHPU.BUP-
XXIII/2025: ERWINSYAH [09:45]

Memenuhi, Yang Mulia.
KUASA: ARIEF HIDAYAT [09:46]

Oke, baik. Jadi menurut Pemohon memenuhi tenggang waktu,
nanti kita nilai bersama, bagaimana, ya.

Kemudian, Legal Standing. Legal Standing-nya diajukan oleh
pasangan calon?

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 101/PHPU.BUP-
XXIII/2025: ERWINSYAH [10:03]

Ya, betul, Yang Mulia.
KUASA: ARIEF HIDAYAT [10:03]

Tapi kemudian tadi disampaikan bahwa pasangan calon yang
bupatinya, ya, sudah wafat, sudah meninggal. Kemudian, Paslon itu,

Paslon nomor berapa?

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 101/PHPU.BUP-
XXIII/2025: ERWINSYAH [10:18]

Paslon Nomor Urut 2, Yang Mulia.
KUASA: ARIEF HIDAYAT [10:19]

Nomor 2. Sekarang pertanyaan berikutnya, apakah memenuhi
Pasal 158?
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KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 101/PHPU.BUP-
XXIII/2025: ERWINSYAH [10:27]

Ya ... tidak.
KUASA: ARIEF HIDAYAT [10:28]

Tidak. Mestinya untuk Bintuni ... Teluk Bintuni penduduknya
berapa itu? DPT-nya berapa?

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 101/PHPU.BUP-
XXIII/2025: ERWINSYAH [10:38]

Jumlah penduduknya 82.000.000 (...)
KUASA: ARIEF HIDAYAT [10:41]

Nah, mestinya berarti berata ... berapa persen menurut Pasal
158?

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 101/PHPU.BUP-
XXIII/2025: ERWINSYAH [10:45]

2%, Yang Mulia.
KUASA: ARIEF HIDAYAT [10:46]
Selisihnya?

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 101/PHPU.BUP-
XXIII/2025: ERWINSYAH [10:48]

Selisihnya (...)
KUASA: ARIEF HIDAYAT [10:50]
Selisihnya berapa? Atau kalau enggak langsung (...)

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 101/PHPU.BUP-
XXIII/2025: ERWINSYAH [10:54]

800 (...)
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KUASA: ARIEF HIDAYAT [10:55]
Langsung kesimpulannya (...)

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 101/PHPU.BUP-
XXIII/2025: ERWINSYAH [10:57]

814, Yang Mulia.
KUASA: ARIEF HIDAYAT [10:58]
Ya, kesimpulannya tidak memenuhi yang ambang batas.

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 101/PHPU.BUP-
XXIII/2025: ERWINSYAH [11:01]

Ya, Yang Mulia.
KUASA: ARIEF HIDAYAT [11:02]

Pasal 158? Jadi penduduknya berapa tadi? Prof. Enny, pengen
ngerti ini, tadi.

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 101/PHPU.BUP-
XXIII/2025: ERWINSYAH [11:11]

82.000.000 (...)
KUASA: ARIEF HIDAYAT [11:13]
Ha?

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 101/PHPU.BUP-
XXIII/2025: ERWINSYAH [11:13]

4 (...)
KUASA: ARIEF HIDAYAT [11:13]
Masa? Kok 82.000.000 (...)

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 101/PHPU.BUP-
XXIII/2025: ERWINSYAH [11:15]

Eh, 82.000.000 ... sori, sori, Yang Mulia.
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KUASA: ARIEF HIDAYAT [11:17]
Waduh, jangan grogi, dong.

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 101/PHPU.BUP-
XXIII/2025: RAHMAT TAUFIT [11:20]

Izin, Yang Mulia. Saya ambil alih, Yang Mulia.
KUASA: ARIEF HIDAYAT [11:22]
Oh, ambil ahli.

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 101/PHPU.BUP-
XXIII/2025: RAHMAT TAUFIT [11:21]

Siap, Yang Mulia.
KUASA: ARIEF HIDAYAT [11:23]
Panglima yang ambil alih ini.

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 101/PHPU.BUP-
XXIII/2025: RAHMAT TAUFIT [11:26]

Baik, Yang Mulia. Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan
Wakil Bupati. Jumlah penduduk 82.000.

KUASA: ARIEF HIDAYAT [11:32]
Nah.

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 101/PHPU.BUP-
XXIII/2025: RAHMAT TAUFIT [11:32]

Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak, paling
banyak adalah 2% dari total suara sah hasil perhitungan suara terakhir
yang ditetapkan oleh KPU.

Kemudian, yang ke du ... yang F. Bahwa total suara sah hasil
perhitungan tahap akhir ditetapkan oleh KPU Teluk Bintuni adalah
sebesar 40.666 suara. Sehingga perbedaan perolehan suara yang
diperkenankan oleh Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Pemohon
dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah paling banyak 2%
dikali 40.666 suara. Jadi hasilnya (...)



155.

156.

157.

158.

159.

160.

161.

162.

163.

18

KUASA: ARIEF HIDAYAT [12:11]
Berapa persen?

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 101/PHPU.BUP-
XXIII/2025: RAHMAT TAUFIT [12:11]

814 suara.
KUASA: ARIEF HIDAYAT [12:13]
Ya.

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 101/PHPU.BUP-
XXIII/2025: RAHMAT TAUFIT [12:13]

Kemudian bahwa berdasarkan data rekapitulasi Termohon, selisih
perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara
terbanyak yaitu Pasangan Calon Nomor Urut 1 adalah sebesar 4.93 ... 38
suara. Bahwa Pemohon sangat berkeberatan dengan hasil perhitungan
suara pemilihan (...)

KUASA: ARIEF HIDAYAT [12:32]

Oke (...)

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 101/PHPU.BUP-
XXIII/2025: RAHMAT TAUFIT [12:32]

Bupati dan wakil bupati.
KUASA: ARIEF HIDAYAT [12:34]
Jadi meskipun tidak memenuhi ambang batas 158.

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 101/PHPU.BUP-
XXIII/2025: RAHMAT TAUFIT [12:37]

Baik.
KUASA: ARIEF HIDAYAT [12:38]

Tapi karena ada persoalan-persoalan yang mendasar (...)
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KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 101/PHPU.BUP-
XXIII/2025: RAHMAT TAUFIT [12:42]

Yang sangat krusial.
KUASA: ARIEF HIDAYAT [12:43]
Maka itu Mahkamah pernah menyampingkan itu dulu.

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 101/PHPU.BUP-
XXIII/2025: RAHMAT TAUFIT [12:46]

Baik.
KUASA: ARIEF HIDAYAT [12:47]

Untuk melihat pokok permohonan, karena pelanggarannya
sifatnya TSM, gitu, kan?

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 101/PHPU.BUP-
XXIII/2025: RAHMAT TAUFIT [12:53]

Ya, betul, Yang Mulia.
KUASA: ARIEF HIDAYAT [12:53]
Nah, Sekarang pelanggaran TSM bentuknya apa di situ?

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 101/PHPU.BUP-
XXIII/2025: RAHMAT TAUFIT [12:58]

Yang berikutnya, Yang Mulia. Bahwa terje ... telah terjadi
pelanggaran yang memenuhi syarat materiil untuk diulangnya
pemungutan suara ulang berdasarkan Pasal 112 Undang-Undang Pilkada
yang telah Pemohon lakukan keberatan, baik di Panwas maupun Bawaslu
Kabupaten Teluk Bintuni. Namun keberatan tersebut tidak diselesaikan
oleh Bawaslu Kabupaten Teluk Bintuni, yaitu pemilih mencobos lebih dari
satu kali. Dengan cara memilih yang telah (...)

KUASA: ARIEF HIDAYAT [13:27]

Enggak, enggak usah dibacakan.
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KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 101/PHPU.BUP-
XXIII/2025: RAHMAT TAUFIT [13:29]

Baik, Yang Mulia. Saya lanjut (...)
KUASA: ARIEF HIDAYAT [13:30]
Coblos 2 kali terjadi di mana?

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 101/PHPU.BUP-
XXIII/2025: RAHMAT TAUFIT [13:33]

Saya lanjut, Yang Mulia. Terjadi di 18 TPS di Kabupaten Teluk
Bintuni, Yang Mulia.

KUASA: ARIEF HIDAYAT [13:37]
18 TPS.

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 101/PHPU.BUP-
XXIII/2025: RAHMAT TAUFIT [13:40]

Kemudian, bahwa pelanggaran yang dilakukan oleh penyelenggara
pada tingkat KPPS yang tidak terbatas, yaitu:

Satu, terdapat fakta hukum. Adanya formulir C-6.Pemberitahuan
undang ... atau undangan pemilih yang tidak dibagikan, didistribusikan,
sebagai tertuang dalam PKPU.

Kemudian, yang kedua. Terdapat fakta hukum adanya saksi
pemohon yang diusir oleh ketua KPPS.

Kemudian yang ketiga. Terdapat fakta hukum bahwa adanya
pemilih yang mencobos lebih dari satu kali.

KUASA: ARIEF HIDAYAT [14:11]
Tadi sudah, sudah.

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 101/PHPU.BUP-
XXIII/2025: RAHMAT TAUFIT [14:12]

Ya, baik. Kemudian, bahwa selisih 4.938 suara antara Pemohon
dengan Paslon Nomor Urut 1 sebagai peraih suara terbanyak, secara
formil memang melebihi ambang batas 2%. Namun, secara materiil
selisih perolehan suara tersebut diperoleh karena adanya pelanggaran
proses (...)
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KUASA: ARIEF HIDAYAT [14:30]
Tadi ... jangan diulang-ulang dong. Sudah ditanya tadi, lho.

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 101/PHPU.BUP-
XXIII/2025: RAHMAT TAUFIT [14:32]

Baik, Yang Mulia. Kemudian kami (...)
KUASA: ARIEF HIDAYAT [14:34]
Jadi ini diajukan karena ada TSM. TSM-nya bentuknya apa saja?

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 101/PHPU.BUP-
XXIII/2025: RAHMAT TAUFIT [14:38]

Baik, kami masuk ke Pokok Pemohonan, Yang Mulia.
KUASA: ARIEF HIDAYAT [14:42]

Ya, ya, ini sudah masuk Pemohonan. Dari tadi sudah masuk dari
tadi (...)

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 101/PHPU.BUP-
XXIII/2025: RAHMAT TAUFIT [14:47]

Bahwa (...)
KUASA: ARIEF HIDAYAT [14:47]
Tiba-tiba keluar lagi.

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 101/PHPU.BUP-
XXIII/2025: RAHMAT TAUFIT [14:48]

Baik, Yang Mulia.
Bahwa telah terjadi pelanggaran yang memenuhi unsur materiil
yaitu:

A. Bahwa terdapat kejadian mencobos lebih dari satu kali atas
Nama Tantowi Djanuari, terdaftar dalam DPT TPS 11 Bintuni
Timur dan sudah mencoblos di TPS 11 Bintuni Timur. Namun
mencobos kembali di TPS 17 Bintuni Timur dengan
menggunakan KTP.
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KUASA: ARIEF HIDAYAT [15:12]
Itu perinciannya dianggap telah dibacakan. Tapi (...)

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 101/PHPU.BUP-
XXIII/2025: RAHMAT TAUFIT [15:14]

Baik, Yang Mulia.
KUASA: ARIEF HIDAYAT [16:16]
Persoalannya adalah ada coblos dua kali.

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 101/PHPU.BUP-
XXIII/2025: RAHMAT TAUFIT [15:18]

Ya.
KUASA: ARIEF HIDAYAT [15:19]
Di mana saja (...)

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 101/PHPU.BUP-
XXIII/2025: RAHMAT TAUFIT [15:19]

Mencobos lebih dari dua kali (...)
KUASA: ARIEF HIDAYAT [15:20]
Di mana saja itu?

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 101/PHPU.BUP-
XXIII/2025: RAHMAT TAUFIT [15:23]

Itu ada di kampung ... TPS 5 Kampung Argosigemerai, kemudian
TPS 10 Bintuni Timur, TPS 7 Bintuni Timur, TPS 21 Bintuni Timur, TPS 13
Bintuni Timur, TPS 5 Bintuni Barat, kemudian TPS 4 Bintuni Barat, TPS 1
Wesiri (...)
KUASA: ARIEF HIDAYAT [15:48]

Ya, yang lain dianggap dibacakan.
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KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 101/PHPU.BUP-
XXIII/2025: RAHMAT TAUFIT [15:50]

Baik, Yang Mulia.
KUASA: ARIEF HIDAYAT [15:51]

Menurut aturan, kalau ada coblos yang lebih dari satu kali harus
bagaimana?

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 101/PHPU.BUP-
XXIII/2025: RAHMAT TAUFIT [15:58]

Harus di-PSU, Yang Mulia.
KUASA: ARIEF HIDAYAT [12:00]
PSU.

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 101/PHPU.BUP-
XXIII/2025: RAHMAT TAUFIT [16:00]

Kita laporkan kejadian-kejadian itu, namun tidak direspons dan
tidak ditindaklanjuti oleh Bawaslu, Yang Mulia.

KETUA: ARIEF HIDAYAT [16:06]

Laporannya ke Bawaslu sudah ada? Nomor berapa, nomor
berapa? Ada di bukti?

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 101/PHPU.BUP-
XXIII/2025: RAHMAT TAUFIT [16:11]

Ada, ada, ada, Yang Mulia. Lapor ... laporan kita ada di bukti.
KETUA: ARIEF HIDAYAT [16:12]

Oke. Jadi, sudah dilaporkan ke Bawaslu, tapi Bawaslu tidak
merespons?

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 101/PHPU.BUP-
XXIII/2025: RAHMAT TAUFIT [16:12]

Ya, baik, Yang Mulia.
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KETUA: ARIEF HIDAYAT [16:19]

Terus kemudian, pada waktu penghitungan suara di TPS-TPS itu,
saksi Saudara tanda tangan atau tidak?

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 101/PHPU.BUP-
XXIII/2025: RAHMAT TAUFIT [16:28]

Saksi sebagian ada yang tanda tangan, Yang Mulia.
KETUA: ARIEF HIDAYAT [16:31]
Yang tidak tanda tangan di TPS mana saja?

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 101/PHPU.BUP-
XXIII/2025: RAHMAT TAUFIT [16:35]

Yang tidak tanda tangan, di sini sudah kami rincikan juga, Yang
Mulia, tadi yang saya bacakan.

KETUA: ARIEF HIDAYAT [16:40]

Ada yang tanda ... ada yang tidak tanda tangan dan ada yang
tanda tangan?

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 101/PHPU.BUP-
XXIII/2025: RAHMAT TAUFIT [16:43]

Betul, Yang Mulia.
KETUA: ARIEF HIDAYAT [16:44]

Oke. Pada waktu kemudian rekapitulasi di tingkat kecamatan,
masih ada protes yang tidak tanda tangan?

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 101/PHPU.BUP-
XXIII/2025: RAHMAT TAUFIT [16:51]

Untuk di kecamatan, kita ada juga yang protes, kemudian lanjut
ke kabupaten, Yang Mulia.

KETUA: ARIEF HIDAYAT [16:58]

Kabupaten ada?
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KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 101/PHPU.BUP-
XXIII/2025: RAHMAT TAUFIT [16:59]

Betul, Yang Mulia.
KETUA: ARIEF HIDAYAT [17:00]
Oke. Itu ada buktinya semua, ya?

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 101/PHPU.BUP-
XXIII/2025: RAHMAT TAUFIT [17:03]

Ada kita serahkan, Yang Mulia.
KETUA: ARIEF HIDAYAT [17:04]
Nah, itu nanti Bawaslu dan KPU merespons.

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 101/PHPU.BUP-
XXIII/2025: RAHMAT TAUFIT [17:07]

Ya.
KETUA: ARIEF HIDAYAT [17:08]
Terus, apa lagi?

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 101/PHPU.BUP-
XXIII/2025: RAHMAT TAUFIT [17:10]

Terus kemudian, ada money politics juga, Yang Mulia.
KETUA: ARIEF HIDAYAT [17:13]
Money politics.

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 101/PHPU.BUP-
XXIII/2025: RAHMAT TAUFIT [17:14]

Betul, Yang Mulia.
KETUA: ARIEF HIDAYAT [17:14]

Money politics masif atau hanya beberapa tempat?
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KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 101/PHPU.BUP-
XXIII/2025: RAHMAT TAUFIT [17:18]

Hanya beberapa tempat, Yang Mulia.
KETUA: ARIEF HIDAYAT [17:19]
Itu money politics-nya berupa apa? Uang?

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 101/PHPU.BUP-
XXIII/2025: RAHMAT TAUFIT [17:22]

Penyerahan uang oleh tim (...)
KETUA: ARIEF HIDAYAT [17:26]
Ya.

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 101/PHPU.BUP-
XXIII/2025: RAHMAT TAUFIT [17:26]

Dari Paslon Nomor 1 ke pemilih, Yang Mulia.
KETUA: ARIEF HIDAYAT [17:29]
Oke. Berapa nominalnya yang diberikan?

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 101/PHPU.BUP-
XXIII/2025: RAHMAT TAUFIT [17:32]

Relatif, Yang Mulia. Ada yang Rp1.000.000,00, ada yang
Rp500.000,00, ada yang Rp700.000,00 juga, Yang Mulia.

KETUA: ARIEF HIDAYAT [17:37]
Oke. Jadi, ada ... sudah dilaporkan money politics?

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 101/PHPU.BUP-
XXIII/2025: RAHMAT TAUFIT [17:41]

Sudah ... sudah juga dilaporkan. Namun, ya, belum ada tindak
lanjutnya sampai hari ini, Yang Mulia.
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KETUA: ARIEF HIDAYAT [17:46]
Sampai ke Gakkumdu juga belum?

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 101/PHPU.BUP-
XXIII/2025: RAHMAT TAUFIT [17:49]

Ya, sudah. Sudah juga, Yang Mulia.
KETUA: ARIEF HIDAYAT [17:50]
Sudah, tapi tidak ada?

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 101/PHPU.BUP-
XXIII/2025: RAHMAT TAUFIT [17:51]

Belum ada sampai hari ini.
KETUA: ARIEF HIDAYAT [17:52]
Nomor laporannya ada di situ bukti?

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 101/PHPU.BUP-
XXIII/2025: RAHMAT TAUFIT [17:53]

Ada di bukti, Yang Mulia.
KETUA: ARIEF HIDAYAT [17:55]

Oke. Kalau begitu, mestinya Saudara juga anu ... persis buktinya
sekian ... P sekian, P sekian, itu harus lebih (...)

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 101/PHPU.BUP-
XXIII/2025: RAHMAT TAUFIT [18:03]

Ya, ada, Yang Mulia.
KETUA: ARIEF HIDAYAT [18:04]
Ya, tapi terpaksa kita cari nanti.

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 101/PHPU.BUP-
XXIII/2025: RAHMAT TAUFIT [18:07]

Baik.
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KETUA: ARIEF HIDAYAT [18:07]
Ya. Terus, apa lagi setelah money politics?

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 101/PHPU.BUP-
XXIII/2025: RAHMAT TAUFIT [18:09]

Baik. Kemudian, pada bagian C, Yang Mulia.

Bahwa pada tanggal 22 November 2024, telah terjadi pertemuan
tertutup 15 orang ketua dan anggota KPPS di rumah Bapak Ayor Kosepa
(salah satu Anggota DPRD Teluk Bintuni) yang dihadiri oleh Calon Bupati
Paslon Nomor Urut 1, yaitu Bapak Yohanis Manibuy.

KETUA: ARIEF HIDAYAT [18:33]
Ya.

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 101/PHPU.BUP-
XXIII/2025: RAHMAT TAUFIT [18:34]

Kemudian, Bapak Erwin Beddu (Anggota DPR Papua Barat).
Kemudian, Yasman Yasir (Anggota DPRD Teluk Bintuni). Tiga Anggota
PPD Distrik Teluk Bintuni, bernama Andreas, kemudian Felfian, Johanes
Belekubun.

KETUA: ARIEF HIDAYAT [18:51]

Ya, dalam pertemuan itu, apa yang dibicarakan?

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 101/PHPU.BUP-
XXIII/2025: RAHMAT TAUFIT [18:55]

Bahwa ada pengarahan, Yang Mulia, untuk memenangkan
Pasangan Calon Nomor Urut 1, Yang Mulia.

KETUA: ARIEF HIDAYAT [19:01]
Oke.

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 101/PHPU.BUP-
XXIII/2025: RAHMAT TAUFIT [19:02]

Itu juga sudah kita laporkan ke Bawaslu, Yang Mulia, terkait
kejadian itu.
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KETUA: ARIEF HIDAYAT [19:07]
Ya, ada buktinya, ya?

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 101/PHPU.BUP-
XXIII/2025: RAHMAT TAUFIT [19:10]

Buktinya ada ... ada, Yang Mulia.
KETUA: ARIEF HIDAYAT [19:11]
Oke. Terus, apa lagi?

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 101/PHPU.BUP-
XXIII/2025: RAHMAT TAUFIT [19:14]

Kemudian, yang money politics sudah tadi.
KETUA: ARIEF HIDAYAT [19:19]
Itu paling terakhir money politics itu.

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 101/PHPU.BUP-
XXIII/2025: RAHMAT TAUFIT [19:23]

Ya, Yang Mulia.
KETUA: ARIEF HIDAYAT [19:24]
Tidak dibagi C-6 di 4 TPS, sudah.

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 101/PHPU.BUP-
XXIII/2025: RAHMAT TAUFIT [19:26]

Tidak dibagi C-6 juga masif, Yang Mulia.
KETUA: ARIEF HIDAYAT [19:28]
Sudah, kan? Ya. Tapi di sini hanya di 4 TPS.

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 101/PHPU.BUP-
XXIII/2025: RAHMAT TAUFIT [19:33]

Ada di bukti tambahan, Yang Mulia.
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KETUA: ARIEF HIDAYAT [19:35]
Oke, nanti bukti tambahannya. Jadi, di dalilnya 4 TPS.

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 101/PHPU.BUP-
XXIII/2025: RAHMAT TAUFIT [19:39]

Ya, Yang Mulia.
KETUA: ARIEF HIDAYAT [19:40]
Terus, ada lagi? Cukup, ya? Sekarang (...)

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 101/PHPU.BUP-
XXIII/2025: RAHMAT TAUFIT [19:42]

Cukup, Yang Mulia.

Yang terakhir, izin, Yang Mulia. Bahwa pelanggar ... pelanggaran,
yang mana telah diuraikan oleh Pemohon tersebut di atas, Pemohon
sudah melaporkan ke Bawaslu Kabupaten Teluk Bintuni. Namun, sebelum
ada hasil tindak lanjut penyelesaian lapor ... laporan dari Pemohon
tersebut, Yang Mulia.

KETUA: ARIEF HIDAYAT [19:59]

Ya, tadi sudah.

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 101/PHPU.BUP-
XXIII/2025: RAHMAT TAUFIT [20:00]

Kemudian (...)
KETUA: ARIEF HIDAYAT [20:01]
Kemudian dilaporkan?

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 101/PHPU.BUP-
XXIII/2025: RAHMAT TAUFIT [20:01]

Langsung ke Petitum, Yang Mulia.
KETUA: ARIEF HIDAYAT [20:02]

Petitum. Sekarang, silakan.
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KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 101/PHPU.BUP-
XXIII/2025: RAHMAT TAUFIT [20:05]

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas,
Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan
putusan sebagaimana berikut.

Yang pertama, mengabulkan Permohonan Pemohon untuk
seluruhnya.

Kedua, membatalkan Keputusan KPU Nomor 77/2004[sic!]
tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Teluk Bintuni
Tahun 2024, bertanggal 4 Desember 2024.

Kedua, memerintahkan kepada KPU Kabupaten Teluk Bintuni
melakukan pemungutan suara ulang pada 76 TPS dengan rincian sebagai
berikut.

47 TPS di Distrik Bintuni, 5 TPS di Distrik Babo, 6 TPS di Distrik
Aroba, 18 TPS di Distrik Manimeri dalam Pemilihan Calon Bupati dan
Wakil Bupati Teluk Bintuni secara transparan mengikutsertakan seluruh
Pasangan Calon dan wakil ... Wakil Bupati Kabupaten Teluk Bintuni Tahun
2024.

D. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Teluk Bintuni
untuk melaksanakan putusan ini.

Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpepat ... berpendapat lain,
mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Tertanda tangan Kuasa Pemohon, Yang Mulia.

KETUA: ARIEF HIDAYAT [21:16]
Baik, terima kasih.

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 101/PHPU.BUP-
XXIII/2025: RAHMAT TAUFIT [21:18]

Terima kasih, Yang Mulia.
KETUA: ARIEF HIDAYAT [21:18]

Prof. Enny, ada? Silakan, Prof. Enny.
HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [21:22]

Baik, terima kasih.

Tadi saya sampai kaget, 18 ... berapa tadi? Juta? 84.000.000. Luar
biasa tadi, ya. Tapi sudah diralat, tidak seperti itu jumlah penduduknya.

Sekarang yang saya mau tanya ini adalah terkait dengan Petitum.
Di Bintuni itu ada berapa TPS?
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KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 101/PHPU.BUP-
XXIII/2025: RAHMAT TAUFIT [21:47]

Bintuni ada (...)

HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [21:53]
Hafal, enggak?

KETUA: ARIEF HIDAYAT [21:55]
Kecamatannya dulu saja kalau anu.

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 101/PHPU.BUP-
XXIII/2025: RAHMAT TAUFIT [21:56]

Lupa, Yang Mulia.
HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [21:57]
Distriknya berapa, distriknya?

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 101/PHPU.BUP-
XXIII/2025: RAHMAT TAUFIT [21:57]

24 (...)
KETUA: ARIEF HIDAYAT [21:58]
Distrik.

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 101/PHPU.BUP-
XXIII/2025: RAHMAT TAUFIT [21:58]

Distrik, Yang Mulia.
HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [21:59]
24 Distrik.

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 101/PHPU.BUP-
XXIII/2025: RAHMAT TAUFIT [22:00]

Ya.
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HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [22:00]
Tapi tidak hafal, berapa TPS seluruhnya?

KETUA: ARIEF HIDAYAT [22:02]
Distrik.

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 101/PHPU.BUP-
XXIII/2025: RAHMAT TAUFIT [22:02]

Lupa, Yang Mulia.
HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [22:03]
Lupa, TPS, lupa. Yang Anda minta dalam Petitum ini ada 76 TPS.

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 101/PHPU.BUP-
XXIII/2025: RAHMAT TAUFIT [22:09]

Ya, Yang Mulia.
HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [22:10]
Yang Anda minta ini, ya?

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 101/PHPU.BUP-
XXIII/2025: RAHMAT TAUFIT [22:11]

Ya.
HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [22:11]

76 TPS ini kalau dilihat dari dalilnya, sebenarnya TPS-nya
berkaitan dengan (...)

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 101/PHPU.BUP-
XXIII/2025: RAHMAT TAUFIT [22:16]

Betul, Yang Mulia.
HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [22:16]

Persoalan, ya. Maksud saya di sini adalah terkait dengan tidak
dibagikannya C-6?
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KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 101/PHPU.BUP-
XXIII/2025: RAHMAT TAUFIT [22:22]

C-6, betul, Yang Mulia.
HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [22:23]
Itu kan yang Anda masukkan, kemudian menjadi Petitum di sini?

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 101/PHPU.BUP-
XXIII/2025: RAHMAT TAUFIT [22:25]

Betul, Yang Mulia.
HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [22:26]

Padahal Saudara mendalilkan terkait dengan mencoblos 2 Kkali.
Apakah yang mencoblos 2 kali itu, bagiannya ada di TPS ini juga?

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 101/PHPU.BUP-
XXIII/2025: RAHMAT TAUFIT [22:34]

Sebagian ada, Yang Mulia.
HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [22:36]
Ada di TPS ini juga?

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 101/PHPU.BUP-
XXIII/2025: RAHMAT TAUFIT [22:37]

Ada juga sebagian yang di TPS, ya.
HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [22:40]
Sebagian yang lain tidak ada di TPS ini?

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 101/PHPU.BUP-
XXIII/2025: RAHMAT TAUFIT [22:42]

Ya, Yang Mulia.
HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [22:42]

Karena ini kan, ada di Bintuni Timur (...)
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KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 101/PHPU.BUP-
XXIII/2025: RAHMAT TAUFIT [22:44]

Ya.
HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [22:44]
Kemudian ada di beberapa tempat.

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 101/PHPU.BUP-
XXIII/2025: RAHMAT TAUFIT [22:46]

Ya.
HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [22:47]

Jadi, yang mananya yang Bintuni Timur, TPS-nya yang mana, yang
kemudian ... ini ada enggak, bukti yang merinci soal itu?

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 101/PHPU.BUP-
XXIII/2025: RAHMAT TAUFIT [22:56]

Bukti tambahan ada sebagian juga yang kami serahkan, Yang
Mulia. Baru tadi pagi terkait TPS-TPS yang belum kita ini ... serahkan di
MK.

HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [23:08]

Ya, yang Saudara sebut tadi ada 18 TPS, gitu, ya (...)

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 101/PHPU.BUP-
XXIII/2025: RAHMAT TAUFIT [23:10]

Ya, Yang Mulia.
HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [23:10]
Yang mencoblos 2 kali. Tapi itu (...)

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 101/PHPU.BUP-
XXIII/2025: RAHMAT TAUFIT [23:12]

Ya.
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HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [23:12]

18 itu, termasuk yang Anda masukkan 76 TPS itu, ada di bukti
itu?

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 101/PHPU.BUP-
XXIII/2025: RAHMAT TAUFIT [23:17]

Ada, Yang Mulia.
HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [23:18]
Buktinya P berapa?

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 101/PHPU.BUP-
XXIII/2025: RAHMAT TAUFIT [23:21]

Itu tadi Buktinya P-34 sampai 46, Yang Mulia, bukti baru
tambahan.

HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [23:28]
34 sampai 46 itu?

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 101/PHPU.BUP-
XXIII/2025: RAHMAT TAUFIT [23:29]

Ya.
HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [23:30]
18 TPS yang men ... menurut Anda ada di 76 TPS ini, ya?

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 101/PHPU.BUP-
XXIII/2025: RAHMAT TAUFIT [23:33]

Ada, Yang Mulia.
HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [23:35]

Oke. Baik, terima kasih.
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KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 101/PHPU.BUP-
XXIII/2025: RAHMAT TAUFIT [23:36]

Terima kasih, Yang Mulia.
KETUA: ARIEF HIDAYAT [23:37]
Baik, terima kasih.
Yang Mulia, Prof. Anwar, cukup? Baik.

Saudara mengajukan P-1 sampai dengan P-5, buktinya?

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 101/PHPU.BUP-
XXIII/2025: RAHMAT TAUFIT [23:46]

Untuk Permohonan awal, ya, Yang Mulia.
KETUA: ARIEF HIDAYAT [23:48]
Kapan mau nyam ... anu ... tambahan bukti tambahannya?

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 101/PHPU.BUP-
XXIII/2025: RAHMAT TAUFIT [23:51]

Bukti tambahan.
KETUA: ARIEF HIDAYAT [23:52]
Besok, ya? Paling lambat (...)

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 101/PHPU.BUP-
XXIII/2025: RAHMAT TAUFIT [23:53]

Tadi pagi sudah, Yang Mulia.
KETUA: ARIEF HIDAYAT [23:55]
Di mana?

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 101/PHPU.BUP-
XXIII/2025: RAHMAT TAUFIT [23:56]

Di (...)
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KETUA: ARIEF HIDAYAT [23:56]
Di bawah atau di sini?

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 101/PHPU.BUP-
XXIII/2025: RAHMAT TAUFIT [23:57]

Sudah kita serahkan di sini, Yang Mulia. Itu Bukti P-34 sampai P-
46, Yang Mulia.

KETUA: ARIEF HIDAYAT [24:07]
34 sampai berapa? 34 sampai ... 45?

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 101/PHPU.BUP-
XXIII/2025: RAHMAT TAUFIT [24:12]

Ya, Yang Mulia.
KETUA: ARIEF HIDAYAT [24:13]

Oke. Berarti kalau itu kan dari seluruh Bukti P-1 sampai dengan P-
45, kan?

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 101/PHPU.BUP-
XXIII/2025: RAHMAT TAUFIT [24:20]

Ya, Yang Mulia.
KETUA: ARIEF HIDAYAT [24:20]
Oke. Tapi P-4-nya flash disk belum dileges itu?

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 101/PHPU.BUP-
XXIII/2025: RAHMAT TAUFIT [24:25]

Oh, ya, baik (...)
KETUA: ARIEF HIDAYAT [24:26]

P-34, ya.
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KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 101/PHPU.BUP-
XXIII/2025: RAHMAT TAUFIT [24:26]

Baik, Yang Mulia. Nanti kita leges (...)
KETUA: ARIEF HIDAYAT [24:28]
Ya, dileges (...)

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 101/PHPU.BUP-
XXIII/2025: RAHMAT TAUFIT [24:28]

Baik, Yang Mulia.
KETUA: ARIEF HIDAYAT [24:28]
Ya.

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 101/PHPU.BUP-
XXIII/2025: RAHMAT TAUFIT [24:29]

Baik.
KETUA: ARIEF HIDAYAT [24:29]
Baik, jadi dilengkapi.

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 101/PHPU.BUP-
XXIII/2025: RAHMAT TAUFIT [24:31]

Ya.
KETUA: ARIEF HIDAYAT [24:32]

Yang sudah bisa disahkan P-1 sampai dengan P-45, kecuali P-34
nanti dilengkapi flash disk ... dilengkapi legesnya, ya.

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 101/PHPU.BUP-
XXIII/2025: RAHMAT TAUFIT [24:42]

Baik, Yang Mulia.
KETUA: ARIEF HIDAYAT [24:42]

Baik.
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KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 101/PHPU.BUP-
XXIII/2025: RAHMAT TAUFIT [24:42]

Terima kasih, Yang Mulia.
KETUA: ARIEF HIDAYAT [24:44]

Ya. Disahkan.

KETUK PALU 1X

Ada lagi yang akan disampaikan?

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 101/PHPU.BUP-
XXIII/2025: RAHMAT TAUFIT [24:49]

Sementara cukup, Yang Mulia.
KETUA: ARIEF HIDAYAT [24:51]

Cukup.
Berikutnya sekarang Perkara 197, Pemohon hadir?

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 197/PHPU.BUP-
XXIII/2025: WALIDI [25:00]

Hadir, Yang Mulia.
KETUA: ARIEF HIDAYAT [25:02]
Ini katanya ditarik, gimana?

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 197/PHPU.BUP-
XXIII/2025: WALIDI [25:04]

Ya.
KETUA: ARIEF HIDAYAT [25:05]

Ya.
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KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 197/PHPU.BUP-
XXIII/2025: WALIDI [25:05]

Betul, Yang Mulia.
KETUA: ARIEF HIDAYAT [25:05]
Konfirmasi, gimana?

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 197/PHPU.BUP-
XXIII/2025: WALIDI [25:07]

Ya, in ... intinya.
KETUA: ARIEF HIDAYAT [25:09]
Ya.

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 197/PHPU.BUP-
XXIII/2025: WALIDI [25:10]

Kami sebagai kuasa dari Pemohon untuk Perkara Nomor 197.
KETUA: ARIEF HIDAYAT [25:15]
He eh.

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 197/PHPU.BUP-
XXIII/2025: WALIDI [25:15]

Ini ingin menarik Permohonan kami, Yang Mulia.
KETUA: ARIEF HIDAYAT [25:20]
Ya.

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 197/PHPU.BUP-
XXIII/2025: WALIDI [25:21]

Dan mencabut Persilisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan
Wali Kota Tahun 2024 Nomor 197 dimaksud, Yang Mulia.

KETUA: ARIEF HIDAYAT [25:29]

Oke. Surat Pencabutannya sudah dikirim, ya?
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KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 197/PHPU.BUP-
XXIII/2025: WALIDI [25:32]

Sudah, Yang Mulia.
KETUA: ARIEF HIDAYAT [25:33]
Baik.

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 197/PHPU.BUP-
XXIII/2025: WALIDI [25:34]

Dan mohon izin, Yang Mulia.
KETUA: ARIEF HIDAYAT [25:37]
Ya, silakan.

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 197/PHPU.BUP-
XXIII/2025: WALIDI [25:37]

Untuk kami bisa bacakan (...)
KETUA: ARIEF HIDAYAT [25:40]
Silakan.

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 197/PHPU.BUP-
XXIII/2025: WALIDI [25:40]

Terkait dengan Permohonan Penarikan dimaksud.
KETUA: ARIEF HIDAYAT [25:41]
Silakan dibacakan.

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 197/PHPU.BUP-
XXIII/2025: WALIDI [25:43]

Ya. Terima kasih, Yang Mulia.

Kepada yang terhormat, Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi.

Perihal Permohonan Penarikan dan Perselisihan Hasil Pemilihan
Gubernur, Bupati, dan Wali Kota Tahun 2024 Nomor 197/PHPU.BUP-
XXIII/2025.

Dengan hormat, yang bertanda tangan dibawah ini.
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Dr. Periati Ginting, S.H., M.H., MKn.
Sergius Wabiser, S.H.,

Walidi, S.H.,

Tondi Situmeang, S.H.,

. Rintis Harta Wijaya, SH.

Kesemuanya war ... Warga Negara Indonesia, Para Advokat pada
GSA Law Office, beralamat di kantor Cisadane dan seterusnya.

Dalam hal ini bertindak baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama
berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 8 Desember 2024, bertindak
untuk dan atas nama pemberi kuasa yaitu Saudara Yan Ukago, S.T.,
M.T., selaku Calon Bupati Kabupaten Deiyai Tahun 2024 dan Saudara Ste
... Stefanus Mote, calon Wakil Bupati Kabupaten Deiyai Tahun 2024. Di
mana mereka adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam
Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Deiyai Tahun 2024 Nomor
urut 3.

Pemohon dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur
Bupati dan Wali Kota Tahun 2023 ... 2024 yang telah dicatat dalam Buku
Register Perkara Konstitusi Republik ... eh, Elektronik dengan Registrasi
Perkara Nomor 197/PHPU.BUP-XXIII/2025, pada hari Jumat tanggal 3
Januari 2025, pukul 14.00 WIB.

Oleh karena pertimbangan-pertimbangan internal yang tidak
dapat kami kemukakan di forum ini, dengan ini menyatakan menarik
kembali atau mencabut Permohonan yang telah kami ajukan dengan
nomor register tersebut di atas. Dan mohon kiranya kepada Ketua
Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia melalui Ketua dan Anggota
Majelis Hakim pada persidangan Panel 3 yang terhormat ini, agar
mencabut Nomor Permohonan dengan Register Perkara Nomor
197/PHPU.BUP-XXIII/2025 tersebut dari Buku Register Perselisihan Hasil
Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota Tahun 2004 dan menyatakan
perkara a quo dicabut (pernyataan pencabutan dari Prinsipal Pasangan
Calon, Yan Ukago, S.T., M.T., dan Stefanus Mote, terlampir).

Demikian, Permohonan Penarikan Pencabutan Perkara ini kami
sampaikan dengan sebenarnya. Atas perhatian Yang Mulia, kami
haturkan terima kasih.

Hormat kami, Kuasa Hukum Pemohon, Dr. Periati Br. Ginting,
S.H., M.H., M.Kn., Walidi, S.H., dan Tondi Situmeang, S.H.

Terima kasih, Yang Mulia.

ahn=

KETUA : ARIEF HIDAYAT [28:51]

Baik. Terus begini, saya pengin minta klarifikasi ini. Begini, ini ada
Permohonan yang sama untuk Kabupaten Deiyai untuk Nomor 181,
Pemohonnya adalah Pasangan Calon yang sama, Yan Uko ... Ukago dan
Stefanus Mote. Untuk Perkara 197, juga atas nama yang sama?
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KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 197/PHPU.BUP-
XXIII/2025: WALIDI [29:18]

Betul, Yang Mulia.
KETUA : ARIEF HIDAYAT [29:18]
Terus, Kuasa Hukumnya sudah beda ini?

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 197/PHPU.BUP-
XXIII/2025: WALIDI [29:21]

Sudah ... sudah beda.
KETUA : ARIEF HIDAYAT [29:21]

Kalau yang 197, diajukan Kuasa Hukum yang membacakan tadi.
Pak, siapa itu namanya?

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 197/PHPU.BUP-
XXIII/2025: WALIDI [29:29]

Saya Walidi, Yang Mulia.
KETUA : ARIEF HIDAYAT [29:30]

Pak Walidi. Sekarang yang satunya masih tetap hidup, enggak
dicabut?

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 197/PHPU.BUP-
XXIII/2025: WALIDI [29:37]

Ya. Kebetulan ada di sebelah kami, Yang Mulia.
KETUA : ARIEF HIDAYAT [29:38]
Itu Law Firm-nya Pak Fat ... Fati Lazira Law Firm?

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 181/PHPU.BUP-
XXIII/2025: FATIATULO LAZIRA [29:42]

Ya. Selamat pagi, Yang Mulia, izin.
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KETUA : ARIEF HIDAYAT [29:43]
Ya.

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 181/PHPU.BUP-
XXIII/2025: FATIATULO LAZIRA [29:44]

Masih tetap hidup, Yang Mulia.
KETUA : ARIEF HIDAYAT [29:45]
Masih tetap hidup?

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 181/PHPU.BUP-
XXIII/2025: FATIATULO LAZIRA [29:47]

Kebetulan Prinsipalnya juga ada di sini, Yang Mulia.
KETUA : ARIEF HIDAYAT [29:48]

Oke. Jadi, yang dicabut Perkara 197, yang 181 masih tetap, ya?
Oke. Kuasa Hukum yang GSA Law Office ... anunya ... apa namanya...
kilometernya sudah berhenti kalau gitu, kalau yang 181 masih jalan itu.
Itu 181 nanti dibagi itu harusnya itu. Ya, dicabut, ya?

Baik, surat pencabutan sudah diterima.

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 197/PHPU.BUP-
XXIII/2025: WALIDI [30:19]

Baik.
KETUA : ARIEF HIDAYAT [30:19]

Nanti kita laporkan kalau perkara ini dicabut.
Sekarang Perkara 181.

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 197/PHPU.BUP-
XXIII/2025: WALIDI [30:26]

Terim ... mohon izin, Yang Mulia.
KETUA : ARIEF HIDAYAT [30:27]

Ya.
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KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 197/PHPU.BUP-
XXIII/2025: WALIDI [30:27]

Terima kasih. Dan mohon kiranya dengan tanpa mengurangi rasa
hormat, kami mohon untuk izin bisa meninggalkan tempat.

KETUA : ARIEF HIDAYAT [30:37]
Oh, silakan, silakan.

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 197/PHPU.BUP-
XXIII/2025: WALIDI [30:28]

Terima kasih, Yang Mulia.
KETUA : ARIEF HIDAYAT [30:39]

Argometernya sudah enggak jalan soalnya, ya. Tapi yang 181
harus berbagi itu nanti, dapat fee pencabutan itu.
Ya, sekarang Perkara 181. Silakan, sampaikan.

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 181/PHPU.BUP-
XXIII/2025: FATIATULO LAZIRA [31:18]

Ya, baik. Terima kasih, Yang Mulia.
Assalamualaikum wr. wb. Salam sejahtera untuk kita semua.

KETUA : ARIEF HIDAYAT [31:24]
Wassalamualaikum.

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 181/PHPU.BUP-
XXIII/2025: FATIATULO LAZIRA [31:25]

Perkenalkan, Yang Mulia, pada persidangan hari ini, hadir saya
Kuasa Hukum dan Pemohon Prinsipal, yaitu Calon Bupati Kabupaten
Deiyai Tahun 2024. Izinkan kami menyampaikan pokok-pokok
Permohonan, Yang Mulia.

KETUA : ARIEF HIDAYAT [31:39]

Ya.
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KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 181/PHPU.BUP-
XXIII/2025: FATIATULO LAZIRA [31:40]

Pemohon adalah Yan Ukago, S.T., M.T., dan Stefanus Mote
(Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati) dalam Pemilihan Bupati dan
Wakil Bupati Kabupaten Deiyai Provinsi Papua Tengah Tahun 2024,
Nomor Urut 3.

Objek Permohonan adalah Keputusan KPU Nomor 39 Tahun 2024
tentang penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten
Deiyai Tahun 2024 tanggal 5 Desember 2024 yang ditetapkan pada pukul
18.45 WIT ... WIT.

KETUA: ARIEF HIDAYAT [32:13]
Ya. Terus Permohonannya diajukan daring, ya?

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 181/PHPU.BUP-
XXIII/2025: FATIATULO LAZIRA [32:18]

Ya.
KETUA: ARIEF HIDAYAT [32:18]
Pada pukul ... pada tanggal 9?

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 181/PHPU.BUP-
XXIII/2025: FATIATULO LAZIRA [32:21]

Betul, Yang Mulia. Permohonan kami ajukan pada tanggal 9
Desember.

KETUA: ARIEF HIDAYAT [32:25]
Pukul 20.44 WIB?

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 181/PHPU.BUP-
XXIII/2025: FATIATULO LAZIRA [32:28]

Ya.
KETUA: ARIEF HIDAYAT [32:29]

Ya. Terus Perbaikannya?
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KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 181/PHPU.BUP-
XXIII/2025: FATIATULO LAZIRA [32:30]

Perbaikan kami ajukan pada tanggal 11 Desember, Yang Mulia.
KETUA: ARIEF HIDAYAT [32:33]
11 Desember. Pada pukul 21.29 WIB?

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 181/PHPU.BUP-
XXIII/2025: FATIATULO LAZIRA [32:36]

Ya.
KETUA: ARIEF HIDAYAT [32:37]
Jadi kesimpulannya memenuhi tenggang waktu, ya?

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 181/PHPU.BUP-
XXIII/2025: FATIATULO LAZIRA [32:39]

Ya, Yang Mulia.
KETUA: ARIEF HIDAYAT [32:40]

Baik. Kewenangan ada, kemudian tenggang waktunya ada.
Sekarang Legal Standing-nya.

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 181/PHPU.BUP-
XXIII/2025: FATIATULO LAZIRA [32:46]

Ya. Kedudukan Hukum Pemohon, karena Pemohon adalah
Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Deiyai Tahun 2024,
maka kami berkesimpulan Pemohon memiliki kedudukan hukum, Yang
Mulia.

KETUA: ARIEF HIDAYAT [32:56]

Pemohon ... tapi tenggang waktunya, gimana? Bukan tenggang
waktunya, ambang batasnya 158 memenuhi enggak?
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KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 181/PHPU.BUP-
XXIII/2025: FATIATULO LAZIRA [33:04]

Ya. Terkait dengan ambang batas, Yang Mulia, memang tidak
memenuhi ambang batas 2%.

KETUA: ARIEF HIDAYAT [33:09]
Ya.

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 181/PHPU.BUP-
XXIII/2025: FATIATULO LAZIRA [33:10]

Tetapi kami menemukan pelanggaran-pelanggaran yang secara
signifikan mempengaruhi perolehan hasil suara Pemohon, Yang Mulia.

KETUA: ARIEF HIDAYAT [33:16]
Ya.

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 181/PHPU.BUP-
XXIII/2025: FATIATULO LAZIRA [33:18]

Pelanggaran-pelanggaran tersebut. Antara lain, Yang Mulia (...)
KETUA: ARIEF HIDAYAT [33:22]
Ya.

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 181/PHPU.BUP-
XXIII/2025: FATIATULO LAZIRA [33:22]

Kami sampaikan (...)
KETUA: ARIEF HIDAYAT [33:22]
Silakan!

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 181/PHPU.BUP-
XXIII/2025: FATIATULO LAZIRA [33:22]

Satu. Kabupaten Deiyai ini, Yang Mulia, kami sampaikan
melaksanakan pemilihan dengan sistem noken.
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KETUA: ARIEF HIDAYAT [33:28]
Noken, ya.

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 181/PHPU.BUP-
XXIII/2025: FATIATULO LAZIRA [33:29]

Di seluruh distrik.
KETUA: ARIEF HIDAYAT [33:31]
Ya.

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 181/PHPU.BUP-
XXIII/2025: FATIATULO LAZIRA [33:31]

Ada 5 distrik.
KETUA: ARIEF HIDAYAT [33:33]
Di seluruh kabupaten berarti?

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 181/PHPU.BUP-
XXIII/2025: FATIATULO LAZIRA [33:34]

Ya, Yang Mulia.
KETUA: ARIEF HIDAYAT [33:35]
Ada 5 distrik?

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 181/PHPU.BUP-
XXIII/2025: FATIATULO LAZIRA [33:36]

Ada 5 distrik, Yang Mulia.
KETUA: ARIEF HIDAYAT [33:37]
Oke.

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 181/PHPU.BUP-
XXIII/2025: FATIATULO LAZIRA [33:38]

Dengan jumlah kampung sebanyak 67 kampung.
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KETUA: ARIEF HIDAYAT [33:41]
67 kampung. Berarti ada 67 TPS, ya, kalau gitu?

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 181/PHPU.BUP-
XXIII/2025: FATIATULO LAZIRA [33:46]

Kalau TPS, ada 164 TPS, Yang Mulia.
KETUA: ARIEF HIDAYAT [33:48]
Oh, 164, ya.

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 181/PHPU.BUP-
XXIII/2025: FATIATULO LAZIRA [33:50]

Ya.
KETUA: ARIEF HIDAYAT [33:51]
Terus?

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 181/PHPU.BUP-
XXIII/2025: FATIATULO LAZIRA [33:52]

Ya. Pelanggaran-pelanggaran yang secara signifikan

mempengaruhi perolehan suara Pemohon itu, Yang Mulia:

1. Termohon mengabaikan Pemilihan Calon Bupati dan Wakil
Bupati Deiyai Tahun 2024 dengan sistem noken, noken yang
sebagai kearifan lokal yang telah diakui eksistensinya dalam
sistem hukum Indonesia.

2. Kami juga menemukan fakta di lapangan melalui operator
atau petugas Termohon, itu melakukan pengurangan suara
Pemohon. Kemudian,

3. Termohon melakukan pergeseran Suara Calon Bupati dan
Wakil Bupati Deiyai Tahun 2024 Nomor Urut 5.

Dan hari ini, kami sudah mengajukan juga bukti tambahan, Yang

Mulia. Ternyata bukan hanya Nomor Urut 5 yang dilakukan pergeseran
suara, tetapi juga Nomor Urut 3 dalam hal ini adalah Pemohon ke Nomor
Urut 4 sebagai peraih suara terbanyak, Yang Mulia.

KETUA: ARIEF HIDAYAT [34:42]

Oke.
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KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 181/PHPU.BUP-
XXIII/2025: FATIATULO LAZIRA [33:44]

Bahwa akibat pelanggaran-pelanggaran dan kecurangan-
kecurangan sedemikian rupa yang dilakukan oleh Termohon. Maka calon
bupati dan wakil bupati dalam hal ini Pemohon dan Nomor Urut 4 tidak
menadatangani berita acara sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan
perolehan suara di tingkat kabupaten.

KETUA: ARIEF HIDAYAT [33:59]
Ini pergeseran suara pemilih ini, dilaporkan ke Bawaslu?

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 181/PHPU.BUP-
XXIII/2025: FATIATULO LAZIRA [34:04]

Tidak, Yang Mulia. Karena beberapa kali Tim Paslon 03 ini atau
Pemohon mendatangi kantor Bawaslu ketika pada saat mendatangi itu,
kantornya tertutup terus, Yang Mulia.

KETUA: ARIEF HIDAYAT [34:14]

Enggak. Pada waktu di distrik, Panwas-nya melaporkan, enggak?

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 181/PHPU.BUP-
XXIII/2025: FATIATULO LAZIRA [34:19]

Tidak, Yang Mulia.
KETUA: ARIEF HIDAYAT [34:20]
Tidak juga?

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 181/PHPU.BUP-
XXIII/2025: FATIATULO LAZIRA [34:21]

Ya.
KETUA: ARIEF HIDAYAT [34:21]

Tidak melaporkan. Panwas di bawah, tidak melaporkan. Kemudian
pada waktu ... anu ... tanda tangan, enggak?
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KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 181/PHPU.BUP-
XXIII/2025: FATIATULO LAZIRA [34:28]

Ya. Izin menyampaikan, Yang Mulia.
KETUA: ARIEF HIDAYAT [34:30]
Ya.

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 181/PHPU.BUP-
XXIII/2025: FATIATULO LAZIRA [34:30]

Kami juga menemukan informasi berdasarkan keterangan saksi-
saksi. Ternyata banyak TPS yang tidak mendapatkan distribusi logistic,
Yang Mulia.

KETUA: ARIEF HIDAYAT [34:37]

Oke. Tapi tanda tangan waktu, itu?

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 181/PHPU.BUP-
XXIII/2025: FATIATULO LAZIRA [34:40]

Tidak, Yang Mulia.
KETUA: ARIEF HIDAYAT [34:41]

Tidak. Rekapitulasi di tingkat distrik, dilakukan tanda tangan juga,
enggak?

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 181/PHPU.BUP-
XXIII/2025: FATIATULO LAZIRA [34:46]

Tidak, Yang Mulia.
KETUA: ARIEF HIDAYAT [34:47]

Oh, tidak. Pada waktu di tingkat kabupaten, rekap kabupaten
tanda tangan?

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 181/PHPU.BUP-
XXIII/2025: FATIATULO LAZIRA [34:52]

Tidak, Yang Mulia.
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KETUA: ARIEF HIDAYAT [34:52]

Tidak tanda tangan. Baik. Terus, pada waktu tidak
menandatangani, ada ... apa namanya Berita Acara ada laporan khusus?

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 181/PHPU.BUP-
XXIII/2025: FATIATULO LAZIRA [36:04]

Tidak ada, Yang Mulia.
KETUA: ARIEF HIDAYAT [36:05]

Oh, tidak. Jadi tidak tanda tangan, pokoknya enggak ... tidak
tanda tangan?

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 181/PHPU.BUP-
XXIII/2025: FATIATULO LAZIRA [36:08]

Ya, tapi di dalam forum (...)
KETUA: ARIEF HIDAYAT [36:08]
Keberatannya ... keberatannya apa, enggak disampaikan?

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 181/PHPU.BUP-
XXIII/2025: FATIATULO LAZIRA [36:12]

Di dalam forum disampaikan, Yang Mulia.
KETUA: ARIEF HIDAYAT [36:14]
Oh, terus tercatat di dalam Berita Acara?

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 181/PHPU.BUP-
XXIII/2025: FATIATULO LAZIRA [36:16]

Nanti kami susulkan, Yang Mulia, sebagai bukti tambahan.
KETUA: ARIEF HIDAYAT [36:19]

Ya, susulkan paling lambat besok, ya.
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KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 181/PHPU.BUP-
XXIII/2025: FATIATULO LAZIRA [36:22]

Ya.
KETUA: ARIEF HIDAYAT [36:23]
Ya, terus apa lagi? Ini kan hanya itu kan, dalil utamanya?

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 181/PHPU.BUP-
XXIII/2025: FATIATULO LAZIRA [36:29]

Ya, Yang Mulia. Izin menyampaikan Pokok Permohonan, Yang
Mulia.

KETUA: ARIEF HIDAYAT [36:35]
Nah, ini sudah termasuk Pokok Permohonan, kan?

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 181/PHPU.BUP-
XXIII/2025: FATIATULO LAZIRA [36:37]

Ini terkait perolehan suara Pemohon, Yang Mulia. Misalnya (...)
KETUA: ARIEF HIDAYAT [36:40]
Lho, lha, ya.

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 181/PHPU.BUP-
XXIII/2025: FATIATULO LAZIRA [36:41]

Dari 5 distrik.
KETUA: ARIEF HIDAYAT [36:42]
Tadi kan itu sudah Pokok Permohonan, kan?

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 181/PHPU.BUP-
XXIII/2025: FATIATULO LAZIRA [36:45]

Baik, Yang Mulia.
KETUA: ARIEF HIDAYAT [36:46]

Pokok Permohonannya apa lagi, coba?
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KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 181/PHPU.BUP-
XXIII/2025: FATIATULO LAZIRA [36:48]

Ya, untuk masing-masing distrik kami mau menjelaskan soal
berapa perolehan suara Pemohon, Yang Mulia.

KETUA: ARIEF HIDAYAT [36:53]

Oke, silakan. Jadi, yang khusus-khusus distrik itu sudah saya
tanyakan tadi, ya. Coba, disampaikan apa yang mau disampaikan.

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 181/PHPU.BUP-
XXIII/2025: FATIATULO LAZIRA [37:03]

Baik, terima kasih, Yang Mulia. Pemohon ini mem ... mendapatkan
dukungan dari masyarakat yang kemudian dituangkan dalam bentuk
surat pernyataan dukungan yang ditandatangani oleh Kepala Kampung,
Yang Mulia.

KETUA: ARIEF HIDAYAT [37:14]
Ada surat pernyataan itu? Dijadikan bukti enggak?

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 181/PHPU.BUP-
XXIII/2025: FATIATULO LAZIRA [37:16]

Ada, Yang Mulia. Sudah kami jadikan bukti, Yang Mulia.
KETUA: ARIEF HIDAYAT [37:18]
Oke, terus?

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 181/PHPU.BUP-
XXIII/2025: FATIATULO LAZIRA [37:20]

Dari 5 distrik, Yang Mulia, ada 4 distrik atau kecamatan yang
sudah menyerahkan surat itu. Di Distrik Tigi Barat, itu ada 6 kampung
menyerahkan 7.645 suara.

KETUA: ARIEF HIDAYAT [37:30]

Surat-surat dukungan itu kemudian dicatat di dalam ... apa,
formulir perolehan suara di tingkat TPS enggak?
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KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 181/PHPU.BUP-
XXIII/2025: FATIATULO LAZIRA [37:39]

Tidak, Yang Mulia. Itu yang kami bilang, Termohon mengabaikan
kesepakatan dalam sistem noken itu, Yang Mulia.

KETUA: ARIEF HIDAYAT [37:45]
Oke. Jadi tidak dicatat?

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 181/PHPU.BUP-
XXIII/2025: FATIATULO LAZIRA [37:48]

Tidak dicatat, Yang Mulia.
KETUA: ARIEF HIDAYAT [37:49]
Tapi surat-surat dukungan itu ada?

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 181/PHPU.BUP-
XXIII/2025: FATIATULO LAZIRA [37:53]

Ada, Yang Mulia.
KETUA: ARIEF HIDAYAT [37:54]
Dijadikan bukti?

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 181/PHPU.BUP-
XXIII/2025: FATIATULO LAZIRA [37:55]

Dijadikan bukti, Yang Mulia.
KETUA: ARIEF HIDAYAT [37:55]
Oke. Terus apa lagi?

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 181/PHPU.BUP-
XXIII/2025: FATIATULO LAZIRA [37:59]

Itu di Distrik Tigi Barat, di Distrik Tigi Timur, Yang Mulia. itu
seharusnya Pemohon memperoleh suara berdasarkan sistem noken
6.423 suara.
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KETUA: ARIEF HIDAYAT [38:11]
Jadi hal-hal yang semacam itu terjadi di distrik mana saja?

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 181/PHPU.BUP-
XXIII/2025: FATIATULO LAZIRA [38:15]

Di semua distrik, Yang Mulia.
KETUA: ARIEF HIDAYAT [38:16]
Di semua distrik, ada buktinya?

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 181/PHPU.BUP-
XXIII/2025: FATIATULO LAZIRA [38:18]

Ada, Yang Mulia.
KETUA: ARIEF HIDAYAT [38:19]
Oke. Nanti jumlahnya bisa dicek, ya.

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 181/PHPU.BUP-
XXIII/2025: FATIATULO LAZIRA [38:23]

Ya, Yang Mulia.
KETUA: ARIEF HIDAYAT [38:23]

Nanti, Termohon (KPU) anu ... ya, merespons ini, ya. Kemudian
Bawaslu juga merespons, Pihak Terkait juga bagaimana ini menurut

Pihak Terkait? Apa lagi?

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 181/PHPU.BUP-
XXIII/2025: FATIATULO LAZIRA [38:37]

Ya.
KETUA: ARIEF HIDAYAT [38:37]

Jadi ada beberap ... anu, beberapa hal yang terjadi di banyak
distrik, hampir semua distrik?
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KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 181/PHPU.BUP-
XXIII/2025: FATIATULO LAZIRA [38:43]

Hampir semua distrik.
KETUA: ARIEF HIDAYAT [38:44]

Hampir semua distrik, ada dukungan yang mestinya kepada
Pemohon, tapi di dalam Berita Acara perolehan suara tidak dicatat

perolehan suara untuk Pemohon, tapi untuk siapa? Untuk Pihak Terkait?

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 181/PHPU.BUP-
XXIII/2025: FATIATULO LAZIRA [38:59]

Itu yang kami tidak tahu, Yang Mulia, dicatat di mana.
KETUA: ARIEF HIDAYAT [39:01]

Oke, baik. Terus dirugikan berapa suara kalau begitu, Pemohon
(Pasangan Calon Nomor Urut 3)?

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 181/PHPU.BUP-
XXIII/2025: FATIATULO LAZIRA [39:13]

Ya, kalau perhitungan Pemohon, Yang Mulia. Seharusnya
Pemohon ini mem ... memperoleh suara sebanyak 33.098 suara.

KETUA: ARIEF HIDAYAT [39:27]

Ini diambil dari seluruh, tadi? Akumulasi dari perolehan suara
dukungan-dukungan dari distrik-distrik?

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 181/PHPU.BUP-
XXIII/2025: FATIATULO LAZIRA [39:34]

Betul, Yang Mulia.
KETUA: ARIEF HIDAYAT [39:35]

Oke. Kalau begitu ini mengurangi perolehan suara dari pasangan
yang lain, ya?
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KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 181/PHPU.BUP-
XXIII/2025: FATIATULO LAZIRA [39:42]

Ya, Yang Mulia.
KETUA: ARIEF HIDAYAT [39:43]

Oke. Terutama yang mengurangi itu punya siapa? Ini kan
pemenangnya yang menjadi Pihak Terkait kan Pasangan Calon Nomor

Urut 4?

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 181/PHPU.BUP-
XXIII/2025: FATIATULO LAZIRA [39:52]

Ya.
KETUA: ARIEF HIDAYAT [39:52]
Ya, toh? Ya, Calon Nomor Urut 4, kan? Ya.
Jadi, kalau Anda menambahkan sampai 33.000 itu yang kemudian

dikurangi punya siapa?

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 181/PHPU.BUP-
XXIII/2025: FATIATULO LAZIRA [40:06]

Ya, Yang Mulia. Misalnya di Kapiraya ... di Distrik Kapiraya, Yang
Mulia.

KETUA: ARIEF HIDAYAT [40:10]
He eh.

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 181/PHPU.BUP-
XXIII/2025: FATIATULO LAZIRA [40:10]

Itu berdasarkan surat dukungan, Pemohon ini memperoleh suara
sebanyak 5.100, Yang Mulia.

KETUA: ARIEF HIDAYAT [40:15]

Ya. Terus?
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KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 181/PHPU.BUP-
XXIII/2025: FATIATULO LAZIRA [40:16]

Tetapi oleh Termohon, ditetapkan menjadi nol.
KETUA: ARIEF HIDAYAT [40:18]
Oke. Terus, yang lain?

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 181/PHPU.BUP-
XXIII/2025: FATIATULO LAZIRA [40:22]

Kemudian, di Distrik Tigi Barat itu ada 22 kampung, Yang Mulia.
KETUA: ARIEF HIDAYAT [40:27]
Ya.

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 181/PHPU.BUP-
XXIII/2025: FATIATULO LAZIRA [40:29]

6 kampung itu sudah membuat surat pernyataan menyerahkan
suara kepada Pemohon sebanyak 7.000 (...)

KETUA: ARIEF HIDAYAT [40:39]

Enggak, ini .. kita khawatirnya begini. Anda meminta itu,
ditambahkan, ternyata malah melebihi DPT. Kan bisa terjadi kalau gitu
malah?

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 181/PHPU.BUP-
XXIII/2025: FATIATULO LAZIRA [40:48]

Ya, Yang Mulia. Total suara sah tetap sejalan dengan Termohon,
Yang Mulia.

KETUA: ARIEF HIDAYAT [40:53]

Jadi, di sana ... DPT-nya berapa, sih? Beberapa kasus Pilkada yang
lalu, itu pernah ada. Ternyata setelah dijumlah, melebihi DPT-nya bisa
sampai 200%. Kalau gitu, kan makhluk halus ikut mencoblos, ikut
memberi dukungan itu. Berapa (...)
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KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 181/PHPU.BUP-
XXIII/2025: FATIATULO LAZIRA [41:21]

Ya. Izin, Yang Mulia, jumlah DPT-nya (...)
KETUA: ARIEF HIDAYAT [41:23]
DPT-nya berapa?

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 181/PHPU.BUP-
XXIII/2025: FATIATULO LAZIRA [41:24]

78.959 suara, Yang Mulia.
KETUA: ARIEF HIDAYAT [41:28]

Oke. Berarti kalau begitu, ada pengurangan perolehan suara di
pasangan calon yang lain, kan kalau gitu?

Nah, sekarang kalau begitu saya tanya. Calon yang pertama itu
memperoleh berapa menurut Saudara? Itu di situ sudah ditulis 9.444.
Calon kedua=1.071. Calon keempat=23.092. Calon yang kelima=12.254.
Tapi kemudian, ini yang calon ketiga, Pak Yan ini, Pemohon, menjadi 3 ...
33.098, begitu?

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 181/PHPU.BUP-
XXIII/2025: FATIATULO LAZIRA [42:11]

Ya, Yang Mulia.
KETUA: ARIEF HIDAYAT [42:12]
Semula yang ditentukan Termohon, berapa? Anda tulis di sini?

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 181/PHPU.BUP-
XXIII/2025: FATIATULO LAZIRA [41:17]

Ada, Yang Mulia.
KETUA: ARIEF HIDAYAT [42:18]

Berapa yang semula ditentukan Termohon?
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KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 181/PHPU.BUP-
XXIII/2025: FATIATULO LAZIRA [42:20]

Yang semula ditentukan Termohon, untuk Pemohon itu 16.206
suara, Yang Mulia.

KETUA: ARIEF HIDAYAT [42:25]
Hanya 16.8927?

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 181/PHPU.BUP-
XXIII/2025: FATIATULO LAZIRA [42:28]

206 suara, Yang Mulia.
KETUA: ARIEF HIDAYAT [42:30]

Oh, ya, 206, ya. Terus, pasangan calon urut nomor ... yang Pihak
Terkait, berapa?

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 181/PHPU.BUP-
XXIII/2025: FATIATULO LAZIRA [42:43]

28.057, Yang Mulia.
KETUA: ARIEF HIDAYAT [42:47]

Nah, ini. Ya, sudah kalau begitu, klir. Jadi, ada yang ditambahkan,
ada yang dikurangi, ya?

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 181/PHPU.BUP-
XXIII/2025: FATIATULO LAZIRA [42:53]

Ya, Yang Mulia.
KETUA: ARIEF HIDAYAT [42:54]

Jadi, antara vyang ditetapkan Termohon dengan menurut
Pemohon, memang berbeda?

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 181/PHPU.BUP-
XXIII/2025: FATIATULO LAZIRA [42:59]

Ya, Yang Mulia.
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KETUA: ARIEF HIDAYAT [43:]
Oke. Apa ... ada lagi?

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 181/PHPU.BUP-
XXIII/2025: FATIATULO LAZIRA [43:02]

Ya, terakhir, Yang Mulia. Kami sampaikan bahwa kami juga sudah
menyampaikan tadi melalui bukti tambahan ke Petugas.

KETUA: ARIEF HIDAYAT [43:08]
Ya.

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 181/PHPU.BUP-
XXIII/2025: FATIATULO LAZIRA [43:09]

Dari banyak dokumen, kami me-download C.Hasil di Sirekap, Yang
Mulia. Itu banyak yang di-tipp-ex dari suara-suara Paslon 03, dalam hal
ini Pemohon, dan 05 yang kemudian dipindahkan ke ... kami menduga ke
04, Yang Mulia. Ada markup suara.

KETUA: ARIEF HIDAYAT [43:34]

Oke. Terus, berarti sekarang sudah.
Petitum, Petitumnya silakan dibacakan.

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 181/PHPU.BUP-
XXIII/2025: FATIATULO LAZIRA [43:31]

Ya, Yang Mulia. Sebelum Petitum, izinkan satu kalimat saja, Yang
Mulia.

KETUA: ARIEF HIDAYAT [43:34]
Apa? Silakan.

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 181/PHPU.BUP-
XXIII/2025: FATIATULO LAZIRA [43:35]

Bahwa dalam konteks kearifan lokal Kabupaten Deiyai, pemilihan
dengan sistem noken diselenggarakan secara musyawarah untuk
mencapai mufakat. Dimana masyarakat bersama pemangku adat
berkumpul dan bermusyawarah untuk memutuskan kepada suara
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mereka diberikan dalam proses pemilihan yang diakhiri dengan tarian
Waita sebagai tarian khas setempat.
Selanjutnya ... kami, terakhir untuk Petitum, Yang Mulia (...)

KETUA: ARIEF HIDAYAT [44:02]
Ya, silakan.

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 181/PHPU.BUP-
XXIII/2025: FATIATULO LAZIRA [44:03]

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas,
Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan
putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten
Deiyai Nomor 39 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil
Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Deiyai Tahun
2024, tanggal 5 Desember 2024, yang diumumkan pada hari
Kamis, tanggal 5 Desember 2024, pukul 18.45 WIT.

3. Menetapkan hasil perolehan suara Pemilihan Bupati dan Wakil
Bupati Kabupaten Deiyai yang benar sebagai berikut.
Pasangan Calon Nomor Urut 1=9.044 suara ... 444 suara,
Nomor Urut 2=1.071 suara, Nomor urut 3 dalam hal ini
Pemohon=33.098 suara, Nomor Urut 4=23.092 suara, Nomor
Urut 5 =12.254 suara. Dengan total suara sah=78.959 suara.
Terakhir.

4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten
Deiyai untuk melaksanakan putusan ini.

Atau apabila, Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon

putusan yang seadil-adilnya (ex aquo et bono).

Hormat kami Kuasa Hukum Pemohon.

Terima kasih, Yang Mulia.

KETUA: ARIEF HIDAYAT [45:29]
Baik. Prof. Enny, ada? Cukup. Yang Mulia, cukup ya?
Baik, sudah cukup. Ada lagi yang mau disampaikan? Sebelum

saya sahkan buktinya. Sudah cukup, ya?

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 181/PHPU.BUP-
XXIII/2025: FATIATULO LAZIRA [45:41]

Cukup, Yang Mulia.
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KETUA: ARIEF HIDAYAT [45:42]
Baik. Saudara mengajukan P-1 sampai dengan P-467?

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 181/PHPU.BUP-
XXIII/2025: FATIATULO LAZIRA [45:49]

Betul, Yang Mulia.
KETUA: ARIEF HIDAYAT [45:50]
Ada ... hal yang perlu dicatat di dalam berita ... daftar alat

buktinya P-8 dan P-9, itu tulisannya nanti dicek kembali, ya. Tapi ini
sudah diverifikasi P-1 sampai dengan P-46 disahkan

KETUK PALU 1X

Jadi, nanti tolong dicek kembali untuk P-8 dan P-9 nya itu (...)

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 181/PHPU.BUP-
XXIII/2025: FATIATULO LAZIRA [46:13]

Baik, Yang Mulia.
KETUA: ARIEF HIDAYAT [46:14]

Antara bukti fisik sama daftar alat buktinya nanti, ya.
Baik, terima kasih.

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 181/PHPU.BUP-
XXIII/2025: FATIATULO LAZIRA [46:22]

Terima kasih, Yang Mulia Majelis.
KETUA: ARIEF HIDAYAT [46:25]

Sekarang, Perkara Nomor 225 Kabupaten Nabire. Baik, silakan.
Perkara ... geser-geser dulu, ya. Yang sudah geser ke belakang, silakan.
Ini pemerataan untuk masuk TV lebih jelas. Ya, silakan.

Pak Yan ini, ya? Ya, selamat datang di Mahkamah, Pak Yan, ya.

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 225/PHPU.BUP-
XXIII/2025: M. FANDI DENISATRIA [47:49]

Baik, Majelis Hakim. Terima kasih (...)
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KETUA: ARIEF HIDAYAT [47:49]
Ya, silakan.

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 225/PHPU.BUP-
XXIII/2025: M. FANDI DENISATRIA [47:51]

Dalam hal ini ... kami akan bacakan pokok-pokok Permohonan
Perkara 225. Dalam hal ini Pemohon adalah Yayasan Citta Loka Taru
dengan objek, yakni Keputusan KPU Nomor 580 Tahun 2024 tentang
Penetapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nabire Tahun 2024,
tanggal 7 Desember 2024.

KETUA: ARIEF HIDAYAT: [48:11]
Ya.

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 225/PHPU.BUP-
XXIII/2025: M. FANDI DENISATRIA [48:12]

Dengan demikian menurut kami, Majelis Hakim atau Mahkamah
Konstitusi berwenang untuk memeriksa dan mengadili Perkara a quo.

KETUA: ARIEF HIDAYAT [48:19]
Ya.

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 225/PHPU.BUP-
XXIII/2025: M. FANDI DENISATRIA [48:19]

Selanjutnya, terkait dengan tenggang waktu. Izin, Majelis, kami
memasukkan Permohonan pada tanggal 11 Desember 2024, sehingga
menurut kami Permohonan a quo, memenuhi jangka ... atau tidak
melewati jangka waktu yang sebagaimana diatur dalam PMK 3/2024.
KETUA: ARIEF HIDAYAT [48:41]

Perbaikannya kapan itu?

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 225/PHPU.BUP-
XXIII/2025: M. FANDI DENISATRIA [48:43]

Izin, Majelis. Untuk perbaikan di tanggal 12 Desember 2024.
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KETUA: ARIEF HIDAYAT [48:46]
Oke.

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 225/PHPU.BUP-
XXIII/2025: M. FANDI DENISATRIA [48:48]

Lanjut (...)
KETUA: ARIEF HIDAYAT [48:49]
Yang mengajukan Permohonan ini siapa?

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 225/PHPU.BUP-
XXIII/2025: M. FANDI DENISATRIA [48:52]

Yang mengajukan, yakni Yayasan Citta Loka Taru, Majelis. Bukan
bagian dari pasangan calon.

KETUA: ARIEF HIDAYAT [48:57]
Oke. Pemantau berarti, ya?

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 225/PHPU.BUP-
XXIII/2025: M. FANDI DENISATRIA [48:58]

Betul, Majelis.
KETUA: ARIEF HIDAYAT [48:59]
Pemantau ada syarat akreditasi?

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 225/PHPU.BUP-
XXIII/2025: M. FANDI DENISATRIA [49:03]

Betul (...)
KETUA: ARIEF HIDAYAT [49:03]

Sertifikat akreditasi ada pemantau ini?
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KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 225/PHPU.BUP-
XXIII/2025: M. FANDI DENISATRIA [49:07]

Untuk di tingkat provinsi kami memiliki, tapi di tingkat kabupaten,
tidak, Majelis.

KETUA: ARIEF HIDAYAT [49:11]

Ya, nanti KPU boleh, enggak? Itu, kalau akreditasinya di tingkat
provinsi, kemudian, dia menjadi pemantau di tingkat kabupaten? Silakan,
menurut ketentuan PKPU. Silakan, dipakai, mik. Ya, ini pemantau di
tingkat provinsi ada akreditasinya.

KUASA HUKUM TERMOHON: ABDUL HARIS [49:38]

Baik. Menurut PKPU dan PMK tidak boleh, Yang Mulia. Kalau (...)
KETUA: ARIEF HIDAYAT [49:41]

Kalau (...)

KUASA HUKUM TERMOHON: ABDUL HARIS [49:41]

Kalau dia terdaftar dan terakreditasi di provinsi, dia harus
memantau di tingkat (...)

KETUA: ARIEF HIDAYAT [49:48]
Tingkat provinsi (...)

KUASA HUKUM TERMOHON: ABDUL HARIS [49:48]
Provinsi.

KETUA: ARIEF HIDAYAT [49:48]
Untuk pemilihan gubernur.

KUASA HUKUM TERMOHON: ABDUL HARIS [49:50]

Pemilihan gubernur dan wakil gubernur.
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KETUA: ARIEF HIDAYAT [49:51]

Tapi kalau dia memantau di tingkat kabupaten/kota, harus
akreditasinya (...)

KUASA HUKUM TERMOHON: ABDUL HARIS [49:56]
KPU.

KETUA: ARIEF HIDAYAT [49:56]
Dari KPU Kabupaten/Kota.

KUASA HUKUM TERMOHON: ABDUL HARIS [49:58]
Terima kasih, Yang Mulia.

KETUA: ARIEF HIDAYAT [49:58]
Ya, itu PKPU nomor berapa?

KUASA HUKUM TERMOHON: ABDUL HARIS [50:01]
Ada di Nomor 17 dan PMK 3/2024, itu ada.

KETUA: ARIEF HIDAYAT [50:04]
Oke. Ya, karena ini calon Tunggal, kan?

KUASA HUKUM TERMOHON: ABDUL HARIS [50:10]
Ya, Yang Mulia.

KETUA: ARIEF HIDAYAT [50:]
Bukan calon (...)

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 225/PHPU.BUP-
XXIII/2025: M. FANDI DENISATRIA [50:10]

Bukan, Majelis.
KETUA: ARIEF HIDAYAT [50:11]

Dan bukan juga, calon tunggal.
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KUASA HUKUM TERMOHON: ABDUL HARIS [50:13]

Ya. begitu juga aturan itu, Yang Mulia. Dia bisa masuk sebagai
Pemohon jika cuma satu (...)

KETUA: ARIEF HIDAYAT [50:18]
Cuma satu tunggal, ya, kan?

KUASA HUKUM TERMOHON: ABDUL HARIS [50:20]
Betul, Yang Mulia.

KETUA: ARIEF HIDAYAT [50:21]
Ya.

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 225/PHPU.BUP-
XXIII/2025: M. FANDI DENISATRIA [50:21]

Izin, Majelis. Untuk melanjutkan.
KETUA: ARIEF HIDAYAT [50:23]

Ya, bentar, toh. Kok belum-belum, ini baru diklarifikasi dulu, toh.
Kok, cepet-cepet ngapain, ya. Jadi itu, ya, nanti direaksi KPU, ya. Baik,
ini diteruskan.

Jadi pemantau ini akreditasinya hanya di tingkat gubernur,
padahal dia kemudian memantau di tingkat Kabupaten Nabire. tetapi di
situ juga tidak calon tunggal gitu, ya? Baik. Silakan diteruskan.

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 225/PHPU.BUP-
XXIII/2025: M. FANDI DENISATRIA [51:01]

Baik, Majelis. Terima kasih. Terkait dengan dua hal tersebut,
mengenai tidak adanya akreditasi dan bukan Paslon tunggal, itu sudah
sudah kami jelaskan di bagian Kedudukan Hukum Pemohon, yang saya
yakini, Majelis Makamah Konstitusi telah membacanya. Dan sekiranya
Majelis Hakim Makamah Konstituisi bisa menanggukan ikhwal
persyaratan kedudukan hukum Pemohon, berkaitan dengan temuan
yang kami telah paparkan dan sampaikan dalam permohonan ... dan
perbaikan permohonan.
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KETUA: ARIEF HIDAYAT [51:29]
Ya. Jadi (...)

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 225/PHPU.BUP-
XXIII/2025: M. FANDI DENISATRIA [51:31]

Selanjutanya (...)
KETUA: ARIEF HIDAYAT [51:31]
Menurut Saudara punya Legal Standing?

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 225/PHPU.BUP-
XXIII/2025: M. FANDI DENISATRIA [51:33]

Baik, Majelis. Menurut kami sejauh ini kami tetap masih memiliki
Legal Standing.

KETUA: ARIEF HIDAYAT [51:36]
Oke, terus.

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 225/PHPU.BUP-
XXIII/2025: M. FANDI DENISATRIA [51:37]

Lanjut, Majelis.
KETUA: ARIEF HIDAYAT [51:38]
Ya.

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 225/PHPU.BUP-
XXIII/2025: M. FANDI DENISATRIA [51:38]

Untuk ke Pokok Permohonan akan dilanjutkan dengan rekan saya,
Majelis.

KETUA: ARIEF HIDAYAT [51:40]

Ya, silakan.



73

623. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 225/PHPU.BUP-
XXIII/2025: HASNU [51:43]

Izin melanjutkan, Yang Mulia. Secara umum, kami sudah
meringkas soal yang menjadi pokok temuan kami. Sebenarnya pokok
permohonan di sini, Yang Mulia, sebagai basis temuan kami dalam cara
pandang sebagai pemantau pemilihan.

Pertama, Yang Mulia. Kami sebagai organisasi masyarakat sipil
dari Lokataru Foundation, bergerak pada isu pemajuan hukum dan hak
asasi manusia. Nah, sehingga dalam melihat soal demokrasi di tanah
Papua menggunakan 2 pendekatan, Yang Mulia, izin. Demokrasi
prosedural, lalu kemudian demokrasi substansial. Dalam konteks pokok
Permohonan kami, ada 6 indikator, ada 6 temuan yang sekiranya melalui
persidangan Majelis Yang Mulia ini bisa memberikan putusan yang
seadilnya.

Di halaman 9, Yang Mulia. Indikator yang pertama, terkait
pelanggaran penyelenggara Pilkada di 5 tempat pemungutan suara.
Memang telah terjadi pemilih ... pemungutan suara ulang itu di 5 TPS,
Yang Mulia. Akan tetapi, karena sekali lagi, bahwa yang kami lihat bukan
pada konteks demokrasi prosedural, akan tetapi demokrasi substansial,
maka pesan penting yang kami sampaikan adalah bahwa ini adalah
bagian dari sistem tata kelola yang menurut kami tidak baik, Yang Mulia.

Kemudian, indikator yang kedua. Pada konteks pelanggaran
netralitas pejabat negara, Yang Mulia. Bahwa di situ, di poin 12 dan 13
sudah kami jelaskan. Maka dengan demikian, maka di sini bagi kami
terjadi dugaan pelanggaran netralitas pejabat negara atau aparatur sipil
negara. Dan terhadap bukti, sudah kami serahkan ke Majelis Yang Mulia.

Kemudian, yang ketiga, Yang Mulia. Pelanggaran netralitas dan
profesionalitas penyelenggara Pilkada. Dalam hal itu, kami sudah
memaparkan, ada beberapa poin, Yang Mulia. Yang intinya bahwa silakan
Termohon untuk mengklarifikasi terhadap persoalan itu.

Kemudian, yang keempat, Yang Mulia. Bagi kami, kegagalan
fungsi pengawasan dan tindak lanjut pelanggaran pemilihan umum
kepala daerah oleh Badan Pengawas Pemilu. Terhadap penjelasan dan
argumentasi hukum, sudah kami urai secara baik, Yang Mulia.

Kemudian, yang kelima. Terjadi dugaan intimidasi dan kekerasan
dalam proses pleno rekapitulasi perolehan suara. Sejumlah argumentasi
hukum dan fakta-fakta hukum, sudah kami urai, Yang Mulia.

Kemudian, yang terakhir, Yang Mulia, poin ke-6. Soal kompleksitas
pemilihan umum di tanah Papua. Yang menjadi titik tekan kami dalam
konteks Pilkada di tanah Papua, poin 33 dan 34, Yang Mulia. Bahwa kita
mengerti dan kita mengetahui betul bahwa Pilkada merupakan proses
pendalaman demokrasi. Banyak pakar dan ahli telah memaparkan
persoalan itu. Maka dalam konteks pelaksanaan pemilihan umum di
tanah Papua, tidak saja kemudian melalui persidangan Majelis Yang
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Mulia ini melihat dalam konteks demokrasi prosedural. Sekali lagi, Yang
Mulia, bahwa kami berharap betul bahwa putusan yang akan diambil
oleh Yang Mulia akan menyentuh pada demokrasi substansial. Terhadap
persoalan itu, Yang Mulia. Ada 7 hal (...)

KETUA: ARIEF HIDAYAT [55:41]
Ya, dipersingkat.

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 225/PHPU.BUP-
XXIII/2025: HASNU [52:41]

Izin, Yang Mulia. Ada 7 hal, mulai dari pendaftaran, lalu kemudian
masa kampanye, distribusi logistik Pilkada, masa tenang, dan
pemungutan suara, hingga penghitungan. Bahkan, Yang Mulia,
pascapenetapan Paslon terpilih melalui persidangan di Mahkamah
Konstitusi. Dalam konteks itu kami pikir sekali lagi, Yang Mulia. Untuk
melihat secara komprehensif, saya kembalikan ke rekan saya untuk
membacakan Petitum.

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 225/PHPU.BUP-
XXIII/2025: M. FANDI DENISATRIA [56:09]

Izin, untuk melanjutkan Majelis Hakim, saya akan bacakan
Petitum.

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut, Pemohon memohon
kepada Majelis Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan
sebagai berikut.

1. Mengambulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten
Nabire Nomor 580 Tahun 2024 dan seterusnya tertanggal 7
Desember 2024.

3. Memerintahan  Termohon  untuk  mengulang tahapan
penyelenggara Pemilu, vyaitu pengumuman pendaftaran
pasangan calon sampai dengan pencalo ... penetapan
pasangan calon terpilih pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati
Kabupaten Nabire Tahun 2024 dengan atau tanpa
mengikutsertakan pasangan calon yang setidaknya seseorang
yang terbukti melakukan pelanggaran Pemilu berdasarkan
putusan Mahkamah Konstitusi atau tidak memenuhi syarat
calon kepala daerah.

4. Memerintahkan Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Nabire
untuk melaksanakan tugas dan wewenang yang dimiliki pada
tahapan Penyelenggaraan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten
Nabire Tahun 2024.
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5. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia
untuk melakukan supervisi dan koordinasi dengan Komisi
Pemilihan Umum Provinsi Papua Tengah dan Komisi Pemilihan
Umum Kabupaten Nabire dalan rangka pelaksanaan putusan
Mahkamah Konstitusi a quo.

6. Memerintahkan Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia
untuk melakukan supervisi dan koordinasi dengan Badan
Pengawas Pemilu Provinsi Papua Tengah dan Badan Pengawas
Pemilu Kabupaten Nabire dalam rangka pelaksanaan putusan
Mahkamah Konstitusi a quo.

7. Memerintahkan Kepolisian Republik Indonesia dalam hal ini
Kepolisian Daerah dan Kepolisian Resor Kabupaten Nabire untuk
mengamankan dan menjaga tahapan penyelenggaran Pemilihan
Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nabire Tahun 2024.

Dan/atau apabila Mahkamah berpendapat lain, maka putus ...

mohon putusan yang seadil-adilnya.

Demikian, Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi. Terima kasih.

KETUA: ARIEF HIDAYAT [57:51]

Baik, Prof. Enny, ada? Cukup?

Ya, begini. Dari sisi anu, ya, pembangunan hukum dan demokrasi.
Saya sepakat Anda untuk mencari ini itu sepakat, menegakkan hukum
dan demokrasi, tapi dengan jalan juga melanggar hukum, ya kan?
Karena apa? Mestinya kalau dua pasangan calon sudah ditentukan dalam
undang-undang yang berhak mengajukan adalah pasangan calon, itu.
Jadi ini dari ada sisi itu, sebetulnya. Jadi kita bersama sebagai negara
hukum, apalagi negara hukum yang berkarakter Pancasila, maka dalam
rangka menegakkan hukum pun harus berdasarkan pada hukum.
Hukumnya gimana itu? Nanti untuk pelajaran bersama, kebetulan kita
bertiga di sini para guru besar di bidang hukum, tidak semata-mata
Hakim biasa. Jadi kita bersama harus memahami hukum, ya, bahwa ada
dalam konteks hukum itu menegakkan hukum dan demokrasi, ya, harus
didasarkan tidak melanggar hukum, kan begitu, ya. Tapi Saya menaruh
hormat, Saudara punya kepedulian itu. Tapi dalam Pilkada itu dicari
keadilan substantif, tapi juga tidak boleh melanggar hukum
proseduralnya, gitu ya. Untuk pemahaman saja kita bersama, ya, baik.

Saudara mengajukan Bukti P-1 sama dengan P-25.

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 225/PHPU.BUP-
XXIII/2025: M. FANDI DENISATRIA [59:41]

Betul, Majelis.
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KETUA: ARIEF HIDAYAT [59:42]

Kemudian soft file-nya ... soft file Permohonan awal dan Perbaikan
itu belum diserahkan, ya? Terus kemudian Pemohon itu KTA-nya sudah
expired?

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 225/PHPU.BUP-
XXIII/2025: M. FANDI DENISATRIA [01:00:02]

Ya, Majelis.
KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:00:03]

Ya, nanti kalau mau tetap itu di perbaiki. Ini ada hukum-hukum
formal yang harus ditegakkan juga. Saudara beracara di Mahkamah,
kalau bukan Pengacara boleh tidak pakai toga, misalnya Pemantau ini,
enggak bu ... boleh, enggak pakai toga. Tapi kalau Saudara Advokat, ke
sini, beracara, ya, harus menunjukkan Kartu Tanda Anggota yang masih
berlaku, bukan yang tidak berlaku. Lha, kalau begitu advokatnya,
advokat bodong itu namanya, ya kan? Ini tolong untuk diketahui
bersama.

Ya, untuk Pihak Terkait juga beberapa ini. KTA-nya sudah tidak
berlaku, ya.

Kemudian, Kuasa Hukum Pemohon vyang lain, Muhammad
Elfiansyah, Reza Faris, dan Hasnu atau Ilham. Ini KTA-nya belum
diserahkan juga, harus diserahkan, ya. Jadi ada tertib prosedural, ada
tertib substansial yang harus kita tegakkan bersama, ya.

Saudara mengajukan P-1 sampai dengan P-25, sudah diverifikasi,
disahkan.

KETUK PALU 1X

Ada lagi yang mau disampaikan?

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 225/PHPU.BUP-
XXIII/2025: M. FANDI DENISATRIA [01:01:26]

Sejauh ini cukup, Majelis Hakim.
KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:01:27]

Baik.
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KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 225/PHPU.BUP-
XXIII/2025: M. FANDI DENISATRIA [01:01:27]

Terima kasih.
KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:01:27]

Terima kasih.

Sekarang Perkara, masih Nabire. Yang mengajukan adalah Paslon,
ya. Silakan!

Jadi ini Paslon-nya juga ternyata sudah mengajukan juga.

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 252/PHPU.BUP-
XXIII/2025: IWAN K. NIODE [01:01:55]

Ya. Selamat pagi, Yang Mulia.
KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:01:57]
Selamat pagi.

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 252/PHPU.BUP-
XXIII/2025: IWAN K. NIODE [01:01:57]

Dari Pasangan Calon Nomor Urut 1.
KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:02:00]
Ya.

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 252/PHPU.BUP-
XXIII/2025: IWAN K. NIODE [01:02:00]

Atas nama Martinus Adii dan Agus Suprayitno.
KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:02:04]
Ya.

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 252/PHPU.BUP-
XXIII/2025: IWAN K. NIODE [01:02:05]

Melawan KPU ... berdasarkan SK KPU Nomor 580 Tahun 2024.
Pemohonan ini kami ajukan diba ... yang dibacakan hari Sabtu, tanggal 7
Desember, pukul 00.20 WIT.
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KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:02:23]
Ya.

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 252/PHPU.BUP-
XXIII/2025: IWAN K. NIODE [01:02:24]

Dan Permohonan ini kami ajukan pada tanggal 11 Desember
2024.

KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:02:29]
Ya.

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 252/PHPU.BUP-
XXIII/2025: IWAN K. NIODE [01:02:31]

Pukul 15.00.
KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:02:31]
Perbaikannya?

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 252/PHPU.BUP-
XXIII/2025: IWAN K. NIODE [01:02:32]

Dan perbaikannya tanggal 13, Yang Mulia.
KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:02:33]

13 Desember, pukul 11.00 WIB.
Oleh karena itu, ada kewenangan, ada tenggang waktunya, ya?

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 252/PHPU.BUP-
XXIII/2025: IWAN K. NIODE [01:02:40]

Ya.
KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:02:041]

Baik. Masuk tenggang waktu.
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KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 252/PHPU.BUP-
XXIII/2025: IWAN K. NIODE [01:02:43]

Kemudian Kedudukan Hukum Pemohon.
Bahwa (...)

KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:02:46]
Saudara memenuhi syarat sebagai (...)

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 252/PHPU.BUP-
XXIII/2025: IWAN K. NIODE [01:02:48]

Ya.
KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:02:49]
Pasangan calon?

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 252/PHPU.BUP-
XXIII/2025: IWAN K. NIODE [01:02:49]

Mem ... memenuhi syarat, Yang Mulia.
KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:02:51]
Sebagai pasangan calon?

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 252/PHPU.BUP-
XXIII/2025: IWAN K. NIODE [01:02:52]

Ya.
KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:02:53]
Tapi kemudian mengenai ambang batasnya, gimana?

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 252/PHPU.BUP-
XXIII/2025: IWAN K. NIODE [01:02:56]

Ambang batasnya melebihi dari 2%, Yang Mulia.
KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:02:58]

Melebihi, tapi karena menurut Saudara ada TSM (...)
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KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 252/PHPU.BUP-
XXIII/2025: IWAN K. NIODE [01:03:01]

Ada TSM.
KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:03:02]

Maka meminta Mahkamah untuk menunda keberlakuan Pasal
158?

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 252/PHPU.BUP-
XXIII/2025: IWAN K. NIODE [01:03:07]

Ya, Yang Mulia.
KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:03:08]
Karena ada TSM. TSM-nya dalam bentuk apa saja?

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 252/PHPU.BUP-
XXIII/2025: IWAN K. NIODE [01:03:11]

Ya. Untuk pokok-pokok pelanggaran nanti akan dibacakan
langsung oleh rekan saya.

KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:03:14]

Baik, silakan.
Jadi bentuk dari TSM itu apa saja?

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 252/PHPU.BUP-
XXIII/2025: PETRUS OHOITIMUR [01:03:11]

Jadi bentuk dari TSM itu, ada 5 hal pokok.
KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:03:26]
Silakan.

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 252/PHPU.BUP-
XXIII/2025: PETRUS OHOITIMUR [01:03:29]

Yaitu.
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A. Penyalahgunaan wewenang Petahana (Calon Bupati Nomor
Urut 2). Itu berada dari poin 1 sampai yang 6 dan itu berada
pada halaman 7 sampai 8.
KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:03:43]
Ya.

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 252/PHPU.BUP-
XXIII/2025: PETRUS OHOITIMUR [01:03:44]

Terus,
B. pelanggaran pas ... Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Petahana),
dengan melibatkan kepala distrik, camat, kepala desa serta ASN
di Kabupaten Nabire.
KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:03:55]
Oke (...)

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 252/PHPU.BUP-
XXIII/2025: PETRUS OHOITIMUR [01:03:56]

Untuk memenangkan (...)
KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:03:56]
Dengan mengerahkan itu, ya?

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 252/PHPU.BUP-
XXIII/2025: PETRUS OHOITIMUR [01:03:58]

Ya.
KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:03:58]
Oke, terus?

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 252/PHPU.BUP-
XXIII/2025: PETRUS OHOITIMUR [01:04:00]

Terus,

C. Pelanggaran yang dilakukan penyelenggara Pilkada di
Kabupaten Nabire. Poin 1 sampai dengan yang ke-26, halaman
13 sampai 25.
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KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:04:11]
Baik.

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 252/PHPU.BUP-
XXIII/2025: PETRUS OHOITIMUR [01:04:12]

D. Pelanggaran yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 2
(petahana) dengan mobilisasi pem ... pemilih atau massa untuk
memenangkan Calon Nomor Urut 2. Poin 1 sampai 2, halaman
26.

KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:04:24]

Oke.

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 252/PHPU.BUP-
XXIII/2025: PETRUS OHOITIMUR [01:04:25]

Poin ... poin.
E. Pelanggaran politik uang yang dilakukan pasangan calon (...)

KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:04:32]
Ada money politics juga?

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 252/PHPU.BUP-
XXIII/2025: PETRUS OHOITIMUR [01:04:33]

Ya, money politics juga.
KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:04:34]
Oke.

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 252/PHPU.BUP-
XXIII/2025: PETRUS OHOITIMUR [01:04:34]

Itu berada pada halaman 26 sampai 28.
KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:04:42]

Oke.
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KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 252/PHPU.BUP-
XXIII/2025: PETRUS OHOITIMUR [01:04:44]

Ya.
KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:04:45]
Dalil yang lain, masih ada?

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 252/PHPU.BUP-
XXIII/2025: PETRUS OHOITIMUR [01:04:47]

Masih ada (...)
KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:04:48]
Apa?

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 252/PHPU.BUP-
XXIII/2025: PETRUS OHOITIMUR [01:04:48]

Sedikit saya menjelaskan.
KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:04:50]
Silakan.

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 252/PHPU.BUP-
XXIII/2025: PETRUS OHOITIMUR [01:04:51]

Ya, tentang pelanggaran yang ada. Bahwa:
a. Penyalahgunaan wewenang Petahana Calon Bupati Nomor

Urut 2.

1. Bahwa pada masa kampanye, tem ... tepatnya pada hari
Minggu, tanggal 27 Oktober tahun 2024, Calon Bupati
Nomor Urut 2 (Petahana) mengatasnamakan Pemerintah
Daerah Kabupaten Nabire menyerahkan uang sebesar Rp1
miliar secara simbolis dan juga bantuan pribadi berupa
uang 100 .. uang cash Rp100.000.000,00 ...
Rp100.000.000,00 kepada Panitia Pembangunan Gereja ...
Pembangunan Gereja Imanuel, Kota Lama Nabire. Untuk
pembangunan gereja, disaksikan oleh Jemaat Gereja
Imanuel.
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KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:05:39]

Ya.

696. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 252/PHPU.BUP-

697.

698.

XXIII/2025: PETRUS OHOITIMUR [01:05:39]
Terus.

2. Bahwa Calon Bupati Nomor Urut 2 (Petahana), telah
mendapatkan Surat Cuti Masa Kampanye per tanggal 17
September 2024 dengan Surat Nomor 100.1.2/1246-2/PPT,
sehingga pemberian bantuan mengatasnamakan
Pemerintah Daerah Kabupaten Nabire seharusnya tidak
boleh dilakukan. Mengingat, yang bersangkutan sementara
dalam masa cuti, dan masa kampanye, dan juga
merupakan calon bupati yang ikut dalam kontestasi Pilkada.

KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:06:19]
Ya, terus.

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 252/PHPU.BUP-
XXIII/2025: PETRUS OHOITIMUR [01:06:21]

Terus, kami masuk ke poin berikut, yang poin ... poin 4 dalam
Permohonan.

4. Bahwa pada tanggal 25 November 2024, yang merupak ...

yang merupakan masa tenang menghadapi pemilih Bupati dan
Wakil Bupati Kabupaten Nabire, Calon Bupati Nomor Urut 2
(Petahana), memberikan SK K2 kepada honorer di Pemerintah
Daerah Kabupaten Nabire, yang selama ini tidak pernah
diberikan hak mereka, yaitu SK K2. Dan dari honorer yang
diberikan SK K2, terdapat Sekretaris Tim Pemenang Nomor
Urut 2 dan tim pemenang yang lain ... tim pemenangan yang
lain.

5. Bahwa pada saat penyerahan SK K2 tersebut, adanya
pengucapan yel-yel Pasangan Calon Bupati Nomor Urut 2
secara bersama-sama yang dilakukan oleh semua pegawai
honorer K2 bersama Calon Bupati Nomor Urut 2 (Bupati
Petahana) yang dilakukan pada masa tenang.

Kemudian, kami masuk ke poin ... poin B. Secara singkat, kami
jelaskan lagi. Pelanggaran Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Petahana)
dengan melibatkan kepala distrik, camat, kepala desa, serta ASN di
Kabupaten Nabire.
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KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:06:41]
Ya, itu dianggap dibacakan.

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 252/PHPU.BUP-
XXIII/2025: PETRUS OHOITIMUR [01:06:43]

Ya, baik.
KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:06:43]
Terus, yang terakhir, money politics sekarang.

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 252/PHPU.BUP-
XXIII/2025: PETRUS OHOITIMUR [01:05:39]

Money politics, ya.
KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:06:47]
Ya. Money politics-nya itu berupa apa?

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 252/PHPU.BUP-
XXIII/2025: PETRUS OHOITIMUR [01:06:50]

Sebentar. Baik. Bahwa pada tanggal 26 November 2024, Calon
Bupati Nomor Urut 2 (petahana) memberikan uang melalui tim
pemenang di setiap kampung kepada masyarakat di hampir semua
kelurahan dan kampung sebesar Rp100.000,00 per orang, bahkan
nilainya bisa lebih tergantung tempat ... tempat, kelurahan, atau
kampung ... kampung yang berada dan anak-anak yang belum punya
hak pilih pun ikut diberikan untuk uang tersebut. Bukti sudah terlampir,
yang kami sudah ajukan.

Kami ... Yang Mulia (...)

KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:08:47]
Itu, di Nabire itu sudah one man one vote atau masih ada noken?

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 252/PHPU.BUP-
XXIII/2025: PETRUS OHOITIMUR [01:08:53]

Di Nabire sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi, tidak ada
noken (...)
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KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:08:56]
Sudah tidak ada noken, kan?

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 252/PHPU.BUP-
XXIII/2025: PETRUS OHOITIMUR [01:08:58]

Ya, tidak ada noken.
KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:08:58]
Tapi, ada dilakukan noken?

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 252/PHPU.BUP-
XXIII/2025: PETRUS OHOITIMUR [01:08:59]

Dan ini dilakukan di 2 TPS.
KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:09:03]
Oke. Di 2 TPS, di mana itu?

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 252/PHPU.BUP-
XXIII/2025: PETRUS OHOITIMUR [01:09:05]

Di 2 TPS (...)
KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:09:10]
Di 2 TPS di distrik mana?

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 252/PHPU.BUP-
XXIII/2025: PETRUS OHOITIMUR [01:09:12]

Itu ada dalam Permohonan, Yang Mulia (...)
KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:09:20]
Ya, nanti (...)

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 252/PHPU.BUP-
XXIII/2025: PETRUS OHOITIMUR [01:09:21]

Ada dalam Permohonan, Yang Mulia.
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KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:09:23]
Apa Permohonannya, ada dibawa kan?

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 252/PHPU.BUP-
XXIII/2025: PETRUS OHOITIMUR [01:09:25]

Ada ... ada cuman ini kami cukup banyak jadi dicari makan waktu,
Yang Mulia (...)

KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:09:29]

Oh, ya. Makanya hilang. Makanya tadi Hakimnya dibilang
sebentar.

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 252/PHPU.BUP-
XXIII/2025: PETRUS OHOITIMUR [01:09:35]

Baik, Yang Mulia (...)
KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:09:36]

Enggak mohon izin, terus sebentar. Hakimnya disuruh sebentar
nunggu.

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 252/PHPU.BUP-
XXIII/2025: PETRUS OHOITIMUR [01:09:41]

Baik, Yang Mulia. Kami ... karena ini harus kami cari, sehingga ini

(..)

KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:09:45]
Ya, nanti kita cari sendiri. Ada (...)

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 252/PHPU.BUP-
XXIII/2025: PETRUS OHOITIMUR [01:09:45]

Mohon maaf, Yang Mulia.
KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:09:50]

Memang ini malah sudah ketemu (...)
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KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 252/PHPU.BUP-
XXIII/2025: PETRUS OHOITIMUR [01:09:52]

Baik, Yang Mulia. Kami masuk dalam poin ke 6.
KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:09:57]
Ini Iho, kita sudah langsung ketemu ini.

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 252/PHPU.BUP-
XXIII/2025: PETRUS OHOITIMUR [01:09:59]

Oh, ya.
KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:09:59]
PP-nya ini (...)

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 252/PHPU.BUP-
XXIII/2025: PETRUS OHOITIMUR [01:10:01]

Betul, Yang Mulia.
KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:10:02]
Halaman 25.

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 252/PHPU.BUP-
XXIII/2025: PETRUS OHOITIMUR [01:10:04]

25, ya.
KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:10:04]
Angka 24.

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 252/PHPU.BUP-
XXIII/2025: PETRUS OHOITIMUR [01:10:06]

Ya, benar.
KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:10:06]

Bahwa di Distrik Teluk Kimi terdapat 2 TPS yang menggunakan
sistem noken (...)
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KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR
XXIII/2025: PETRUS OHOITIMUR [01:10:11]

Ya, 2 TPS. Benar, Yang Mulia.
KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:10:12]

Kita yang enggak buat saja tau kok, masa
enggak tau. Haduh itu nanti (...)

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR
XXIII/2025: PETRUS OHOITIMUR [01:10:15]

Ya, Yang Mulia. Ini banyak coretan, Yang Mulia.

KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:10:18]
Ya, Prinsipalnya bisa marah itu.

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR
XXIII/2025: PETRUS OHOITIMUR [01:10:20]

Ya, ya, ya. Bisa mengurangi nilai ini.
KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:10:25]
Lah, ya.

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR
XXIII/2025: PETRUS OHOITIMUR [01:10:27]

Baik, Yang Mulia. Izinkan kami masuk ke (...)
KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:1031]
Petitum, ya?

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR
XXIII/2025: PETRUS OHOITIMUR [01:10:31]

Oh, ya, boleh Petitum.
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KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:10:32]

Langsung Petitum aja, money politics-nya tadi sudah. Nanti kita
cari lagi.

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 252/PHPU.BUP-
XXIII/2025: PETRUS OHOITIMUR [01:10:36]

Atau boleh 1 poin aja, poin 6?
KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:10:38]
Oke.

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 252/PHPU.BUP-
XXIII/2025: PETRUS OHOITIMUR [01:10:39]

Ya.
KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:10:39]
Boleh. Tapi jangan bilang sebentar, gitu, ya.

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 252/PHPU.BUP-
XXIII/2025: PETRUS OHOITIMUR [01:10:47]

Bahwa oleh karena itu, sangat beralasan menurut hukum
Pemohon memohon kepada Majelis Hakim Konstitusi yang memeriksa
Permohonan Pemohon a quo, kiranya berkenan untuk membatalkan
Keputusan KPU Kabupaten Nabire Nomor 580 Tahun 2024 tentang
Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nabire
Tahun 2024 bertanggal 7 Desember, yang diumumkan pada hari Sabtu,
tanggal 7 Desember 2024, pukul 00.20 WIT.

Memerintahkan Termohon untuk mendiskualifikasi Pasangan
Calon Nomor Urut 2 atas nama Mesak Magai, S.Sos., M.Si., dan
Burhanuddin Pawennari sebagai pemenang pada pemilih ... Pemilihan
Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nabire Tahun 2024.

Memerintahkan Termohon untuk menetapkan Pasangan Calon
Nomor Urut 1 Martinus Adi dan Agus Suprayitno, S.Sos., M.H., sebagai
Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati terpilih dalam Pemilihan Bupati
dan Wakil Bupati Kabupaten Nabire Tahun 2024. Untuk memerintahkan
Termohon melaksanakan pemilihan ... atau memerintahkan Termohon
untuk melaksakan pemilihan ulang di Kabupaten Nabire.

Bahwa berdasarkan penghitungan suara menurut Pemohon, perolehan
suara masing-masing pasangan calon sebagai berikut.
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Dalam table, Pasangan Calon Nomor Urut 1, harusnya 73.049. Dan
Pasangan Calon Nomor Urut 2, harusnya 43.939. Sehingga total suara
sah adalah 116.985.

KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:12:39]
Ya.

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 252/PHPU.BUP-
XXIII/2025: PETRUS OHOITIMUR [01:12:39]

Petitum. Kami masuk ke Petitum.
KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:12:42]
Ya, silakan.

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 252/PHPU.BUP-
XXIII/2025: PETRUS OHOITIMUR [01:12:43]

Ya.

Berdasarkan seluruh wuraian sebagaimana tersebut di atas,
Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan
putusan sebagai berikut.

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

2. Membatalkan Keputusan KPU Kabupaten Nabire Nomor 580
Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan
Wakil Bupati Kabupaten Nabire Tahun 2024 ta ... bertanggal 7
Desember 2024 yang diumumkan pada hari Sabtu, tanggal 7
Desember 2024, pukul 00:20 WIT.

3. Menetapkan perolehan suara hasil Pemilihan Calon Bupati dan
Wakil Bupati Kabupaten Nabire Tahun 2024 dalam Keputusan
KPU Kabupaten Nabire Nomor 580 Tahun 2024 tentang
Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten
Nabire Tahun 2024, yang benar menurut Pemohon sebagai
berikut.

Dalam tabel berikut.

1. Pasangan Calon No ... Nomor Urut 1 (Pemohon) adalah
73.049 suara.

2. Pasangan Calon Nomor Urut 2 dengan jumlah 43.936
suara.
Sehingga total suara sah adalah 116.985 suara.

4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten
Nabire untuk mendiskualifikasi Pasangan Calon Nomor Urut 2
atas nama Mesak Magai, S.Sos., M.Si., dan Burhanuddin
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Pawennari sebagai pemenang pada Pemilihan Bupati dan
Wakil Bupati Kabupaten Nabire Tahun 2024, berdasarkan
Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nabire Nomor
580 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati
dan Wakil Bupati Kabupaten Nabire Tahun 2024, bertanggal 7
Desember 2024.

5. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten
Nabire untuk menetapkan Pasangan Calon Nomor Urut 1
Martinus Adii dan Ag ... Agus Suprayitno, S.Sos., M.H., sebagai
Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati terpilih dalam
Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nabire Tahun
2024. Atau,

6. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten
Nabire untuk melaksanakan pemilihan ulang di Kabupaten
Nabire.

7. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten
Nabire untuk melaksanakan putusan ini.

Atau apabila Makamah Konstitusi berpendapat lain, mohon

putusan yang seadil-adilnya.

Kuasa Hukum Pemohon, Petrus Ohoitimur dan Iwan Kurniawan

Niode, S.H., M.H.

KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:15:30]
Baik, terima kasih. Prof. Enny, silakan.

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 252/PHPU.BUP-
XXIII/2025: PETRUS OHOITIMUR [01:15:33]

Terima kasih, Yang Mulia.
HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [01:15:36]
Terima kasih. Saudara Kuasa Pemohon (...)

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 252/PHPU.BUP-
XXIII/2025: PETRUS OHOITIMUR [01:15:39]

Ya.
HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [01:15:39]

Terkait yang noken tadi, itu kan ada di dua TPS, Saudara sebut,
ya.



760.

761,

762,

763.

764.

765.

766.

767.

768.

93

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 252/PHPU.BUP-
XXIII/2025: PETRUS OHOITIMUR [01:15:42]

Ya.
HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [01:15:43]
Kalau di sini, TPS Kampung Samabusa dan Kampung Kimi, TPS 6.

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 252/PHPU.BUP-
XXIII/2025: PETRUS OHOITIMUR [01:15:47]

Ya.
HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [01:15:48]
Ya.

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 252/PHPU.BUP-
XXIII/2025: PETRUS OHOITIMUR [01:15:48]

Betul, Yang Mulia.
HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [01:15:49]

Itu Buktinya P-38? P-38 ini yang sudah dibuktikan ini, ini adalah
C.Hasil, ya?

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 252/PHPU.BUP-
XXIII/2025: PETRUS OHOITIMUR [01:15:54]

Ya.
HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [01:15:54]
KPU, ini C.Hasil, ya?

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 252/PHPU.BUP-
XXIII/2025: PETRUS OHOITIMUR [01:15:56]

Ya.
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HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [01:15:56]

C.Hasil. Kemudian tanda tangan semua KPPS dan saksi-saksi itu
bentuknya seperti apa? Kalau mereka bentuknya noken itu sendiri
penuangannya? Nanti dijawab, ya, nanti. Bagian KPU menjelaskan secara
komprehensif soal itu. Ini yang saya lihat ini adalah seperti sebagaimana
pemungutan suara (...)

KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:16:14]

Biasa.

HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [01:16:15]

Pada umumnya, ya, dituangkan dan C.Hasil seperti ini, gitu, ya.
Lah, bukti yang Saudara katakan noken itu, mungkin perlu Saudara

pikirkan lagi, itu bukti yang mana yang bisa menunjukkan ini noken, ya?

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 252/PHPU.BUP-
XXIII/2025: PETRUS OHOITIMUR [01:16:25]

Ya.
HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [01:16:25]
Itu tolong, ya (...)

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 252/PHPU.BUP-
XXIII/2025: PETRUS OHOITIMUR [01:16:26]

Ya, baik.
HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [01:16:26]
Dipertimbangkan.

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 252/PHPU.BUP-
XXIII/2025: PETRUS OHOITIMUR [01:16:27]

Terima kasih, Yang Mulia.
HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [01:16:28]

Kemudian, yang berikutnya adalah ini kan Saudara dalam
Petitumnya ini minta ada (audio tidak terdengar jelas) pertama suara
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yang benar, ya, suara yang benar. Ini saya baca dari Permohonan
Saudara ini kan membalikkan dari suara yang menang, kan begitu,
menjadi suara yang benarnya (...)

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 252/PHPU.BUP-
XXIII/2025: PETRUS OHOITIMUR [01:16:45]

Ya.
HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [01:16:46]
Adalah suara Pemohon.

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 252/PHPU.BUP-
XXIII/2025: PETRUS OHOITIMUR [01:16:47]

Ya.
HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [01:16:48]

Saudara punya bukti apa yang menunjukkan bahwa suara
Pemohon itu adalah 73.049 suara? Di TPS-TPS mana perolahan suara itu

adanya? Ada buktinya, enggak?

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 252/PHPU.BUP-
XXIII/2025: PETRUS OHOITIMUR [01:16:59]

Yang Mulia, jadi ada beberapa TPS yang berdasarkan temuan,
terus dilakukan ... dilakukan P ... PSU. Dan ternyata, pada saat dilakukan
PSU secara berulang (...)

HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [01:17:15]

Ini ada PSU-nya di sana?

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 252/PHPU.BUP-
XXIII/2025: PETRUS OHOITIMUR [01:17:17]

Pada saat itu? Pada saat itu (...)
HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [01:17:19]

Apakah betul ada PSU? Ada PSU di sana? Ada berapa TPS?
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KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 252/PHPU.BUP-
XXIII/2025: PETRUS OHOITIMUR [01:17:22]

Pada waktu itu dari Panwas ... Bawaslu (...)
HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [01:17:25]
Ada berapa TPS yang di-PSU-kan?

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 252/PHPU.BUP-
XXIII/2025: PETRUS OHOITIMUR [01:17:27]

Itudi ... di (...)
HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [01:17:30]
Saudara punya buktinya?

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 252/PHPU.BUP-
XXIII/2025: PETRUS OHOITIMUR [01:17:31]

Ada. Ada ... ada di dalam (...)
HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [01:17:32]
Nanti tolong dari KPU, ya, bisa dijelaskan.

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 252/PHPU.BUP-
XXIII/2025: PETRUS OHOITIMUR [01:17:35]

Ya.
HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [01:17:35]

Terus, apakah dari hasil PSU itu, kemudian suaranya berbalik,
begitu?

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 252/PHPU.BUP-
XXIII/2025: PETRUS OHOITIMUR [01:17:39]

Jadi benar, Yang Mulia. Jadi, pada saat dilakukan itu, ternyata ...
perhitungan ulang itu, ternyata yang ... yang menang itu adalah
pasangan calon dari Pemohon.
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HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [01:17:48]
Ya.

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 252/PHPU.BUP-
XXIII/2025: PETRUS OHOITIMUR [01:17:48]

Nomor Urut 1, Yang Mulia.
HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [01:17:50]
Ya, nanti dibuktikan. Buktinya Saudara tolong ditambahkan, ya.

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 252/PHPU.BUP-
XXIII/2025: PETRUS OHOITIMUR [01:17:51]

Kemudian dilakukan lagi, dicari kesalahan untuk diulangi lagi. Itu
yang kami (...)

HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [01:17:55]
Berapa kali PSU-nya kalau begitu?

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 252/PHPU.BUP-
XXIII/2025: PETRUS OHOITIMUR [01:17:58]

Kalau (...)
HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [01:17:58]
Berapa kali ... ada?

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 252/PHPU.BUP-
XXIII/2025: PETRUS OHOITIMUR [01:17:59]

2 kali kalau tidak salah.
HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [01:18:00]

Hanya 2 kali, ya. Nanti biar KPU dan Bawaslu yang bisa
menjelaskan dan termasuk (...)
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KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 252/PHPU.BUP-
XXIII/2025: PETRUS OHOITIMUR [01:18:03]

Ya.
HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [01:18:04]
Pihak Terkait, ya.

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 252/PHPU.BUP-
XXIII/2025: PETRUS OHOITIMUR [01:18:04]

Ya, benar, Yang Mulia.
HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [01:18:06]

Ini Saudara minta suara yang benar. Kemudian, minta
diskualifikasi juga?

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 252/PHPU.BUP-
XXIII/2025: PETRUS OHOITIMUR [01:18:09]

Ya, kami minta di ... justru itu yang nomor 1.
HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [01:18:13]
Enggak, ini nomor 4 di sininya, ya.

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 252/PHPU.BUP-
XXIII/2025: PETRUS OHOITIMUR [01:18:16]

Ya, Yang Mulia.
HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [01:18:17]
Jangan dibalik-balik, ya.
Baik. Kalau begitu, ya, nanti tambahan buktinya dipersilakan.

Terima kasih.

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 252/PHPU.BUP-
XXIII/2025: PETRUS OHOITIMUR [01:18:23]

Ya, terima kasih, Yang Mulia.
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KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:18:25]

Ya, terima kasih, Prof. Enny.
Ini saya kembali minta penegasan ini.

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 252/PHPU.BUP-
XXIII/2025: PETRUS OHOITIMUR [01:18:29]

Ya.
KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:18:30]
Yang 2 di Teluk Kimi itu, 2 TPS, itu menurut Saudara noken?

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 252/PHPU.BUP-
XXIII/2025: PETRUS OHOITIMUR [01:18:36]

Ya, noken.
KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:18:37]
Nokennya dalam bentuk apa?

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 252/PHPU.BUP-
XXIII/2025: PETRUS OHOITIMUR [01:18:40]

Karena tidak dilaksanakan. Sementara itu, sudah seperti
dikumpulkan, jadi langsung ... jadi, khusus untuk 1 orang. Seperti sistem
noken yang berlangsung di Pegunungan.

KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:18:52]
Oke, tapi ini ... itu tadi, sudah disampaikan Prof. Enny.

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 252/PHPU.BUP-
XXIII/2025: PETRUS OHOITIMUR [01:18:55]

Ya.
KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:18:56]
Dituangkan dalam Berita Acara begini, nanti dijelaskan, ya, KPU,

ya.
Jadi, menurut Pemohon, sistem noken itu tidak ada pemilihan one

man one vote, satu-satu, itu enggak ada berarti?
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KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 252/PHPU.BUP-
XXIII/2025: PETRUS OHOITIMUR [01:19:10]

Ya.
KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:19:11]
Ya?

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 252/PHPU.BUP-
XXIII/2025: PETRUS OHOITIMUR [01:19:12]

Ya.
KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:19:13]
Langsung jumlahnya berapa (...)

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 252/PHPU.BUP-
XXIII/2025: PETRUS OHOITIMUR [01:19:14]

Ya.
KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:19:15]
Dituangkan dalam Berita Acara ini (...)

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 252/PHPU.BUP-
XXIII/2025: PETRUS OHOITIMUR [01:19:17]

Ya.
KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:19:18]
Menurut Saudara?

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 252/PHPU.BUP-
XXIII/2025: PETRUS OHOITIMUR [01:19:19]

Ya. Karena memang sebagimana dalam dalil kami dalam
Pemohonan ini. Bahwa memang kami ... kasus atau keberatan kami
ajukan ke MK itu karena memang TSM sesungguhnya, terstruktur
memang yang (...)
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KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:19:32]
Ya ... ya, memang itu dalil besarnya TSM.

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 252/PHPU.BUP-
XXIII/2025: PETRUS OHOITIMUR [01:19:36]

TSM, ya.
KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:19:37]
Terus, salah satunya adalah (...)

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 252/PHPU.BUP-
XXIII/2025: PETRUS OHOITIMUR [01:19:38]

Itu penekanan itu.
KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:19:40]
Mestinya tidak noken, tapi diselenggarakan noken?

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 252/PHPU.BUP-
XXIII/2025: PETRUS OHOITIMUR [01:19:42]

Dibuat noken, ya, benar, Yang Mulia.
KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:19:44]
Itu hanya terjadi di 2 TPS?

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 252/PHPU.BUP-
XXIII/2025: PETRUS OHOITIMUR [01:19:46]

Benar, di 2 TPS.
KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:18:47]

Nah, menurut Saudara, bentuk nokennya itu apa, enggak ada
pemilihan sama sekali?

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 252/PHPU.BUP-
XXIII/2025: PETRUS OHOITIMUR [01:19:52]

Menurut (...)
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KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:19:52]
Jadi, kalau one man one vote, kan satu-satu, gitu?

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 252/PHPU.BUP-
XXIII/2025: PETRUS OHOITIMUR [01:19:54]

Satu-satu.
KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:19:55]
Itu enggak ada?

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 252/PHPU.BUP-
XXIII/2025: PETRUS OHOITIMUR [01:19:56]

Enggak ada. Menurut keterangan daripada Prinsipal, dan saksi,
dan tim bahwa tidak pernah dilakukan pemilihan seperti yang ... yang
tadi, Yang Mulia.

KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:20:06]

Ada buktinya di situ ada TPS, gitu, difoto, gitu, enggak ada satu-
satu masuk bilik suara, gitu? Ada enggak, bukti foto?

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 252/PHPU.BUP-
XXIII/2025: PETRUS OHOITIMUR [01:20:13]

Enggak ada, Yang Mulia.
KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:20:13]
Enggak ada?

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 252/PHPU.BUP-
XXIII/2025: PETRUS OHOITIMUR [01:20:14]

Ya.
KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:20:15]

Oke. Nanti (...)
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KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 252/PHPU.BUP-
XXIII/2025: PETRUS OHOITIMUR [01:20:16]

Sebagaimana yang kami dalilkan karena aparat pun terlibat semua
dalam TSM ini.

KUASA HUKUM: [01:20:20]
Mohon izin, tidak benar, Yang Mulia.
KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:20:23]

Ya, jangan direaksi dulu! Jangan direaksi! Nanti kalau berkelahi di
Monas sana.

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 252/PHPU.BUP-
XXIII/2025: PETRUS OHOITIMUR [01:20:28]

Ya, ya. Ya, Yang Mulia.
KUASA HUKUM: [01:20:31]

(suara tidak terdengar jelas) noken.
KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:20:32]

Ya, sudah. Stop, ya!
Ya. Jadi ini harus ada buktinya, ya.

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 252/PHPU.BUP-
XXIII/2025: PETRUS OHOITIMUR [01:20:38]

Ya, akan kami ajukan saksi, Yang Mulia.
KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:20:41]
Ya, nanti kalau diteruskan.

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 252/PHPU.BUP-
XXIII/2025: PETRUS OHOITIMUR [01:20:43]

Ya, ya, Yang Mulia.
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KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:20:44]
Kan belum tentu diteruskan.

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 252/PHPU.BUP-
XXIII/2025: PETRUS OHOITIMUR [01:20:46]

Ya, ya.
KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:20:47]

Tapi itu tadi, kalau mau berkelahi di Monas, ya.

Ya, nanti saya pinjemin bolpoin untuk perang. Kalau dipinjemin
pedang nanti malah kacau, tapi kalau bolpoin kan enggak apa-apa.

Ya, Saudara mengajukan Bukti P-1 sampai dengan P-477?

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 252/PHPU.BUP-
XXIII/2025: PETRUS OHOITIMUR [01:21:07]

Benar, Yang Mulia.
KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:21:09]
P-6 nya nanti tolong dicocokkan kembali, ya.

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 252/PHPU.BUP-
XXIII/2025: PETRUS OHOITIMUR [01:21:11]

P-6, ya.
KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:21:12]
P-6 nanti.

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 252/PHPU.BUP-
XXIII/2025: PETRUS OHOITIMUR [01:21:13]

Oke, oke. Baik, baik.
KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:21:15]
Terus kemudian ini 2 Pemohon ... anu ... Kuasa Hukum Pemohon,

KTA-nya juga sudah enggak berlaku. Pihak Terkait juga. Ya, nanti tolong
dilengkapi.
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KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 252/PHPU.BUP-
XXIII/2025: PETRUS OHOITIMUR [01:21:27]

Yang Mulia, kebetulan atas nama siapa, ya? Kalau saya atas nama
Petrus Ohoitimur itu KTA sudah diterbitkan oleh Peradi yang baru. Sudah

(...)
KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:21:36]
Tapi sudah diserahkan? Ini catatannya belum, ini (...)

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 252/PHPU.BUP-
XXIII/2025: PETRUS OHOITIMUR [01:21:40]

Ya, karena (...)
KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:21:41]
Atas nama Petrus kok.

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 252/PHPU.BUP-
XXIII/2025: PETRUS OHOITIMUR [01:21:42]

Ya, ini kebetulan baru diambil kemarin.
KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:21:44]
Oh, belum diserahkan.

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 252/PHPU.BUP-
XXIII/2025: PETRUS OHOITIMUR [01:21:49]

Karena buru-buru.
KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:21:49]
Gimana itu?

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 252/PHPU.BUP-
XXIII/2025: PETRUS OHOITIMUR [01:21:50]

Ya, Yang Mulia.
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KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:21:50]
Omongannya enggak jelas itu.

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 252/PHPU.BUP-
XXIII/2025: PETRUS OHOITIMUR [01:21:51]

Ini, Yang Mulia.
KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:21:52]

Ya, ya, enggak usah. Enggak usah ditunjuk-tunjukin, nanti
diserahkan di Kepaniteraan saja, ya.

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 252/PHPU.BUP-
XXIII/2025: PETRUS OHOITIMUR [01:21:56]

Ya, baik. Nanti akan kami serahkan.
KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:21:58]
Pak Iwan juga, ya?

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 252/PHPU.BUP-
XXIII/2025: PETRUS OHOITIMUR [01:22:00]

Ya, sama.
KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:22:01]

Ya, sama.
Jadi ini disahkan dulu.

KETUK PALU 1X

Ya. Kalau ngomong yang tepat, masih dikantongin bilangnya
sudah diserahkan. Serahkan di kantong memangnya.

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 252/PHPU.BUP-
XXIII/2025: PETRUS OHOITIMUR [01:22:13]

Ya, Yang Mulia.
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KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:22:15]

Kemudian soft file-nya juga anu, ya ... belum diserahkan. Untuk
daftar anu ... Perbaikan Permohonan dan daftar alat buktinya, soft file-
nya belum diserahkan.

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 252/PHPU.BUP-
XXIII/2025: PETRUS OHOITIMUR [01:22:29]

Soft ... soft ... ya, baik. Kami akan susulkan.
KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:22:30]
Ya. Bentuknya Word, ya.

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 252/PHPU.BUP-
XXIII/2025: PETRUS OHOITIMUR [01:22:32]

Baik.
KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:22:33]

Perbaikan Permohonan yang asli juga belum diserahkan. Nanti
diserahkan!

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 252/PHPU.BUP-
XXIII/2025: PETRUS OHOITIMUR [01:22:39]

Kebetulan kami sudah bawa, cuma belum sempat diserahkan.
KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:22:42]
Ya, belum diserahkan.

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 252/PHPU.BUP-
XXIII/2025: PETRUS OHOITIMUR [01:22:42]

Ya.
KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:22:43]

Kalau dibawa masih di mobil, mobilnya parkirnya jauh, belum
sampai ke sini.
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KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 252/PHPU.BUP-
XXIII/2025: PETRUS OHOITIMUR [01:22:48]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia.
KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:22:49]

Makanya ... tapi untung Hakim-nya sabar. Kalau itu Kuasa
Hukumnya Pemohon enggak sabar itu. Sudah pengin ngajak berkelahi

saja.

KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR
252/PHPU.BUP-XXIII/2025: AHMAD IRWAN LUBIS [01:22:58]

Izin, Yang Mulia. Izin, Yang Mulia.
KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:23:00]
Ya?

KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR
252/PHPU.BUP-XXIII/2025: AHMAD IRWAN LUBIS [01:23:01]

Kami dari Pihak Terkait 225 ingin melengkapi beberapa ... apa ...
kartu tanda pengenal advokat, Yang Mulia.

KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:23:10]
Oh, ya, nanti saja. Kan nanti sebelum ... satu hari sebelum sidang
penundaan, itu nanti diserahkan sekalian dengan jawaban

Termohon[sic!].

KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR
252/PHPU.BUP-XXIII/2025: AHMAD IRWAN LUBIS [01:23:19]

Baik. Baik, Yang Mulia. Terima kasih, Yang Mulia.
KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:23:20]

Ya. Ada waktunya.
Baik. Sudah cukup, ya, ini?
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KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 252/PHPU.BUP-
XXIII/2025: PETRUS OHOITIMUR [01:23:26]

Terima kasih, Yang Mulia.
KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:23:27]

Ya. Kalau Hakimnya masih sabar, tapi lawannya itu yang enggak
sabar itu. Apa lagi ... apa sudah ... model kayak Steven Seagal main film.

Sekarang Perkara 226. Perkara 226 ada surat penarikan, betul ini?

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 226/PHPU.BUP-
XXIII/2025: PANGERAN [01:24:02]

Betul, Yang Mulia.
KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:24:03]
Oke, silakan disampaikan.

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 226/PHPU.BUP-
XXIII/2025: PANGERAN [01:24:04]

Ijin, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb. Selamat pagi (...)
KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:24:08]
waalaikumsalam.

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 226/PHPU.BUP-
XXIII/2025: PANGERAN [01:24:09]

Izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Kuasa Hukum dari Bapak
Petrus Solossa dan Mustakim Hr. Adalah Pasangan Calon Nomor Urut 1,
Yang Mulia.

KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:24:18]

Ya.

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 226/PHPU.BUP-
XXIII/2025: PANGERAN [01:24:19]

Izin menjelaskan, Yang Mulia. Bahwa pada tanggal 14 kemarin,
Prinsipal kami telah resmi menyerahkan Surat Pencabutan Permohonan
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untuk Kabupaten Keerom. Dan di dalam sidang ini, kami sebagai Kuasa
Hukum juga menyatakan bahwa, dan mengonfirmasi bahwa atas
Permohonan dengan Nomor Perkara 226, itu kami cabut, Yang Mulia.
Terima kasih.
KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:24:54]

Sebentar, ini perkaranya 2267?

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 226/PHPU.BUP-
XXIII/2025: PANGERAN [01:24:58]

Betul, Yang Mulia. Jadi (...)
KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:25:58]
Tapi ini kok surat ke ... anunya?

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 226/PHPU.BUP-
XXIII/2025: PANGERAN [01:25:01]

Nah, jadi memang kan yang buat ini kan langsung Prinsipal kami,
Yang Mulia.

KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:24:05]
Oke.

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 226/PHPU.BUP-
XXIII/2025: PANGERAN [01:25:05]

Dia itu melihat dari Akta Pengajuan Permohonan. Jadi nomor
perkaranya itu dia buat dengan Nomor 228 (...)

KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:25:14]
(Suara tidak terdengar jelas) dulu, ya? Oh, oke.

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 226/PHPU.BUP-
XXIII/2025: PANGERAN [01:25:15]

Tapi atas namanya (...)
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KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:25:15]
Tapi ini yang dimaksud adalah Perkara 226?

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 226/PHPU.BUP-
XXIII/2025: PANGERAN [01:25:17]

Perkara 226 makanya kami mengonfirmasi juga, Yang Mulia (...)
KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:25:20]
Ya, Terima kasih.

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 226/PHPU.BUP-
XXIII/2025: PANGERAN [01:25:22]

Terima kasih, Yang Mulia.
KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:25:23]

Nah, begini simpatik ini. Jangan ngeyel, enggak karu-karuan. Ya,
terima kasih, ya.

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 226/PHPU.BUP-
XXIII/2025: PANGERAN [01:25:31]

Terima kasih, Yang Mulia.
KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:25:31]

Nanti akan kita laporkan ke Rapat Permusyawaratan Hakim kalau
Perkara 226 telah ditarik secara resmi di persidangan dan dengan surat

resmi. Ya, baik.

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 226/PHPU.BUP-
XXIII/2025: PANGERAN [01:25:42]

Sebelumnya mungkin, Yang Mulia, kami izin untuk meninggalkan

(.e)
KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:25:46]

Ya, tapi meninggalkan ruang sidang, ya?
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KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 226/PHPU.BUP-
XXIII/2025: PANGERAN [01:25:48]

Ruang sidang.
KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:25:50]
Jangan meninggalkan dunia yang fana.

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 226/PHPU.BUP-
XXIII/2025: PANGERAN [01:25:53]

Baik, Yang Mulia.
KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:25:54]
Ya, silakan.

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 226/PHPU.BUP-
XXIII/2025: PANGERAN [01:25:55]

Terima kasih, Yang Mulia.
KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:25:56]
Ya. Ya, itu Hakim itu juga harus bisa stand up comedy. Kan kalau
enggak bisa bertarung itu. Silakan. Dalam waktu yang tidak terlalu lama.
Sekarang Perkara 274. Yang perkara berikutnya, berapa ini?

Terakhir, 305, ya.

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 305/PHPU.BUP-
XXIII/2025: TANDA PERDAMAIAN NASUTION [01:26:40]

Baik.
KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:26:39]

305. Maju, silakan maju ke depan, 305. Supaya masuknya di TV
lebih mantap begitu. Baik, silakan.

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 274/PHPU.BUP-
XXIII/2025: UCOK EDISON MARPAUNG [01:26:53]

Baik.
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KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:26:53]
Perkara 274.

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 274/PHPU.BUP-
XXIII/2025: UCOK EDISON MARPAUNG [01:26:53]

Izinkan kami menyampaikan pada pokok-pokoknya saja, Yang
Mulia.

KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:26:58]
Ya, silakan.

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 274/PHPU.BUP-
XXIII/2025: UCOK EDISON MARPAUNG [01:26:59]

Dan yang tidak dibacakan, dianggap sudah dibacakan.
Sebagaimana Permohonan.

KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:27:05]
Baik, silakan.

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 274/PHPU.BUP-
XXIII/2025: UCOK EDISON MARPAUNG [01:27:06]

Sebelumnya kami akan menyampaikan dulu, Yang Mulia,
mengenai objek Permohonan. Ini ada perubahan objek Permohonan dari
226 ke 227. Yang berubah adalah di bagian Diktum dan tanggal. Diktum
ketiga, Keputusan Nomor 226, di Diktum itu tanggal selasa
penetapannya, bulan Desember. Dan di Diktum Nomor 227 dibuat
tanggal 9. Tapi tanggalnya berubah, yaitu tanggal 10. Sedangkan di yang
226 tanggal 9. Nah, kami baru mendapatkan SK Perubahan itu di tanggal
12 ketika kami masukkan ke Mahkamah Konstitusi.

Demikian disampaikan, Yang Mulia.

KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:27:56]
Oke, nanti kita catat semua.

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 274/PHPU.BUP-
XXIII/2025: UCOK EDISON MARPAUNG [01:27:58]

Baik.
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KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:27:59]
Ke dalam risalah supaya bisa kita nilainya bersama.

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 274/PHPU.BUP-
XXIII/2025: UCOK EDISON MARPAUNG [01:28:01]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia.
KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:28:03]
Silakan.

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 274/PHPU.BUP-
XXIII/2025: UCOK EDISON MARPAUNG [01:28:03]

Hal Perbaikan Permohonan terhadap objek, yaitu Pembatalan
Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jayapura Nomor 227
Tahun 2024 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum
Jayapura Nomor 226 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan
Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jayapura Tahun 2024, yang
diumumkan pada Selasa, tanggal 10 bulan Desember tahun 2024, pukul
08.00 WIT.

KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:28:40]
Ya.

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 274/PHPU.BUP-
XXIII/2025: UCOK EDISON MARPAUNG [01:28:40]

Dengan hormat (...)
KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:28:43]
Itu dianggap dibacakan itu, ya.

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 274/PHPU.BUP-
XXIII/2025: UCOK EDISON MARPAUNG [01:28:43]

Jan Jap Ormuseray dan Asrin Rante Tasak, yaitu Paslon Bupati
Nomor Urut 3 dari Jayapura.
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KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:28:50]
Ya.

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 274/PHPU.BUP-
XXIII/2025: UCOK EDISON MARPAUNG [01:28:50]

Mengenai Kewenangan Mahkamah, menurut kami (...)
KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:28:54]
Ada kewenangan, ya?

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 274/PHPU.BUP-
XXIII/2025: UCOK EDISON MARPAUNG [01:28:54]

Mahkamah berwenang (...)
KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:28:55]
Terus (...)

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 274/PHPU.BUP-
XXIII/2025: UCOK EDISON MARPAUNG [01:28:57]

Dalam tenggang waktu, Yang Mulia. Karena ditetapkan kami
yakini adalah 10 Desember.

KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:29:04]
Oke.

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 274/PHPU.BUP-
XXIII/2025: UCOK EDISON MARPAUNG [01:29:04]

Kami mengajukan 12 Desember.
KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:29:06]

Nanti (...)
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KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 274/PHPU.BUP-
XXIII/2025: UCOK EDISON MARPAUNG [01:29:06]

Dan perbaikan 16 Desember. Dan menurut Pemohon, masih
dalam tenggang waktu perbaikan Permohonan.

KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:29:11]
Nanti KPU-nya benar enggak ini, ya.

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 274/PHPU.BUP-
XXIII/2025: UCOK EDISON MARPAUNG [01:29:14]

Baik, Yang Mulia.
KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:29:15]
Tolong disampaikan, KPU-nya.

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 274/PHPU.BUP-
XXIII/2025: UCOK EDISON MARPAUNG [01:29:17]

Mengenai Kedudukan Hukum Pemohon. Bahwa Pemohon adalah
pasangan calon bupati, tadi sudah disampaikan. Di Jayapura, jumlah
penduduknya 203.152 penduduk.

KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:29:32]

Ya.

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 274/PHPU.BUP-
XXIII/2025: UCOK EDISON MARPAUNG [01:29:33]

Berarti syarat selisih adalah 2% dari suara sah.
KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:29:36]
Ya.

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 274/PHPU.BUP-
XXIII/2025: UCOK EDISON MARPAUNG [01:29:37]

Suara sah yang ditetapkan KPU adalah 78.914. Dan 2% dari sana,
yaitu 1.578 suara.
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KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:29:49]
Ya.

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 274/PHPU.BUP-
XXIII/2025: UCOK EDISON MARPAUNG [01:29:50]

Selisih antara Pemohon dengan suara terbanyak, sebesar 184
suara (...)

KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:29:55]
Oke.

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 274/PHPU.BUP-
XXIII/2025: UCOK EDISON MARPAUNG [01:29:56]

1.184 suara.
KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:29:59]
Oke.

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 274/PHPU.BUP-
XXIII/2025: UCOK EDISON MARPAUNG [01:29:59]

Sehingga menurut Pemohon, jarak suara terbanyak masih ...
dengan Pemohon masih memenuhi syarat selisih.

KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:30:06]
Ambang batas 158, ya?

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 274/PHPU.BUP-
XXIII/2025: UCOK EDISON MARPAUNG [01:30:08]

Ya, betul.
KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:30:08]

Oke, terus.
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KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 274/PHPU.BUP-
XXIII/2025: UCOK EDISON MARPAUNG [01:30:11]

Dalam pokok Permohonan. Tabel 1 dianggap dibacakan. Selisih
Pemohon berada di tingkat kedua dengan suara sebanyak 21.202 suara.

KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:30:25]
Ya, sekarang (...)

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 274/PHPU.BUP-
XXIII/2025: UCOK EDISON MARPAUNG [01:30:25]

Tabel 2, rekap ... menurut Pemohon ini, Yang Mulia, jumlahnya
berkurang. Ini karena suara-suara yang kita yakini kebenarannya, di luar
dari TPS-TPS yang kami dalilkan. Namun, kita tidak bisa memintakan
penetapan terhadap hal tersebut karena arahnya adalah pemungutan
suara ulang.

KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:30:48]
Oke.

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 274/PHPU.BUP-
XXIII/2025: UCOK EDISON MARPAUNG [01:30:49]

Bahwa menurut Pemohon, selisih perolehan suara tersebut,
disebabkan terhadap ... Pemohon keberatan terhadap perolehan suara di
14 TPS yang tersebar di 6 distrik, yang terjadi pelanggaran-pelanggaran
yang tidak diselesaikan oleh Termohon oleh karena adanya:

a. Rekomendasi pemungutan suara ulang dari Panwas di 8 TPS,

5 distrik, atas pelanggaran yang nyata, tidak dilaksanakan
oleh KPU Kabupaten Jayapura.

b. TPS sudah dilakukan pemungutan suara ulang, namun

pelanggaran-pelanggaran yang sama tetap dilakukan.

Cc. Mobilisasi massa, pengancaman, dan intimidasi, serta

pencoblosan dengan sistem noken.

Kami akan jabarkan sedikit, Yang Mulia.

KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:31:36]

Ya.
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KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 305/PHPU.BUP-
XXIII/2025: TANDA PERDAMAIAN NASUTION [01:30:37]

Yang a. Bahwa setelah pemungutan suara 27 November 2024,
Bawaslu mengeluarkan rekomendasi PSU untuk 8 TPS ... 18 TPS di 8
Distrik Kabupaten Jayapura. Namun, hanya 10 TPS yang ditindaklanjuti.

Bahwa yang 8 TPS yang belum ditindak ... dilakukan PSU oleh
Kabupaten Jayapura, 4 TPS Distrik Sentani, 1 TPS Distrik Demta, 1 TPS
Distrik Nimboran, 1 TPS Distrik Waibu, dan 1 TPS Depapre. Ini bukti-
bukti sudah kami lampirkan dari Bukti 5A sampai dengan 21B, Yang
Mulia.

KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:32:20]
Ya, itu yang di Distrik Kaureh itu juga belum, ya?

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 274/PHPU.BUP-
XXIII/2025: UCOK EDISON MARPAUNG [01:32:26]

Ya, itu nanti (...)
KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:32:27]
5..5TPS (...)

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 274/PHPU.BUP-
XXIII/2025: UCOK EDISON MARPAUNG [01:32:27]

Di paling ketiga, Yang Mulia.
KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:32:29]
Oke.

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 274/PHPU.BUP-
XXIII/2025: UCOK EDISON MARPAUNG [01:32:31]

Bahwa menurut Pemohon seharusnya KPU melaksanakan
rekomendasi Bawaslu untuk memungut ... melakukan pemungutan suara
ulang atau PSU. Bahwa karena 8 TPS belum dilakukan tindaklanjut PSU
oleh KPU Kabupaten Jayapura, maka beralasan bagi mahkamah untuk
membatalkan perolehan suara sebanyak 2.737 suara di 8 TPS tersebut
dan memerintahkan Termohon untuk melakukan PSU di 8 TPS tersebut.

Yang B. TPS yang sudah dilakukan pemungutan suara ulang,
namun pelanggaran yang sama tetap dilakukan. Bahwa dari 10 TPS yang
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ditindaklanjuti oleh Kabupaten Jayapura, 1 TPS, yakni 1 TPS di TPS 4 di
Kampung Doyo Baru, Distrik Waibu, dalam pelaksanaannya masih terjadi
intimidasi dan menyebabkan masyarakat yang terdaftar dalam DPT tidak
bisa mencoblos. Ini ada di bukti (vide Bukti 22 dan 23), Yang Mulia,
sudah kami lampirkan.

KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:33:36]
Ya.

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 274/PHPU.BUP-
XXIII/2025: UCOK EDISON MARPAUNG [01:33:39]

Yang terakhir, Yang Mulia.
c. mobilisasi massa, pengancaman, dan intimidasi, serta
pencoblosan dengan sistem noken.
KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:33:47]

Oh, ada di Jayapura masih ada noken?

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 274/PHPU.BUP-
XXIII/2025: UCOK EDISON MARPAUNG [01:33:50]

Ini dilakukan seolah ini sistem noken, Yang Mulia.
KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:33:53]
Oke.

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 274/PHPU.BUP-
XXIII/2025: UCOK EDISON MARPAUNG [01:33:54]

Bahwa telah terjadi mobilisasi masa di kabu ... dari kab ... masa
dari kabupaten lain yang tidak mempunyai hak pilih di Kabupaten
Jayapura untuk mencoblos di 5 TPS Kampung Lapua, Distrik Kaureh.
Buktinya terlampir di Bukti P-24 sampai dengan 28E, Yang Mulia.
KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:34:13]

Ya.
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1000.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 274/PHPU.BUP-
XXIII/2025: UCOK EDISON MARPAUNG [01:34:14]

Bahwa ter (...)
1001.KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:32:14]
Ini yang di Kaureh tadi, ya?

1002.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 274/PHPU.BUP-
XXIII/2025: UCOK EDISON MARPAUNG [01:34:16]

Ya(...)
1003.KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:34:16]
Kaureh, ya. Ya.

1004.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 274/PHPU.BUP-
XXIII/2025: UCOK EDISON MARPAUNG [01:32:18]

Bahwa telah terjadi mobilisasi, ancaman, dan intimidasi dengan
cara massa datang dimobilisasi menggunakan truk atau pick up, datang
dengan senjata sajam, teriakan-teriakan, lantas memaksa memasuk ke
ko ... TPS. Lalu ko ... koordinator membawa fotokopi surat undangan
yang kita tidak yakini kebenarannya untuk masuk dan ada juga kejadian
untuk membeli surat suara sisa. Mobilisasi yang tidak me ... memiliki hak
suara tersebut, kemudian mencoblos dan ini seolah-olah menggunakan
sistem noken. Setelah itu, masa yang selesai di satu TPS beralih ke TPS
lain dan terjadi hal yang serupa, Yang Mulia.

1005.KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:35:07]
Baik. Terakhir (...)

1006. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 274/PHPU.BUP-
XXIII/2025: UCOK EDISON MARPAUNG [01:35:10]

Bahwa ini dasar hukumnya bahasanya tidak sesuai Keputusan
Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 ... 1774 Tahun 2024 tentang
Perdomaan Teknis, yang di mana sistem noken itu hanya Provinsi Papua
Pegunungan dan sebagian di Papua Tengah, kecuali Mimika dan Nabire,
Yang Mulia.
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1007.KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:35:37]
Ya, silakan, sekarang Petitum (...)

1008.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 274/PHPU.BUP-
XXIII/2025: UCOK EDISON MARPAUNG [01:35:39]

Bahwa karena 5 TPS Distrik Kaureh terjadi mobilisasi, ancaman,
intimidasi, maka beralasan Mahkamah untuk membatalkan perolehan
suara sebanyak 1.962 suara di 5 TPS Distrik Kaureh tersebut dan
memerintahkan Termohon untuk Pemungutan suara ulang.

1009.KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:36:02]
Ya, sekarang Petitumnya juga (...)

1010.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 274/PHPU.BUP-
XXIII/2025: UCOK EDISON MARPAUNG [01:36:04]

Ada dua poin terakhir, Yang Mulia.
1011.KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:36:05]
Ya.

1012.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 274/PHPU.BUP-
XXIII/2025: UCOK EDISON MARPAUNG [01:36:05]

Bahwa pelaksanaan Pilkada 2024 di 27 November dan PSU di 6
Desember di Kabupaten Jayapura dipenuhi oleh mobilisasi massa,
intimidasi, dan ancaman, serta pelaksanaan yang tidak sesuai dengan
peraturan per ... perundang-undangan. Mobili masa ... mobilisasi massa
yang tidak punya hak suara di Kabupaten Jayapura melakukan ancaman
kepada penyelenggara Masyarakat kep ... ke penyelenggara dan
masyarakat Kabupaten Jayapura. Ini video ancaman ini ada di Bukti P-29
dan P-30. Perlu kami sampaikan di sini, Yang Mulia. Bahkan dalam video
itu berkata, “Kami tahu penyelenggara rumahnya di mana-mana saja.”
Itu sudah Kami masukkan di ... pada Bukti P-29 dan P-30, Yang Mulia.

1013.KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:36:56]

Ya. Ya, sudah yang lain dianggap dibacakan. Sekarang Petitum.
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1014.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 274/PHPU.BUP-
XXIII/2025: UCOK EDISON MARPAUNG [01:37:01]

Ya, satu poin lagi, Yang Mulia.
1015.KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:37:03]
Apa?

1016.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 274/PHPU.BUP-
XXIII/2025: UCOK EDISON MARPAUNG [01:37:05]

Bahwa saksi Pemohon tidak dapat melakukan keberatan secara
lisan maupun tertulis di tingkat distrik, karena adanya intimidasi dan
ancaman. Bahkan saksi tidak boleh diperbolehkan masuk (...)

1017.KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:37:15]

Ya, kalau begitu (...)

1018.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 274/PHPU.BUP-
XXIII/2025: UCOK EDISON MARPAUNG [01:37:16]

Proses rekapiltulasi distrik.
1019.KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:36:17]
Keberatan disampaikan di tingkat kabupaten?

1020.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 274/PHPU.BUP-
XXIII/2025: UCOK EDISON MARPAUNG [01:37:20]

Betul, Yang Mulia.
1021.KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:37:21]
Tingkat kota ... Kota Jayapura.

1022.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 274/PHPU.BUP-
XXIII/2025: UCOK EDISON MARPAUNG [01:37:22]

Ya.
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1023.KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:37:23]
Ya, baik.

1024.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 274/PHPU.BUP-
XXIII/2025: UCOK EDISON MARPAUNG [01:37:26]

Pertim ... untuk menguatkan Petitum, Yang Mulia, satu lagi.
Mengingat banyaknya ancaman intimidasi dan mobilisasi massa oleh
massa yang tidak punya hak pilih di Kabupaten Jayapura, baik tanggal 27
November dan 6 Desember, maka beralasan bagi Mahkamah untuk
memerintahkan Tentara Nasional Republik Indonesia dan Kepolisian
Republik Indonesia untuk melakukan pengamanan terhadap pemungutan
suara ulang yang kita mintakan, Yang Mulia.

1025.KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:37:54]
Ya.

1026. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 274/PHPU.BUP-
XXIII/2025: UCOK EDISON MARPAUNG [01:37:55]

Untuk Petitum, kita serahkan kepada rekan kami.
1027.KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:37:58]
Ya.

1028.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 274/PHPU.BUP-
XXIII/2025: BANSAWAN [01:38:00]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia. Saya lanjutkan untuk Petitum.
Bismillahirrahmanirrahim, berdasarkan seluruh uraian sebagaimana
tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk
menjatuhkan putusan sebagai berikut.

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten
Jayapura Nomor 227 tahun 2024 tentang Perubahan Atas
Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jayapura
Nomor 226 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan
Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jayapura Tahun 2024
sepanjang perolehan suara di 4 TPS di Distrik Sentani, TPS 7
Kampung Sentani Kota, TPS 17 Kampung Hinekombe, TPS 1
Kampung Sereh, dan TPS 4 Kampung Sereh, 1 TPS di Distrik
Demta, TPS 2 Kampung Ambora, 1 TPS di Distrik Nimboran,
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TPS 1 Kampung Kuwase, 2 TPS di Distrik Waibu, TPS 3
Kampung Bambar TPS, dan TPS 4 Kampung Doyo Baru, 1 TPS
di Distrik Depapre, TPS 1 Kampung Wambena, dan 5 TPS di
Distrik Kaureh, TPS 5 Kampung Lapua, TPS 8 Kampung Lapua,
TPS 11 Kampung Lapua, TPS 12 Kampung Lapua, dan TPS 16
Kampung Lapua.

3. Memerintakan Termohon untuk melaksanakan Pemungutan
Suara Ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten
Jayapura Tahun 2024 di 4 TPS Distrik Sentani, TPS 07
Kampung Sentani Kota, TPS 17 Kampung Hinekombe, TPS 1
Kampung Sereh, dan TPS 4 Kampung Sereh, 1 TPS di Distrik
Demta, TPS 02 Kampung Ambora, 1 TPS di Distrik Nimboran,
TPS 1 Kampung Kuwase, 2 TPS di Distrik Waibu, TPS di Distrik
Waibu (TPS 3 Kampung Bambar dan TPS 4 Kampung Doyo
Baru), 1 TPS di Distrik Depapre (TPS 1 Kampung Wambena),
dan 5 TPS di Distrik Kaureh (TPS 5 Kampung Lapua, TPS 8
Kampung Lapua, TPS 11 Kampung Lapua, TPS 12 Kampung
Lapua, dan TPS 16 Kampung Lapua).

4. Memerintahkan kepada Kepolisian Republik Indonesia dan
Tentara Nasional Indonesia untuk mela ... melakukan
pengamanan proses pemungutan suara ulang sampai dengan
rekapitulasi suara ulang.

Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon

putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono).
Hormat kami, Kuasa Hukum Pemohon.
Terima kasih, Yang Mulia.

1029.KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:40:46]

Baik, terima kasih.
Prof. Enny, ada? Silakan, Prof.

1030.HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [01:40:51]

Baik. Karena ini penting, saya kira yang berkaitan dengan
tenggang waktu, ya. Saya minta langsung dari KPU. Walaupun ini
bukan sesinya KPU memberikan jawaban, tetapi ini penting sekali.
Karena ada 2 SK, yaitu SK 226, tadi sudah disebutkan oleh Pemohon.
Kemudian, diubah dengan SK 227, betul, ya? Coba, yang dari Jayapura,
maju ke depan. Prinsipalnya, ada? Atau Kuasa?

1031.KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:41:27]

Atau kalau Prinsipannya ada, Prinsipal saja (...)
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1032.HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [01:41:29]
Maju, maju, ke depan saja, maju ke depan.
1033.KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:41:31]
Maju ke depan, sini, biar kelihatan. Enggak apa-apa di ...
duduknya masih itu ... dia maju ke depan sini saja, enggak apa-apa, ya.
Nanti biar (...)
1034.HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [01:41:48]
Maju, silakan, maju.
1035.KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:41:49]
Maju ke sini. Nah, dijelaskan supaya (...)
1036. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [01:41:50]
Ini apa? Ketua?
1037.TERMOHON: MUHAMMAD MUZNI FARAWOWAN [01:41:53]
Divisi Hukum.
1038. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [01:41:53]
Divisi Hukum.
1039. TERMOHON: MUHAMMAD MUZNI FARAWOWAN [01:41:54]
Ya, Yang Mulia.
1040. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [01:41:55]
Memang dikeluarkan yang SK 2267?
1041.TERMOHON: MUHAMMAD MUZNI FARAWOWAN [01:41:58]
Ya.
1042.HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [01:41:58]

Betul?



1043.TERMOHON: MUHAMMAD MUZNI FARAWOWAN [01:41:59]
Betul, Yang Mulia.

1044.HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [01:42:00]
Kapan dikeluarkan SK 226 itu?

1045.TERMOHON: MUHAMMAD MUZNI FARAWOWAN [01:42:02]
SK 226 itu dikeluarkan pukul 23.40.

1046. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [01:42:06]
23.40?

1047.TERMOHON: MUHAMMAD MUZNI FARAWOWAN [01:42:08]
Ya, kami (...)

1048.HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [01:42:09]
2267?

1049. TERMOHON: MUHAMMAD MUZNI FARAWOWAN [01:42:09]
Ya.

1050. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [01:42:11]
Tapi Saudara tulis di sini adalah pada pukul 08.00 WIT.

1051.TERMOHON: MUHAMMAD MUZNI FARAWOWAN [01:42:19]

Ya, itu makanya kami keluarkan di 2 ... SK 277 itu perbaikan.

1052. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [01:42:21]
277, enggak ada.
1053.TERMOHON: MUHAMMAD MUZNI FARAWOWAN [01:42:22]

Eh.
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1054. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [01:42:22]
22 (...)

1055.TERMOHON: MUHAMMAD MUZNI FARAWOWAN [01:42:24]
227.

1056. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [01:42:25]
227, betul?

1057.TERMOHON: MUHAMMAD MUZNI FARAWOWAN [01:42:26]
Ya, perbaikan.

1058. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [01:42:27]

Tapi harinya, harinya itu adalah hari Selasa, tanggal 10
Desember. Itu Anda tulis hari Selasa, tanggal 10 Desember (...)

1059.KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:42:37]
Perbaikannya.

1060. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [01:42:38]
Di SK 226.

1061.TERMOHON: MUHAMMAD MUZNI FARAWOWAN [01:42:39]
Ya, 2 (...)

1062.HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [01:42:40]

Ya, benar hari Selasa itu, tanggal 10 Desember. Ini ada di depan
ini, hari Selasa itu adalah tanggal 10 Desember. Tetapi tulisannya,
jamnya adalah jam 08.00 WIT, ya.

Kemudian, di SK-227, ini kan diubah, ya. Selasa, tanggal 9
Desember. Hari Selasa itu (...)

1063.TERMOHON: MUHAMMAD MUZNI FARAWOWAN [01:43:02]

Ya, itu salah (...)



1064. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [01:43:04]
Itu salah berarti?

1065.TERMOHON: MUHAMMAD MUZNI FARAWOWAN [01:43:05]
Ya, salah pengetikan, Yang Mulia.

1066. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [01:43:06]
Masih salah?

1067.TERMOHON: MUHAMMAD MUZNI FARAWOWAN [01:43:07]
Salah. Jadi (...)

1068.HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [01:43:08]
Berarti Selasa itu tetap 10 Desember, kan?

1069. TERMOHON: MUHAMMAD MUZNI FARAWOWAN [01:43:10]
Kami tetapkan di tanggal 9.

1070. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [01:43:13]
Tapi hari Selasa?

1071.TERMOHON: MUHAMMAD MUZNI FARAWOWAN [01:43:13]
Ya, ha ... pengetikan harinya yang salah.

1072.KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:43:18]
Mestinya Senin, kan?

1073.TERMOHON: MUHAMMAD MUZNI FARAWOWAN [01:43:19]
Ya, penetapan di tang ... tanggal 9, Yang Mulia.

1074.HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [01:43:22]

Jadi, ini ada apa ... kekeliruan, ya?
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1075.TERMOHON: MUHAMMAD MUZNI FARAWOWAN [01:43:25]
Ya, kekeliruan.

1076.HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [01:43:25]
Harinya hari Selasa?

1077.TERMOHON: MUHAMMAD MUZNI FARAWOWAN [01:43:27]
Ya, tanggalnya (...)

1078.HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [01:43:28]
Tapi tanggalnya 9?

1079.TERMOHON: MUHAMMAD MUZNI FARAWOWAN [01:43:29]
Ya.

1080. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [01:43:29]
Anda ubah dari yang 226 itu?

1081.TERMOHON: MUHAMMAD MUZNI FARAWOWAN [01:43:31]
Ya.

1082.HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [01:43:32]
Tetap keliru juga?

1083.TERMOHON: MUHAMMAD MUZNI FARAWOWAN [01:43:33]
Tetap keliru.

1084.HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [01:43:34]
Ya, kan?

1085.TERMOHON: MUHAMMAD MUZNI FARAWOWAN [01:43:35]

Ya.
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1086. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [01:43:35]
Jamnya juga tulis ini kalau jamnya jam 23.43.
1087.TERMOHON: MUHAMMAD MUZNI FARAWOWAN [01:43:39]
Ya, 23.43.

1088. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [01:40:00]
Ya, semula jam 08.00.

1089.TERMOHON: MUHAMMAD MUZNI FARAWOWAN [01:43:42]
Ya, semula (...)

1090. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [01:43:43]
Kemudian, tanggalnya juga, tanggal penetapannya itu (...)

1091. TERMOHON: MUHAMMAD MUZNI FARAWOWAN [01:43:46]
Jadi, ya (...)

1092. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [01:43:47]

Itu juga berbeda, berubah. Jadi, Anda sudah mengubah, tapi
keliru lagi, gitu.

1093.TERMOHON: MUHAMMAD MUZNI FARAWOWAN [01:43:52]
Keliru.
1094.HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [01:43:53]

Lah, itu yang jadi persoalan di situ, ya.
Saya kira itu saja. Cukup.

1095.TERMOHON: MUHAMMAD MUZNI FARAWOWAN [01:43:57]
Terima kasih, Yang Mulia.
1096.KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:43:58]

Ya. Jadi, begini, ya, untuk KPU, Bawaslu, dan semuanya saja.
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Ada yang harus kita pahami bersama bahwa masalah Pilkada itu
adalah masalah yang berhubungan dengan para pihak. Keakuratan
tanggal, keakuratan hari, keakuratan jam, sampai jam itu penting,
sampai menit saja penting. Karena ada batasan-batasan kapan boleh
diajukan, kapan melewati tenggang waktu, dan sebagainya.

Perbaikan juga begitu, jadi perbaikannya 3 hari setelah itu dan
itu dihitung semua, antara Pileg dan Pilpres dengan Pilkada juga beda,
kalau itu jam, Pileg/Pilpres 24 jam. Tapi kalau ini menghitungnya hari.
Jadi harus presisi. Dan ini karena apa? Bukti formal itu sangat penting,
ya. Meskipun kita mencari keadilan substantial ... subsantif, substansial,
tapi bukti formal itu sangat penting. Karena kalau tidak begitu nanti kita
bisa merugikan para pihak. Bisa menguntungkan Pemohon, atau
menguntungkan Termohon, atau Pihak Terkait.

Jadi kita harus berada di betul-betul berdasarkan bukti formal.
Jadi Saudara barus (sic!) tahu, ya di badan peradilan umum untuk
pidana, itu saksi penting menduduki urutan pertama, karena dia yang
melihat menyaksikan sendiri. Kalau nggak bertanya, tanya Prof. Anwar
yang pengalaman di Mahkamah Agung. Tapi di sini Pilkada, bukti formal
surat tulisan itu penting sekali, yang pertama, kemudian saksi itu
menduduki urutan yang berikutnya. Itu harus dipahami semua,
pelajaran-pelajaran gini, ya.

Jadi tolong KPU lain kali yang betul-betul presisi, ya, jangan
sampai ada begitu. Yang bisa menyebabkan perkelahian itu, ya karena
ini tadi ... ya, kan?

Baik. Saudara mengajukan Bukti P-1 sampai dengan P-337?

1097.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 274/PHPU.BUP-
XXIII/2025: UCOK EDISON MARPAUNG [01:46:27]

Betul, Yang Mulia.
1098.KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:46:28]

Ya, disahkan.

KETUK PALU 1X

1099.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 274/PHPU.BUP-
XXIII/2025: UCOK EDISON MARPAUNG [01:46:29]

Terima kasih, Yang Mulia.
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1100.KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:46:31]

Kemudian ini, Pihak Terkait ada dua yang ajukan di Perkara 274.

Satu, Kuasa Hukumnya Dr. Mehbob dan satu Kuasa Hukumnya
Dr. Petrus El. Ini gimana, ini? Sudah bergabung jadi satu? Ini hanya
satu yang akan didengar Pihak Terkait yang mana?

Silakan.

1101.KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR
274 /PHPU.BUP-XXIII/ 2025: NOVIANTO RAHMANTYO
[01:46:56]
Ya. Izin, Yang Mulia.
Untuk yang 274 itu memang memakai dua tim hukum yang
berbeda. Yang satu dari kepartaian, yang satu tim hukum.
1102.KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:47:06]
Tapi yang harus bicara hanya satu di dep ... anu ... Peradi (...)
1103.KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR
274/PHPU.BUP-XXIII/ 2025: NOVIANTO RAHMANTYO
[01:47:10]
Ya.
1104.KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:47:11]

Sidang. Sudah di ... anu ... di ... apa ... disatukan, kesepakatan,
nanti satu saja.

1105.KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR
274 /PHPU.BUP-XXIII/ 2025: NOVIANTO RAHMANTYO
[01:47:20]
Sudah.
1106.KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:47:21]

Sudah, ya?
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1107.KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR
274 /PHPU.BUP-XXIII/2025: NOVIANTO RAHMANTYO
[01:47:21]
Sudah, Yang Mulia.
1108.KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:47:22]
Ya, itu. Tapi jangan keras-keras, nanti merusak aset negara, itu.
1109.KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR
274 /PHPU.BUP-XXIII/ 2025: NOVIANTO RAHMANTYO
[01:47:26]
Ya.
1110.KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:47:28]
Jadi sudah Klir, ya?
1111.KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR
274 /PHPU.BUP-XXIII/2025: NOVIANTO RAHMANTYO
[01:47:30]
Klir, Yang Mulia.
1112.KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:47:31]
Ya. Jadi ini, disini karena ada yang mengajukan Permohonan
sebagai Pihak Terkait ada dua pihak. Satu, Pak Dr. Mehbob, yang satu
Dr. Petrus El, tapi sekarang sudah disatukan, ya?
1113.KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR
274 /PHPU.BUP-XXIII/2025: NOVIANTO RAHMANTYO
[01:47:42]
Sudah, Yang Mulia.
1114.KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:47:43]

Nanti hanya satu (...)



135

1115.KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR
274 /PHPU.BUP-XXIII/2025: NOVIANTO RAHMANTYO
[01:47:45]
Kartu (...)
1116.KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:47:45]
Keterangan Pihak Terkait.
1117.KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR
274 /PHPU.BUP-XXIII/ 2025: NOVIANTO RAHMANTYO
[01:47:47]
Ya.
1118.KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:47:47]
Dengan bukti-buktinya satu, ya?
1119.KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR
274/PHPU.BUP-XXIII/ 2025: NOVIANTO RAHMANTYO
[01:47:49]
Ya.
1120.KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:47:49]

Baik. Terima kasih, konfirmasinya.
Ada Pemohon yang mau disampaikan lagi?

1121.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 274/PHPU.BUP-
XXIII/2025: UCOK EDISON MARPAUNG [01:47:58]

Cukup, Yang Mulia. Mungkin satu saja, Yang Mulia.
1122.KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:48:00]

Lho, cukup kok satu?
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1123.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 274/PHPU.BUP-
XXIII/2025: UCOK EDISON MARPAUNG [01:48:01]

Kami .. kami sebagai catatan, kami mendapatkan yang baru 227,
setelah kami mendaftarkan tepatnya saya masih dibawah itu, saya
kaget juga, Yang Mulia (...)

1124.KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:48:13]

Ya.

1125.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 274/PHPU.BUP-
XXIII/2025: UCOK EDISON MARPAUNG [01:48:13]

Seolah-olah di buat tanggal 9. Padahal perdebatan yang terjadi

adalah mengikuti dari ... saran dari Mahkamah Konstitusi. Jika sudah
mepet jam 12.00, ditetapkan saja hari berikutnya. Itu .. itu yang kita

(...)
1126.KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:48:27]
Ya.

1127.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 274/PHPU.BUP-
XXIII/2025: UCOK EDISON MARPAUNG [01:48:30]

Tangkap dan itu yang terjadi faktanya, Yang Mulia.
1128.KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:48:30]
Ya.

1129.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 274/PHPU.BUP-
XXIII/2025: UCOK EDISON MARPAUNG [01:48:31]

Malah terjadi swicthing, itu kami juga heran.
1130.KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:48:34]
Ya. Nanti kita .. itu yang menilai kita itu nanti.

1131.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 274/PHPU.BUP-
XXIII/2025: UCOK EDISON MARPAUNG [01:48:36]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia.
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1132.KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:48:38]

Baik, terima kasih.

Yang terakhir sekarang Perkara 305. 305, saya buka berkasnya
dulu. Ini juga setelah kita membaca ada beberapa hal yang perlu kita
dalami karena banyak hal-hal yang harus didalami. Terutama nanti
jawaban Pihak Termohan dan Pihak Bawaslu nanti penting untuk
bereaksi ini di sini. Tapi, juga Pihak Terkaitnya harus bereaksi dengan
sebaik-baiknya. Silakan, untuk Perkara 305, untuk sengketa di
Kabupaten Puncak Jaya.

1133.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 305/PHPU.BUP-
XXIII/2025: HARDIAN TUASAMU [01:49:30]

Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb.
1134.KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:49:35]
Wassalamualaiku.

1135.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 305/PHPU.BUP-
XXIII/2025: HARDIAN TUASAMU [01:49:37]

Selamat Pagi. Salam sejahtera untuk kita semua. Mohon
perkenannya, Yang Mulia. Kami akan memaparkannya lewat
PowerPoint yang sudah kami (...)

1136.KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:49:46]

Wah ini, harganya lebih mahal ini, PowerPoint. Silakan,
PowerPoint-nya ditayangkan.

1137.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 305/PHPU.BUP-
XXIII/2025: HARDIAN TUASAMU [01:49:53]

Objek perkaranya Pembatalan Putusan Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Puncak Jaya Nomor 476 Tahun 2024 tentang Penetapan
Hasil Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Jaya
Tahun 2024 yang ditetapkan dan diumumkan pada hari Rabu, tanggal
18 Desember 2024, pukul 06:32 WIT. Di situ kami memberi catatan
yang ditandatangani oleh KPU Provinsi Papua Tengah.

1138.KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:50:31]

Oke. Jadi ini (...)
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1139.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 305/PHPU.BUP-
XXIII/2025: HARDIAN TUASAMU [01:50:31]

Meskipun ini SK pakai menggunakan KOP KPU Kabupaten Punjak
Jaya, namun dalam SK 476 vyang menandatanganinya adalah
Komisioner KPU Provinsi Papua Tengah.
1140.KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:50:56]
Ini perlu dijelaskan, kenapa kok yang tanda tangan kok KPU
Provinsi?
1141.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 305/PHPU.BUP-
XXIII/2025: HARDIAN TUASAMU [01:50:49]
Itu nanti akan kami jelaskan pada pokok perkara (...)
1142.KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:50:53]
Oke.

1143.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 305/PHPU.BUP-
XXIII/2025: HARDIAN TUASAMU [01:50:53]

Se ... se ... seka ... sebelum pokok perkara (...)
1144.KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:50:55]
Baik, padahal ini kan sebelum pemilihan (...)

1145.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 305/PHPU.BUP-
XXIII/2025: HARDIAN TUASAMU [01:50:57]

Tingkat kabupaten (...)
1146.KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:50:57]
Tingkat kabupaten.

1147.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 305/PHPU.BUP-
XXIII/2025: HARDIAN TUASAMU [01:50:59]

Ya.
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1148.KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:51:01]
Di Kabupaten Puncak Jaya, ya?

1149.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 305/PHPU.BUP-
XXIII/2025: HARDIAN TUASAMU [01:51:02]

Benar, Yang Mulia.
1150.KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:51:03]
Oke, silakan diteruskan.

1151.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 305/PHPU.BUP-
XXIII/2025: HARDIAN TUASAMU [01:51:04]

Kewenangan Mahkamah. Menurut Pemohon, Mahkamah
berwenang untuk memeriksa Permohonan Pemohon.

1152.KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:51:10]
Ya.

1153.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 305/PHPU.BUP-
XXIII/2025: HARDIAN TUASAMU [01:51:10]

Terkait dengan tenggang waktu, baik pengajuan maupun
perbaikan, kami mengajukan ... karena ditetapkan tanggal 18
Desember 2024 WIT, kami mengajukan Permohonan di hari yang
sama, pukul 23:00 WIB.
1154.KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:51:30]
Ya.

1155.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 305/PHPU.BUP-
XXIII/2025: HARDIAN TUASAMU [01:51:31]

Kemudian, Perbaikan Permohonan kami sampaikan pada hari
Jumat Tanggal 20 Desember, pukul 23:10 dan sehingga menurut kami
masih (...)

1156.KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:51:39]

Masuk tenggang waktu (...)
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1157.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 305/PHPU.BUP-
XXIII/2025: HARDIAN TUASAMU [01:51:41]

Masih masuk tenggang waktu.
1158.KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:51:42]
Ya.

1159.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 305/PHPU.BUP-
XXIII/2025: HARDIAN TUASAMU [01:51:43]

Mengenai Kedudukan Hukum Pemohon. Pemohon Pasangan Calon
Nomor Urut 1 atas nama Dr. Yuni Wonda, S.Sos., dan Mus Kogoya,
S.E., berdasarkan Surat Keputusan KPU Kabupaten Puncak Jaya Nomor
375 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan
Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Jaya Tahun 2024, tertanggal
23 September 2024. Terkait dengan selisih, total jumlah penduduk
Kabupaten Puncak Jaya itu 231.499 jiwa. Nah, sesuai ketentuan Pasal
158, ambang batas 2%. Nah, berdasarkan Keputusan KPU yang
menjadi objek perkara, total perolehan ... total suara sah itu 196.881.
Dengan rincian, Pasangan Nomor Urut 1 itu mendapatkan 85.802
suara. Dan Pasangan Nomor Urut 2, Miren Kogoya, S.I.Kom., dan Mendi
Wonerengga, mendapatkan perolehan suara 111.079 suara. Artinya,
ada selisih 25.277 suara atau sekitar 12,8%.

1160.KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:53:06]
Ya.

1161.KUASA HUKUM PIHAK PEMOHON PERKARA NOMOR
305/PHPU.BUP-XXIII/2025: HARDIAN TAUSAMU [01:53:07]

Namun menurut Pemohon, Mahkamah dapat menunda
pemberlakuan ambang batas ini karena ada 5 poin mendasar, yang
menurut Pemohon, Mahkamah bisa menunda pemberlakuan ambang
batas ini.

Pertama adalah penggon ... pengondisian logistik oleh Calon
Bupati Nomor Urut 2 in casu sebagai Pihak Terkait di 4 distrik, yakni
Distrik Mulya, Distrik Tingginambut, Distrik Gurage, dan Distrik Lumo.

Ini (...)
1162.KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:53:44]

Yang Puncak Jaya ini, berarti masih menggunakan noken, ya?
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1163.KUASA HUKUM PIHAK PEMOHON PERKARA NOMOR
305/PHPU.BUP-XXIII/2025: HARDIAN TAUSAMU [01:53:47]

Ya.
1164.KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:53:48]
Oke.

1165.KUASA HUKUM PIHAK PEMOHON PERKARA NOMOR
305/PHPU.BUP-XXIII/2025: HARDIAN TAUSAMU [01:53:49]

Berdasarkan surat ketetapan SK KPU itu, di Provinsi Papua
Tengah ada 6 kabupaten yang menggunakan sistem noken.

1166.KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:53:57]
Oke.

1167.KUASA HUKUM PIHAK PEMOHON PERKARA NOMOR
305/PHPU.BUP-XXIII/2025: HARDIAN TAUSAMU [01:53:57]

Salah satunya Kabupaten Puncak Jaya (...)
1168.KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:53:59]
Puncak Jaya, ya.

1169.KUASA HUKUM PIHAK PEMOHON PERKARA NOMOR
305/PHPU.BUP-XXIII/2025: HARDIAN TAUSAMU [01:54:00]

Dan untuk 6 kabupaten ini, sistem nokennya berlaku di seluruh
TPS, Yang Mulia.

1170.KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:54:05]
Ya. Terus? Silakan.

1171.KUASA HUKUM PIHAK PEMOHON PERKARA NOMOR
305/PHPU.BUP-XXIII/2025: HARDIAN TAUSAMU [01:54:08]

Yang kedua. Terdapat pengambilalihan tugas dan fungsi KPU
Kabupaten Puncak Jaya oleh KPU Provinsi Papua Tengah yang tidak
sesuai dengan mekanisme dan prosedur.
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Ketiga. Ada penambahan dan pengurangan suara yang dilakukan
oleh KPU Provinsi Papua Tengah yang mempengaruhi hasil perolehan
suara.

1172.KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:54:31]
Oke.

1173.KUASA HUKUM PIHAK PEMOHON PERKARA NOMOR
305/PHPU.BUP-XXIII/2025: HARDIAN TAUSAMU [01:54:31]

Keempat. Tidak dilaksanakannya rekomendasi Bawaslu
Kabupaten Puncak Jaya oleh KPU Provinsi Papua Tengah.

Dan vyang .. alasan vyang terakhir untuk penundaan
pemberlakuan ambang batas ini, yakni kesalahan penghitungan dan
penetapan hasil perolehan suara di Kabupaten Puncak Jaya di 4 distrik,
yakni Distrik Pagaleme, Dokome, Kolome ... Kalome, dan Ilamburawi.

1174.KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:54:59]
Oke. Silakan.

1175.KUASA HUKUM PIHAK PEMOHON PERKARA NOMOR
305/PHPU.BUP-XXIII/2025: HARDIAN TAUSAMU [01:55:00]

Ke pokok Permohonan, Yang Mulia.
1176.KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:55:03]
Ya.

1177.KUASA HUKUM PIHAK PEMOHON PERKARA NOMOR
305/PHPU.BUP-XXIII/2025: HARDIAN TAUSAMU [01:55:04]

Perolehan suara menurut versi Pemohon itu seharusnya 89.832
suara dan Pihak Terkait 53.248 suara. Itu versi Pemohon.

1178.KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:55:22]

Ya.
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1179.KUASA HUKUM PIHAK PEMOHON PERKARA NOMOR
305/PHPU.BUP-XXIII/2025: HARDIAN TAUSAMU [01:55:23]

Nah, itu didasarkan pada hal-hal tadi, 5 hal tadi. Yang dimaksud
dengan pengondisian logistik itu pada tanggal 26 November tahun
2024, harusnya logistik di 4 distrik itu sudah terdistribusi. Namun,
sekitar jam 19.00 WIT, Kantor KPU Kabupaten Puncak Jaya didatangi
oleh ... itu bisa nanti dengan perkenan, Yang Mulia, kami di slide
kesembilan, kami menunjukkan bukti pengambil paksaan logistik
pemilihan yang dilakukan oleh Pihak Terkait di Kantor KPU Kabupaten
Puncak Jaya.

1180.KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:56:13]

Ini pengamanannya gimana, kok Pihak Terkait bisa sampai
ngambil logistik, itu? Menurut Pemohon.

1181.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 305/PHPU.BUP-
XXIII/2025: HARDIAN TUASAMU [01:56:21]

Di ... memang pada saat pengambilan ... pengambil paksaan
logistik itu ada aparat keamanan, namun kondisi Puncak Jaya cukup
mencekam dan memang kalau istilah yang lazim di Papua itu, itu
termasuk wilayah merah, karena masih banyak gerakan-gerakan.

1182.KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:56:40]

Rawan, ya, berarti, ya?

1183.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 305/PHPU.BUP-
XXIII/2025: HARDIAN TUASAMU [01:56:40]

Rawan.
1184.KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:56:41]
Oke.

1185.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 305/PHPU.BUP-
XXIII/2025: HARDIAN TUASAMU [01:56:42]

Benar, Yang Mulia.
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1186.KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:56:42]
Ya, terus.

1187.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 305/PHPU.BUP-
XXIII/2025: HARDIAN TUASAMU [01:56:44]

Jadi itu satu yang pengkon ... pengkondisian logistik itu sudah
kami (...)

1188.KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:56:50]

Pengkondisian logistik itu yang meliputi apa saja, logistik apa
saja yang diambil?

1189.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 305/PHPU.BUP-
XXIII/2025: HARDIAN TUASAMU [01:56:54]

Jadi, kejadian yang di tanggal 26 November, itu untuk di kantor
KPU itu diambil logistik dari 2 distrik. Distrik Mulia dan Distrik Lumo,
ditambah dokumen D.Hasil Distrik Pagaleme itu diambil di hari yang
sama oleh Pihak Terkait.
1190.KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:57:19]
Oke.

1191.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 305/PHPU.BUP-
XXIII/2025: HARDIAN TUASAMU [01:57:20]

Jika, diperkenankan mungkin bisa ke slide kesembilan, ada video
singkat yang berdurasi 38 detik.

1192.KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:57:31]
Ya, nanti dijadikan bukti saja.

1193.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 305/PHPU.BUP-
XXIII/2025: HARDIAN TUASAMU [01:57:33]

Bukti, itu sudah dijadikan bukti, Yang Mulia.
1194.KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:57:35]

Ya, oke. Langsung penjelasannya.
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1195.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 305/PHPU.BUP-
XXIII/2025: HARDIAN TUASAMU [01:57:40]

Jadi, pasca pengambilan logistik itu, di Puncak Jaya ini tidak ada
rekapitulasi tingkat kabupaten di kabupaten, Yang Mulia. Untuk (...)

1196.KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:57:48]
Oh, jadi rekapitulasinya dipindahkan (...)

1197.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 305/PHPU.BUP-
XXIII/2025: HARDIAN TUASAMU [01:57:51]

Dipindahkan ke Nabire.
1198.KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:57:53]
Nabire.

1199.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 305/PHPU.BUP-
XXIII/2025: HARDIAN TUASAMU [01:57:54]

Karena, mempertimbangkan kondisi keamanan.
1200.KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:57:58]
Oke.

1201.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 305/PHPU.BUP-
XXIII/2025: HARDIAN TUASAMU [01:57:59]

Itu berdasarkan surat KPU.
1202.KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:58:02]
Ini maksudnya Provinsi Papua Tengah, ya?

1203.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 305/PHPU.BUP-
XXIII/2025: HARDIAN TUASAMU [01:58:06]

Jadi, ada Surat KPU Pap ... Provinsi Papua Tengah Nomor
2087/PL.02.6-SD/94/2024 tertanggal 7 Desember, kemudian
ditindaklanjuti oleh surat dijawab olen KPU RI dengan Surat Nomor
2835/PL.02.6-SD/06/2024 tertanggal 8 Desember. Ini karena kondisi
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keamanan yang tidak memungkinkan terjadinya Pleno rekapitulasi di
tingkat Kabupaten Puncak Jaya.

1204.KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:58:51]
Kabupaten, Kabupaten Puncak Jaya itu ibu kotanya di mana?

1205.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 305/PHPU.BUP-
XXIII/2025: HARDIAN TUASAMU [01:58:56]

Mulia.
1206.KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:58:58]

Mulia.
Kalau Provinsi Papuanya?

1207.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 305/PHPU.BUP-
XXIII/2025: HARDIAN TUASAMU [01:59:01]

Provinsi Papua Tengah, Kabupaten Nabire.
1208.KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:59:03]
Nabire, ya?

1209.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 305/PHPU.BUP-
XXIII/2025: HARDIAN TUASAMU [01:59:04]

Ya.
1210.KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:59:04]
Oke, terus.

1211.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 305/PHPU.BUP-
XXIII/2025: HARDIAN TUASAMU [01:59:07]

Kemudian, itu terkait dengan pengkondisian logistik, videonya
yang tadi sudah kami putarkan.

Nah, kemudian untuk 2 distrik ini kaitannya yang tadi. Distrik
Pagaleme itu dalam rekapitulasi karena dokumen D.Hasil distrik itu
sudah diambil oleh Pihak Terkait. Penyelenggara hanya memegang
dokumen C.Hasil.
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1212.KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:57:33]
Oke.

1213.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 305/PHPU.BUP-
XXIII/2025: HARDIAN TUASAMU [01:59:35]

Sistem noken itu memang dia sama seperti .. yang
membedakan sistem Noken sesuai dengan Surat SK KPU itu, bahwa
pelaksanaan pengikatan suara itu terjadi di hari yang sama, yakni
tanggal 27 November.

1214.KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:59:48]
Ya.

1215.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 305/PHPU.BUP-
XXIII/2025: HARDIAN TUASAMU [01:59:49]

Setelah ada kesepakatan, kemudian seluruh kesepakatan itu
diadministrasikan dalam dokumen KPU secara berjenjang.

1216.KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:59:58]
Ya.

1217.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 305/PHPU.BUP-
XXIII/2025: HARDIAN TUASAMU [01:59:59]

Baik C.Hasil, C.Hasil Salinan (...)
1218.KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:00:00]
Dari TPS ke distrik (...)

1219.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 305/PHPU.BUP-
XXIII/2025: HARDIAN TUASAMU [02:00:01]

Dari TPS, distrik, sampai kabupaten dan provinsi.
1220.KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:00:03]

Kabupaten, ya.



148

1221.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 305/PHPU.BUP-
XXIII/2025: HARDIAN TUASAMU [02:00:06]

Karena ada pengambil paksaan logistik ini, sehingga tidak hanya
menciderai nilai-nilai demokrasi Pancasila kita, tapi juga menciderai
nilai-nilai yang memang asas kekeluargaan yang ada di Papua sendiri
melalui sistem noken itu. Harusnya kan kesepakatan itu kemudian (...)

1222.KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:00:24]

Dituangkan.

1223.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 305/PHPU.BUP-
XXIII/2025: HARDIAN TUASAMU [02:00:25]

Dituangkan secara berjenjang.
1224.KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:00:27]
Ya.

1225.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 305/PHPU.BUP-
XXIII/2025: HARDIAN TUASAMU [02:00:28]

Namun vyang terjadi adalah tidak ada kesepakatan, tapi
pengadministrasian itu dilakukan oleh Pihak Terkait, karena seluruh
logistiknya diambil.

1226.KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:00:40]

Itu dilakukan di mana? Di tingkat kabupaten enggak ada, atau
langsung di tingkat provinsi berarti pengadministrasiannya?

1227.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 305/PHPU.BUP-
XXIII/2025: HARDIAN TUASAMU [02:00:47]

Pengadministrasian itu nanti dilakukan pada saat rekapitulasi di
Kabupaten Nabire, itu kaitannya dengan pengambil alih.

1228.KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:00:57]

Berarti kalau itu, di tingkat provinsi itu ... sudah?
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1229.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 305/PHPU.BUP-
XXIII/2025: HARDIAN TUASAMU [02:00:59]

Ya, benar.
1230.KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:01:00]
Ya. Di Nabire itu kan di provinsi.

1231.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 305/PHPU.BUP-
XXIII/2025: HARDIAN TUASAMU [02:01:02]

Tapi di Nabire pemindahan itu tidak langsung ke rekapitulasi di
tingkat provinsi, Yang Mulia.

1232.KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:01:08]
Oke.

1233.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 305/PHPU.BUP-
XXIII/2025: HARDIAN TUASAMU [02:01:09]

KPU Kabupaten Puncak Jaya masih diberikan waktu untuk
melakukan rekapitulasi.
Nah, terkait dengan pengambil paksaan logistik ini, Bawaslu
Kabupaten Puncak Jaya sejak tanggal ... pada tanggal 30 November itu
sudah mengeluarkan beberapa rekomendasi (...)
1234.KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:01:28]
Oke.

1235.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 305/PHPU.BUP-
XXIII/2025: HARDIAN TUASAMU [02:01:28]

Yang juga sudah kami jadikan bukti.
1236.KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:01:]

Ada, anu ... apa namanya ... laporan Bawaslu, rekomendasi
Bawaslu?
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1237.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 305/PHPU.BUP-
XXIII/2025: HARDIAN TUASAMU [02:01:35]

Rekomendasi Bawaslu, karena pelanggaran pemilihan itu bisa
berdasarkan laporan atau temuan oleh Bawaslu.

1238.KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:01:43]
Ya, betul.

1239.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 305/PHPU.BUP-
XXIII/2025: HARDIAN TUASAMU [02:01:44]

Nah, yang sudah kami lampirkan juga sebagai Bukti P-5, P-6,
sampai dengan P-8 itu rekomendasi Bawaslu untuk tidak
mengikutsertakan 4 distrik ini, Distrik Mulia, Lumo, Gurage, dan Distrik
Tingginambut untuk tidak diikut sertakan dalam rekapitulasi. Sebab
logistik itu dikuasai oleh pihak yang tidak berwenang.

1240.KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:02:17]
Oke.

1241.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 305/PHPU.BUP-
XXIII/2025: HARDIAN TUASAMU [02:02:18]

Nah, pada tanggal 17 Desember, sebenarnya KPU Kabupaten
Puncak Jaya sudah menyelesaikan sekitar 15 distrik. Termasuk di
dalamnya, KPU Kabupaten Puncak Jaya sebenarnya sudah
menindaklanjuti rekomendasi Bawaslu Kabupaten untuk tidak merekap
suara di Distrik Mulia dan Distrik Lumo.

Namun pada tanggal yang sama, KPU Provinsi Papua Tengah
mengambilalih tugas KPU Kabupaten Puncak Jaya tanpa dasar. Sebab
mekanisme pengambilalihan sesuai ketentuan PKPU itu harus didahului
dengan penonaktifan sementara KPU Kabupaten.

Sampai saat ini, belum ada surat keputusan KPU RI untuk
menonaktifkan komisioner KPU Kabupaten Puncak Jaya.

1242.KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:03:13]

Oke.
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1243.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 305/PHPU.BUP-
XXIII/2025: HARDIAN TUASAMU [02:03:14]

Artinya seharusnya SK-476 ini juga batal demi hukum, karena
yang menandatangani tidak berwenang.

1244.KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:03:23]
Oke, itu (...)

1245.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 305/PHPU.BUP-
XXIII/2025: HARDIAN TUASAMU [02:03:23]

Sehingga pada tanggal 17 itu, KPU Kabupaten Puncak Jaya (...)
1246.KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:03:26]
Ya. Agak ... agak dipercepat.

1247.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 305/PHPU.BUP-
XXIII/2025: HARDIAN TUASAMU [02:03:28]

Ya.
1248.KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:03:29]
Itu rekomendasi Bawaslu tidak hanya satu kali di sini?

1249.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 305/PHPU.BUP-
XXIII/2025: HARDIAN TUASAMU [02:03:32]

Ada, ada beberapa.
1250.KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:03:32]
Yang di dalam Permohonan.

1251.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 305/PHPU.BUP-
XXIII/2025: HARDIAN TUASAMU [02:03:34]

Karena itu rekomendasi yang dikeluarkan per distrik, Yang Mulia.
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1252.KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:03:39]

Oke. Jadi semua rekomendasi ini tidak dijalankan? Ada
rekomendasi (...)

1253.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 305/PHPU.BUP-
XXIII/2025: HARDIAN TUASAMU [02:03:47]

Awalnya ... awalnya dijalankan oleh KPU Kabupaten Puncak Jaya.
Namun ketika ada pengambilalihan, ini juga melanggar mekanisme.
Pengambilalihan sekiranya pun dimungkinkan KPU Provinsi tidak boleh
mem ... memveto apa yang sudah diputuskan dan ditetapkan oleh KPU
Kabupaten, hanya melanjutkan rekapitulasi. Faktanya, untuk
rekapitulasi di 5 dis ... 15 distrik, termasuk di dalamnya sudah
menjalankan rekomendasi Bawaslu untuk 2 distrik (Lumo dan Mulia)
itu, kemudian juga dikembalikan oleh KPU Provinsi (...)

1254.KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:05:25]
Diulang kembali (...)

1255.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 305/PHPU.BUP-
XXIII/2025: HARDIAN TUASAMU [02:05:26]

Diulang kembali.
1256.KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:05:27]
Rekomen ... anunya ... penghitungan suaranya?

1257.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 305/PHPU.BUP-
XXIII/2025: HARDIAN TUASAMU [02:05:28]

Jadi, ini kaitannya dengan meka ... apa ... pengambilalihan yang
tidak sesuai mekanisme.

1258.KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:05:33]
Oke.

1259.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 305/PHPU.BUP-
XXIII/2025: HARDIAN TUASAMU [02:05:34]

Itu gambaran umum kami. Tapi sebelum masuk ke Petitum,
karena pertimbangan kondisi keamanan tadi dan bahkan logistik pun
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bisa diambil dari kantor KPU, maka menurut kami, tidak ... tidak perlu
dilakukan PSU di Kabupaten Puncak Jaya demi keselamatan warga.
Karena ketika PSU itu terjadi, kemungkinan terjadi konflik itu sangat
besar, Yang Mulia.

1260.KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:06:12]

Oke. Terus, Petitumnya bacakan. Silakan.

1261.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 305/PHPU.BUP-
XXIII/2025: HARDIAN TUASAMU [02:06:17]

Ya, nanti Petitum saya serahkan ke lain.

1262.KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:06:20]

Oh, ya, sesama advokat satu tim dilarang mendahului, seperti

bus kota.

1263.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 305/PHPU.BUP-
XXIII/2025: HARDIAN TUASAMU [02:06:27]

Berdasarkan dalil-dalil Pemohon di atas, Pemohon dengan segala
hormat memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah
Konstitusi, untuk menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut.

1.

Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten

Puncak Jaya Nomor 476 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil
Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak
Jaya Tahun 2024, tertanggal 18 Desember 2024, pukul 06.32
WIT, sepanjang perolehan suara di Distrik Mulia, Distrik
Lumo, Distrik Tingginambut, Distrik Gurage, Distrik
Pagaleme, Distrik Dokome, Distrik Kalome, dan Distrik
Ilamburawi.
Menetapkan perolehan suara ... menetapkan perolehan suara
hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten
Puncak Jaya Tahun 2024 yang benar menurut Pemohon
sebagai berikut.

Nomor Urut 1, perolehan suara Dr. Yuni Wonda, S.Sos.,

S.IP, M.M.,, dan MUS Kogoya, S.E., perolehan suara

89.835 suara.

Pasangan Nomor Urut 2, Miren Kogoya, S.I.Kom., dan

Mendi Wonerengga, perolehan suara 53.248 suara.

Total suara sah=143.083 suara.
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4. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Puncak
Jaya untuk melaksanakan putusan ini.
Atau apabila Mahkamah berpendapat lain, mohon putusan yang
seadil-adilnya.
Hormat kami, kuasa Pemohon.

1264.KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:08:17]

Baik, terima kasih.

Prof. Enny, ada, Prof? Cukup?

Nanti, Bawaslu, tolong dianu, ya, disampaikan, apa betul
situasinya itu demikian? Apakah kalau, misalnya, PSU, itu tidak
memungkinkan lagi atau bagaimana? Itu gimana, ya? Nanti direaksi,
ya, situasi dan kondisi di sana yang betul, ya. Ya, nanti KPU-nya juga
nanti menyampaikan. Jadi, ada beberapa rekomendasi dari Bawaslu,
apa betul? Dan apa sudah dilaksanakan atau tidak? Ataukah memang
terus kemudian rekapitulasinya dipindahkan dari Kabupaten
Puncak Jaya ke provinsi, tingkat Provinsi Puncak apa ... Papua Tengah,
ya.

Baik, nanti di semuanya tolong direaksi. Kemudian, juga Pihak
Terkait menurut versi Pihak Terkaitnya bagaimana, nanti kita supaya
mendapat gambaran yang komprehensif, ya.

Baik, cukup, ya? Baik, Saudara Pemohon mengajukan Bukti P-1
sama dengan P-577?

1265.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 305/PHPU.BUP-
XXIII/2025: TANDA PERDAMAIAN NASUTION [02:08:43]

Benar, Yang Mulia.
1266.KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:08:43]

Baik, ini ada catatan anu ... KTA-nya tidak berlaku sampai 31
Desember 2024. Tolong di ... apa (...)

1267.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 305/PHPU.BUP-
XXIII/2025: TANDA PERDAMAIAN NASUTION [02:08:55]

Baik, Yang Mulia. Kita susulkan (...)
1268.KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:08:56]

Ya.
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1269.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 305/PHPU.BUP-
XXIII/2025: TANDA PERDAMAIAN NASUTION [02:08:56]

Segera, Yang Mulia.
1270.KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:08:57]

Susulkan segera, ya, KTA yang masih berlaku. Di Komisi II ...
malah di Panel 2 malah ditanyakan, "In/ kok apa biaya untuk
memperpanjang KTA kok, apa mahal? Kok apa ... tidak diperpanjang?”
Kalau Pak Abhan punya, ya, KTA-nya, ya. Nah, ya itu.

Ya, baik, disahkan P-1 sama dengan P-57.

KETUK PALU 1X

Ada yang mau disampaikan lagi? Kita berjalan lancar, efisien,
pukul 10.15 WIB sudah selesai.

1271.KUASA HUKUM TERMOHON: BUDI RAHMAN [02:09:33]
Mohon izin, Yang Mulia.
1272.KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:09:34]
Dari mana?
1273.KUASA HUKUM TERMOHON: BUDI RAHMAN [02:09:34]
Dari Termohon, Yang Mulia.
1274.KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:09:35]
Ya, silahkan.
1275.KUASA HUKUM TERMOHON: BUDI RAHMAN [02:09:36]
Baik, perkenalkan saya Budi Rahman dari Termohon Perkara 225
dan 252. Kami sudah membuat surat, Yang Mulia, untuk mengajukan
inzage untuk perkara (...)

1276.KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:09:49]

Ya.
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1277.KUASA HUKUM TERMOHON: BUDI RAHMAN [02:09:49]

252 untuk melihat Bukti P-1 sampai P-43. Sama 225, kita juga
mau lihat bukti Pemohon ... apa ... P-1 sampai P-25, Yang Mulia.

1278.KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:10:02]
Ya.
1279. KUASA HUKUM TERMOHON: BUDI RAHMAN [02:10:02]

Mohon izin untuk menyampaikan di bawah, Yang Mulia, suratnya
nanti.

1280.KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:10:04]
Ya, nanti disampaikan di bawah.

1281.KUASA HUKUM TERMOHON: BUDI RAHMAN [02:10:06]
Untuk inzage (...)

1282.KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:10:06]
Ya.

1283.KUASA HUKUM TERMOHON: BUDI RAHMAN [02:10:06]
Baik, terima kasih.

1284.KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:10:07]

Inzagenya boleh besok sore saja. Karena apa? Kalau
k_emungkinan masih ada bukti tambahan yang baru dimasukkan besok
siang.

1285. KUASA HUKUM TERMOHON: BUDI RAHMAN [02:10:17]

Baik.

1286.KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:10:17]

Ya.
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1287.KUASA HUKUM TERMOHON: BUDI RAHMAN [02:10:18]
Mohon izin, Yang Mulia. Untuk yang sudah masuk (...)
1288.KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:10:19]
Oke.
1289. KUASA HUKUM TERMOHON: BUDI RAHMAN [02:10:19]
Kami boleh inzage dulu, Yang Mulia.
1290.KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:10:21]
Ya, boleh.
1291.KUASA HUKUM TERMOHON: BUDI RAHMAN [02:10:21]
Baik, terima kasih.
1292.KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:10:22]
Di bawah, ya.
Ada lagi yang ingin akan mau disampaikan? Pihak Terkait?

Silakan.

1293.KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR
305/PHPU.BUP-XXIII/2025: SUBADRIA A. [02:10:30]

Kami dari 305, Yang Mulia.
1294.KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:10:31]
Dari? 3057 Silakan. Ya, ada suratnya, ya. Nanti di bawah, ya.

1295.KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR
305/PHPU.BUP-XXIII/2025: SUBADRIA A. [02:10:39]

Ada sudah, Yang Mulia.
1296.KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:10:40]

Jangan keras-keras itu nanti rusak itu.
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1297.KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR
305/PHPU.BUP-XXIII/2025: SUBADRIA A. [02:10:42]

Baik, Yang Mulia.
1298.KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:10:43]

Itu namanya pelanggaran itu kalau rusak. Di sini nhgomongnya
sedikit saja sudah masuk kok, peka sekali kita, itu.

1299.KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR
305/PHPU.BUP-XXIII/2025: SUBADRIA A. [02:10:51]

Baik, Yang Mulia.
1300.KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:10:52]
Ya, baik. Pak Abhan, ada?

1301.KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR
101/PHPU.BUP-XXIII/2025: ABHAN [02:10:55]

Izin, Yang Mulia. Kami Kuasa Hukum Pihak Terkait Teluk Bintuni,
ada hal yang perlu kami sampaikan.

Pertama, terkait tadi saya teman dari Kuasa Hukum Pemohon di
awal yang menyampaikan soal bukti hutang-pihutang dan biodata
syarat calon, ya.

1302.KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:11:15]

He em. Kenapa?

1303.KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR
101/PHPU.BUP-XXIII/2025: ABHAN [02:11:15]

Kami keberatan dan menolak karena bahwa hal tersebut tidak
ada (...)

1304.KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:11:18]

Ya, nanti di anu (...)
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1305.KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR
101/PHPU.BUP-XXIII/2025: ABHAN [02:11:19]

Di dalam (...)
1306.KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:11:20]

Nanti disampaikan pada waktu menyampaikan keterangan Pihak
Terkait (...)

1307.KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR
101/PHPU.BUP-XXIII/2025: ABHAN [02:11:24]

Ya.
1308.KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:11:24]
Ya.

1309.KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR
101/PHPU.BUP-XXIII/2025: ABHAN [02:11:24]

Ya, yang perlu kami sampaikan karena tidak ada di dalam dalil
Permohonan.

1310.KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:11:27]
Ya, makanya itu nanti disampaikan saja.

1311.KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR
101/PHPU.BUP-XXIII/2025: ABHAN [02:11:30]

Oke, terima kasih. Dan (...)
1312.KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:11:31]
Dan itu statement itu nanti masuk pada waktu acara penundaan.

1313.KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR
101/PHPU.BUP-XXIII/2025: ABHAN [02:11:35]

Oke.
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1314.KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:11:35]
Ya.

1315.KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR
101/PHPU.BUP-XXIII/2025: ABHAN [02:11:36]

Yang kedua, kami juga akan menyampaikan permohonan untuk
inzage bukti-bukti (...)

1316.KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:11:40]
Ya.

1317.KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR
101/PHPU.BUP-XXIII/2025: ABHAN [02:11:40]

Diajukan Pemohon (...)
1318.KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:11:41]
Silakan.

1319.KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR
101/PHPU.BUP-XXIII/2025: ABHAN [02:11:41]

Untuk kepentingan penyusulan keterangan kami.
1320.KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:11:44]
Ya, silakan.

1321.KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR
101/PHPU.BUP-XXIII/2025: ABHAN [02:11:44]

Terima kasih, Yang Mulia.
1322.KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:11:44]

Ya, baik. Baik, ini saya sampaikan penundaan sidangnya. Untuk
perkara 1 ... 101, 181, 225, 274 penundaan sidangnya hari Kamis, 30
Januari tahun 2025 pada pagi hari, pukul 08.00. Saya ulangi, 101, 181,
225, dan 274, 31 Januari tahun 2025 pada pukul 08.00. Agendanya,
mendengar jawaban Termohon, mendengar keterangan Pihak Terkait,
dan keterangan Bawaslu. Dengan catatan, seluruh jawaban atau
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keterangan beserta alat buktinya diserahkan satu hari sebelum hari
sidang, berarti tanggal 29 ... 29 Januari.

Kemudian untuk perkara 252 dan 305 itu ditunda Kamis, 30
Januari pada pukul 13.00, yang perkara 252 dan 305, 30 Januari pada
pukul 13.00. Begitu juga jawaban Termohon, keterangan Pihak Terkait,
keterangan Bawaslu, dan seluruh buktinya disampaikan satu hari
sebelum hari sidang, ya.

Ada yang mau disampaikan, cukup? Cukup semua, ya. Cukup,
ya, Termohon, Bawaslu, Pihak Terkait, cukup? Baik, terima kasih.

Assalamualaikum wr.wb. Sidang selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 10.19 WIB

Jakarta, 15 Januari 2025
PIt. Panitera,
Wiryanto
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